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KATA PENGANTAR  

 

Assalamu`alaikum Wr. Wb.  

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan hidayah, 

rahmat dan taufiknya kepada kita semua, sehingga Laporan Tahunan Pengadilan Agama 

Tual Tahun 2016 dapat diselesaikan sesuai dengan target dan petunjuk surat Sekretaris 

Mahkamah Agung RI, Nomor : 324/SEK/OT.01.2/11/2016, tanggal 17 November 2016 

tentang Penyusunan Laporan Tahunan 2016. 

Adapun substansi Laporan Tahunan ini merupakan pemaparan uraian hasil kinerja 

yang ditempuh selama satu tahun pada tahun 2016 yang berpedoman pada Program Kerja 

Pengadilan Agama Tual tahun 2016 yang terurai berdasarkan pembagian program kerja di 

Kepaniteraan dan Kesekretariatan yang disusun pada akhir tahun 2015 lalu . 

Laporan Tahunan ini disusun atas kerja sama Tim Penyusun Laporan Tahunan 

terdiri  dari berbagai unsur, antara lain Hakim Pengawas Bidang, Pejabat Kepaniteraan dan 

Pejabat Kesekretariatan, serta dibantu oleh staf pelaksana Pengadilan Agama Tual. 

Patut disadari bahwa Laporan Tahunan ini belum mencapai kesempurnaan yang 

mungkin masih terdapat kekurangan-kekurangan yang bersifat substansial maupun non 

substansial. Meskipun demikian, penghargaan yang sebesar-besarnya sudah semestinya 

diberikan kepada semua unsur dan pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan 

hingga terselesaikannya Laporan Tahunan 2016 ini dengan tanpa kendala apapun. 

Dengan terselesaikannya Laporan Tahunan 2016 ini, maka beriring harapan yang 

sebesar-besarnya, semoga laporan tahunan ini menjadi bahan informasi, evaluasi dan acuan 

untuk meningkatkan kinerja pada Pengadilan Agama Tual kedepannya sekaligus sebagai 

bahan bagi Pengadilan Tinggi Agama Ambon dalam menyusun Laporan Tahunan 2016. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

Langgur,  13 Desember 2016 

Ketua Pengadilan Agama Tual   

 

 

 

Drs. Muh. Mukrim, MH. 

NIP. 19661231 199403 1 054 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Kebijakan Umum Peradilan  

Reformasi Birokrasi yang terus bergerak maju kearah yang lebih baik menuntut 

lembaga peradilan untuk terus berupaya membenahi berbagai aspek dalam pengelolaan 

organisasi terutama yang berkaitan dengan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan 

fungsi peradilan. 

Seiring dengan gerak reformasi birokrasi Pengadilan Agama Tual sebagai 

bagian integral dari Mahkamah Agung RI yang merupakan salah satu pilot project  

reformasi birokrasi nasional di Indonesia, tentunya terus berupaya untuk meningkatkan 

kualitas SDM sebagai bentuk komitmen dari upaya reformasi dan pembenahan 

berbagai aspek dalam pengelolan organisasi terutama yang berkaitan dengan tugas 

pokok dan fungsi Pengadilan Agama Tual dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat pencari keadilan. 

Pengadilan Agama sebagai salah satu badan pelaksana kekuasaan kehakiman di 

Indonesia yang bertugas dan berwenang menyelenggarakan penegakan hukum dan 

keadilan bagi rakyat pencari keadilan dalam perkara tertentu antara orang-orang yang 

beragama Islam sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 

tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 

tahun 2009. 

Pengadilan Agama Tual Kelas II merupakan salah satu pengadilan tingkat 

pertama yang berada dalam wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Ambon telah 

berusaha dan merealisasikan program-program membangun peradilan yang mandiri 

dan independen seiring dengan pembangunan bidang hukum dan reformasi hukum di 

Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui peningkatan kinerja dan pemenuhan 

kebutuhan bagi pencari keadilan dalam wilayah hukumnya.  

Yurisdiksi Pengadilan Agama Tual  terdiri dari 4 (empat) kabupaten dan 1 

(satu) kota sebagai wilayah hukumnya dan mengingat kondisi wilayah hukum 

Pengadilan Agama Tual yang cukup luas dan sulit terjangkau, maka perlu ada 

perhatian khusus agar penegakan hukum bisa berjalan sesuai dengan asas sederhana,  

cepat dan biaya ringan serta tercapainya visi badan peradilan yang agung, yaitu asas 

keterjangkauan pelayanan publik.     
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Disamping itu juga Pengadilan Agama Tual mempunyai tugas dan fungsi yang 

jelas antara lain :  

1. Tugas Pokok Pengadilan Agama Tual 

Tugas Pokok Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 49 

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan 

Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa Pengadilan 

Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara 

tertentu di tingkat pertama bagi rakyat pencari keadilan antara orang-orang yang 

beragama Islam. 

 

2. Fungsi Pengadilan Agama Tual  

Pengadilan Agama Tual yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan 

Tinggi Agama Ambon mempunyai fungsi :  

a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan perkara 

tingkat pertama, penyitaan dan eksekusi; 

b. Mengadakan sidang keliling sebagai upaya pemecahan masalah dan pelayanan 

publik yang berkeadilan; 

c. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi dan 

peninjauan kembali, termasuk penanganan perkara prodeo (justice for the poor); 

d. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur, yakni 

kepegawaian, keuangan dan umum; 

e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan terhadap pembagian harta 

warisan di luar sengketa; 

f. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, 

mengitsbatkan saksi rukyatul hilal dalam penentuan awal bulan hijriyah dan 1 

syawal. 
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3. Lingkungan Strategis Pengadilan Agama Tual  

Pengadilan Agama Tual berdasarkan wilayah hukum tahun 2012 tercatat 4 

kabupaten dan 1 (satu) kota. 

a. Peta Wilayah Hukum Pengadilan Agama Tual  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Wilayah  Hukum Pengadilan Agama Tual  

Wilayah  hukum Pengadilan Agama Tual terdiri dari seluruh wilayah Kota 

Tual dan kabupaten-kabupaten yang masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama 

Tual, yang terdiri dari 432 pulau, wilayah kecamatan dan jumlah desa diuraikan 

dengan susunan sebagai berikut : 

(1). Wilayah Kota Tual 

Kota Tual merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Maluku 

Tenggara. Tual menjadi kota pada bulan November 2007 dan dideklarasikan 

pada bulan Februari 2008. Luas daratan Kota Tual ± 3.468 Km² dengan jumlah 

Kecamatan dan Desa sebagai berikut: 

 Kecamatan Dullah Utara  : 8 Desa 

 Kecamatan Dullah Selatan  : 2 Desa & 3 kelurahan 

 Kecamatan Tayando Tam  : 5 Desa 

 Kecamatan PP Kur   : 4 Desa 

 Kecamatan Kur Selatan  : 8 Desa 
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(2). Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara 

Kabupaten Maluku Tenggara dengan ibukota Langgur merupakan 1 

gugusan kepulauan yaitu gugusan Kepulauan Kei yang terdiri atas Kepulauan 

Kei Kecil dan Kei Besar dengan luas daratan seluruhnya ± 4.09 Km² dengan 

jumlah kecamatan setelah mengalami perubahan berdasarkan peraturan menteri 

Dalam Negeri (Permendagri)  Nomor 18 tahun 2013 tentang pemekaran 

kecamatan baru di Kabupaten Maluku Tenggara menjadi 11 kecamatan dengan 

uraian sebagai berikut  : 

 Kecamatan Kei Kecil   : 15 Desa/Ohoi 

 Kecamatan Kei Kecil Barat   : 10 Desa/Ohoi 

 Kecamatan Kei Kecil Timur  : 18 Desa/Ohoi 

 Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan  : 10 Desa/Ohoi 

 Kecamatan Manyeuw   : 9 Desa/Ohoi 

 Kecamatan Kei Besar   : 37 Desa/Ohoi 

 Kecamatan Kei Besar Utara Timur  : 30 Desa/Ohoi 

 Keamatan Kei Besar Utara Barat : 25 Desa/Ohoi 

 Kecamatan Kei Besar Selatan  : 10 Desa/Ohoi 

 Kei Besar Selatan Barat  : 13 Desa/Ohoi 

 Kecamatan hoat Sorbay  : 13 Desa/Ohoi 

 

 

(3). Wilayah Kabupaten Kepulauan Aru 

Kabupaten Kepulauan Aru merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten 

Maluku Tenggara pada tahun 2003. Ibukota kabupaten Kepulauan Aru adalah 

Dobo dengan luas daratannya ± 5.426,77 Km². Setelah dimekarkan, jumlah 

Kecamatan di kabupaten kepulauan Aru menjadi 6 Kecamatan masing-masing: 

 Kecamatan PP Aru    : 15 Desa 

 Kecamatan Aru Selatan   : 15 Desa 

 Kecamatan Aru Selatan Timur (Meror) : 10 Desa 

 Kecamatan Aru Selatan Utara   :   7 Desa 

 Kecamatan Aru Tengah    : 22 Desa 

 Kecamatan Aru Tengah Timur (Kojabi) : 13 Desa 

 Kecamatan Aru Tengah Selatan (Longgar) :   7 Desa 
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 Kecamatan Aru Utara    : 12 Desa 

 Kecamatan Aru Utara Timur Batuley  :   9 Desa 

 Kecamatan Sir-sir    :   9 Desa 

  

(4). Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat 

Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan ibukotanya Saumlaki. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang perubahan 

Undang-undang Nomor 46 tahun 1999 tentang pembentukan propinsi Maluku 

Utara, Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Luas wilayah daratan 14.584 Km² 

yang secara administratif  terbagi atas 11 (sebelas) kecamatan yaitu : 

 Kecamatan Tanimbar Utara :   8 Desa 

 Kecamatan Tanimbar Selatan : 11 Desa 

 Kecamatan Molu-Maru :   5 Desa 

 Kecamatan Kormomolin : 11 Desa 

 Kecamatan Nirunmas  :   5 Desa 

 Kecamatan Selaru  :   7 Desa 

 Kecamatan Wermakatian :   9 Desa 

 Kecamatan Wertamrian :   8 Desa 

 Kecamatan Wuarlabobar :   9 Desa 

 Yaru    :   6 Desa 

 

 

(5).  Wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya 

Kabupaten Maluku Barat Daya merupakan pemekaran dari Maluku 

Tenggara Barat (MTB) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 

dengan penjelasan tentang Kabupaten Maluku Barat Daya. Kabupaten ini 

beribukotakan Tiakur dengan wilayah meliputi : 

 Kecamatan Damer   :  7   Desa 

 Kecamatan Dawelor Dawera  :  6   Desa 

 Kecamatan Kepulauan Romang :  3   Desa 

 KecamatanKisar Utara  :  3   Desa 

 Kecamatan Mdona Hiera  :  11 Desa 

 Kecamatan Moa Lakor  :  7   Desa 

 Kecamatan Pulau Lakor  :  5   Desa 
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 Kecamatan Pulau Letti Moa Lakor :  7   Desa 

 Kecamatan Pulau Masela  :  11  Desa 

 Kecamatan Pulau-pulau Babar :  9   Desa 

 Kecamatan Pulau Wetang  :  6   Desa 

 Kecamatan PP Terselatan  :  8   Desa 

 Kecamatan PP Babar Timur  :  11  Desa 

 Kecamatan Wetar   :  6   Desa 

 Kecamatan Wetar Barat  :  5   Desa 

 Kecamatan Wetar Timur  :  6   Desa 

 Kecamatan Wetar Utara  :  6   Desa 

 

B. Visi dan Misi 

1.  Visi  :  

 Terwujudnya Pengadilan Agama Tual yang Agung. 

Visi Pengadilan Agama Tual dirumuskan dengan merujuk pada Visi Mahkamah Agung 

sebagaimana tertuang dalam Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035 Mahkamah 

Agung RI. 

 

2. Misi  :  

Misi Pengadilan Agama Tual dirumuskan dalam upaya mencapai visinya yaitu  

“Mewujudkan Pengadilan Agama Tual Yang Agung”. Adapun misi Pengadilan 

Agama Tual adalah : 

a) Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Tual; 

b) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan;  

c) Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Tual; 

d) Meningkatkan kredibiltas dan transparansi Pengadilan Agama Tual. 

 

C. Rencana Strategis (RENSTRA) 

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang 

Akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan keinginan nyata pemerintah untuk 

melaksanakan good governance dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan. Salah 

satu unsur sistem akuntabilitas adalah penyusunan rencana strategis (Renstra). 
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Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana strategis yang disusun 

berdasarkan pertimbangan kebutuhan dan tuntutan melalui suatu analisis perencanaan. 

Rencana strategis dimaksudkan untuk memaksimalkan sumber daya agar dapat 

dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Suatu akuntabilitas akan dapat diterima secara 

baik apabila sumber daya yang ada dipergunakan secara tepat guna dan tepat sasaran. 

Pengadilan Agama Tual sebagai lembaga peradilan yang melaksanakan fungsi 

kekuasaan kehakiman (Yudikatif) dalam wilayah  hukum Kabupaten Maluku Tenggara 

dan tiga kabupaten pemekaran (Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kabupaten 

Kepulauan Aru, Kabupaten Maluku Barat Daya) dan Kota Tual, mempunyai tugas 

pokok menerima, memeriksa, mengadili dan meyelesaikan perkara tertentu yang 

diajukan sebagaimana yang diatur dalam pasal Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 

Tahun 2009. 

Tuntutan masyarakat akan kemandirian hukum dan keadilan, penegakan 

supremasi hukum, proses peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan terhadap 

lembaga peradilan termasuk Pengadilan Agama Tual menandakan urgensinya 

penyusunan rencana strategis, sebagai kerangka acuan untuk mewujudkan cita-cita 

hukum. 

Rencana strategis Pengadilan Agama Tual ini merupakan rumusan strategis 

dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) lembaga peradilan dalam 

wilayah hukumnya dan peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat. Penyusunan 

tersebut disusun dengan memperhatikan perkembangan hukum dan masyarakat 

Kabupaten Maluku Tenggara dan sekitarnya, kondisi internal dari organisasi 

Pengadilan Agama Tual serta kondisi eksternal dari perkembangan hukum dan 

masyarakat secara nasional.   

Penyusunan rencana strategis Pengadilan Agama Tual ini tidak terlepas juga 

dari dokumen perencanaan nasional yakni Garis-Garis Besar Haluan Negara khususnya 

dalam bidang hukum dan rencana strategis Mahkamah Agung RI. Oleh karena itu, 

diharapkan agar rencana strategis ini terdapat keselarasan dengan program-program 

pusat di bidang hukum.   
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 BAB II 

STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) 

 

 Sejak berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, yang mulai berlaku 

sejak ditetapkan pada tanggal 19 Oktober 2015, memberi dampak perubahan yang 

signifikan terhadap Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tual, baik di bidang 

Kepaniteraan maupun di bidang Kesekretariatan. Pada tanggal 10 Juli 2016 terjadi roling 

jabatan Panitera Muda dengan dilantiknya ketiga Panitera Muda yang sudah ada tetapi 

dalam jabatan yang baru, sehingga Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tual tahun 2016  

mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Lebih detailnya dapat diuraikan sebagai 

berikut:   

  

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA TUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekretaris 

(M.Ali Hanafi Lakesmas, SH) 

Panitera 

(Drs. Ali TurkiRenhoat) 

Kelompok Fungsional 
Kepaniteraan : 

1.  Panitera Pengganti 

-Rugaya Raharusun,S.HI 

-Hasan Kerubun, BA 

-Sabtu Tarabubun,S.HI 

-Ali Parry,S.HI 

-Wanardi Syarif, S.HI 

-Mariam Ely, S.HI 

-La Ode Abs Rusmin ,SH 

-Hadija Tuhepaly, S.HI 

-La Iki, SH,MH 

2. Jurusita Pengganti 

- Hendra Cipta, A.Md 

-Siti Halima Ohorela 

- Sirbunga Salamun 

3.Pranata Peradilan  

 

 Majelis Hakim : 
1. Syarifa Saimima, S.HI 

2. Adam Malik B., S.HI 

3. Wawan Jamal, S.HI 

4. Nengah A.N., S.EI 

5. Olis Tuna, S.HI 

 

Ketua 

(Drs. Muh.Mukrim, MH) 

Wakil Ketua 

(Drs. Abd Razak Payapo) 
 

  

Garis Tanggung Jawab 

Garis Koordinasi 

Panmud 

Permohonan 

(H.Jupia 

Ulath, SH)  

Panmud 

Gugatan 

(Drs. Abd. 

Rahman 

Sopalatu) 

 Panmud  

Hukum 

(Sabtu 

Matdoan, 

S.Ag) 

Kassubag 

Perencanaan, 

Teknologi 

Informasi & 

Pelaporan 

(Jafar R, SE) 

Kassubag 

Kepegawaian 

dan 

ORTALA 

(Rosita Pelu, 

SH) 

Kassubag 

Umum dan 

Keuangan  

(Edy, S.HI) 

Kelompok Fungsional 

Kesekretariatan : 

 
1. Arsiparis 

2. Pustakawan 

3. Bendahara 

 

 

 

Ketua 

(Drs. Muh.Mukrim, MH) 

Wakil Ketua 

(Drs. Abd Razak Payapo) 
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A. Standar Operasional Prosedur (SOP) 

Format Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadilan Agama Tual masih 

berpedoman pada Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 

tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah 

Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya. 

Adapun SOP yang telah disusun oleh Pengadilan Agama Tual bersifat dinamis, 

sehingga masih memungkinkan terjadinya perbaikan-perbaikan dan penyempurnaan 

sesuai dengan kondisi riil dan kebutuhan Satuan Kerja (Satker) Pengadilan Agama 

Tual. Standar Operasional Prosedur Pengadilan Agama Tual akan di paparkan 

berdasarkan pada tiap bidang tugas, yakni : 

1. Bidang Kepaniteraan; 

2. Bidang Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan; 

3. Bidang Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana; 

4. Bidang Umum dan Keuangan.  
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1) Bidang Kepaniteraan 
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2) Bidang Umum 
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3) Bidang Keuangan 
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4) Bidang Kepegawaian  
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B. Kinerja/ Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 

  Adanya  Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 yang berlaku mulai 

berlaku per 1 Januari 2014, Pengadilan Agama Tual telah berupaya menjalankan 

amanat regulasi tersebut dengan telah membuat Sasaran Kerja Pegawai yang 

dibebankan kepada setiap pegawai untuk membuatnya pada awal Januari 2014 yang 

lalu. Meskipun dalam implementasinya masih banyak kendala dan hambatan, 

khususnya terkait dengan pemahaman sebagian besar pegawai mengenai pola pikir 

(mindset) SKP dan DP3, yang jelas berbeda namun di anggap sama. Sehingga 

pelaksanaannya pun tak lepas dari masalah yang bersifat teknis maupun nonteknis. 

Selain itu, masalah jaringan internet pun menjadi masalah yang sangat serius, karena 

dalam pengisian SKP harus menggunakan aplikasi online SIMARI yang diakses di 

website : www.simari.mahkamahagung.go.id. 

  Dengan segala masalah teknis maupun nonteknis tersebut, pegawai 

Pengadilan Agama Tual berupaya menyusun SKP tersebut dengan sebaik-baiknya 

sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian 

Prestasi Kerja PNS. Untuk lebih jelasnya lagi, penyusunan SKP Pengadilan Agama 

Tual  akan di sajikan dalam uraian berikut ini: 

1. Eselon III ( 2 SKP ) 

1.1. Ketua 

 

http://www.simari.mahkamahagung.go.id/
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1.2. Wakil Ketua 
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2. Hakim (5 SKP) 
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3. Eselon IV ( 9 SKP ) 

3.1. Panitera 
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3.2. Sekretaris 
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3.3. Wakil Panitera 
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3.4. Panitera Muda Gugatan 
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3.5. Panitera Muda Permohonan 
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3.6. Panitera Muda Hukum   
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3.7. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan 
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3.8. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana 
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3.9. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan  
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4. Fungsional 

4.1. Panitera Pengganti  
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4.2. Jurusita Pengganti 
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4.3. Bendahara Pengeluaran 
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5. Staf    
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 BAB  III 

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN 

A. Sumber Daya Manusia  

1. Profil Sumber Daya Manusia 

  Pengadilan Agama Tual memiliki jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 35 

(tiga puluh lima), yang terdiri dari 7 (tujuh) orang Hakim dan 28 (dua puluh delapan) 

Pegawai Non Hakim, dengan tingkat pendidikan Strata 2 (S2) berjumlah 2 (dua) 

orang, Strata 1 (S1) berjumlah 27 (dua puluh tujuh) orang, Diploma III (D3) berjumlah 

3 (tiga) orang, dan SMA/Sederajat berjumlah 3 (tiga) orang.  

  Pegawai Pengadilan Agama Tual berusia kisaran 25 (dua puluh lima) tahun 

hingga 60 (enam puluh) tahun dengan rincian yaitu usia 25 (dua puluh lima) tahun 

hingga 30 (tiga puluh) tahun berjumlah 7 (tujuh) orang, usia 31 (tiga puluh satu) tahun 

hingga 35 (tiga puluh lima) tahun berjumlah 13 (tiga belas) orang, usia 36 (tiga puluh 

enam) tahun hingga 40 (empat puluh) tahun berjumlah 4 (empat) orang, usia 41 

(empat puluh satu) tahun hingga 45 (empat puluh lima) tahun berjumlah 2 (dua) orang, 

usia 46 (empat puluh enam) tahun hingga 50 (lima puluh) tahun berjumlah 2 (dua) 

pegawai, usia 51 (lima puluh satu) tahun hingga 55 (lima puluh lima) tahun berjumlah 

5 (lima) orang dan usia 56 (lima puluh enam) tahun hingga 60 (enam puluh) tahun 

berjumlah 2 (dua) orang. 

  Jenis kelamin pegawai Pengadilan Agama Tual terdiri dari 26 (dua puluh 

enam) laki-laki dan 9 (sembilan) perempuan. Sementara itu, Pegawai Pengadilan 

Agama Tual dengan golongan IV/b berjumlah 2 (dua) orang, golongan III/d berjumlah 

4 (empat) orang, III/c berjumlah 4 (empat) orang, III/b berjumlah 15 (lima belas) 

orang, III/a berjumlah 5 (lima) orang, II/d berjumlah 2 (dua) orang, II/c berjumlah 3 

(tiga) orang. 

  Sementara itu, secara struktural Pengadilan Agama Tual memiliki Ketua 

sebanyak 1 (satu) orang, Wakil Ketua sebanyak 1 (satu) orang, Panitera sebanyak 1 

(satu) orang, Sekretaris sebanyak 1 (satu) orang, Panitera Muda sebanyak 3 (tiga) 

orang, Kepala Sub Bagian sebanyak 3 (tiga) orang, Panitera Pengganti sebanyak 9 

(sembilan) orang, Jurusita Pengganti sebanyak 3 (tiga) orang dan Staf sebanyak 7 

(tujuh) orang.  
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2. Kebutuhan Sumber Daya Manusia 

  Kebutuhan pegawai sebagai penggerak berjalannya kegiatan perkantoran di 

Pengadilan Agama Tual yang bersifat administratif maupun non administratif atau 

yang terkait dengan teknis peradilan dalam kondisi terkini sangat dibutuhkan adanya 

penambahan jumlah pegawai. Karena secara faktual per Desember 2016, jumlah 

pegawai di Pengadilan Agama Tual meski telah berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang, 

namun masih banyak pegawai yang telah merangkap pekerjaan/jabatan. Sehingga hal 

ini jelas mengakibatkan  efektifitas pekerjaan yang dikerjakan kurang memuaskan. 

  Di masa depan diharapkan, Pengadilan Agama Tual mendapatkan tambahan 

pegawai yang lebih banyak lagi. Padahal dengan melihat beban kerja kini yang 

bertambah, menuntut adanya penambahan Sumber Daya Manusia yang lebih banyak 

dan berkualitas.  

Data Statistik Pengadilan Agama Tual 

Per Desember Tahun 2016 

 

 

3. Mutasi 

1) Mutasi Tempat Tugas  

Pegawai Pengadilan Agama Tual selama tahun 2016 terdapat 5 (lima) 

pegawai yang mutasi masuk ke Pengadilan Agama Tual dan 1 (satu) pegawai 

Pengadilan Agama Tual yang di ditarik/dimutasikan ke Pengadilan Tinggi Agama 

Ambon. 
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Data Mutasi Masuk Hakim / Pegawai Tahun 2016 

 

 

No NAMA/NIP Pangkat/Gol Jabatan Keterangan 

1 Drs. Abd. Razak 

Payapo/196310121993031005 

Pembina Tk. I 

(IV/b) 

Wakil 

Ketua 

Mutasi dari 

PA Ambon 

April 2016 

2 Ali Rahman Parry, 

S.HI/198502212009121005 

Penata Muda Tk. 

I (III/b) 

Panitera 

Pengganti 

Mutasi dari 

PTA Ambon 

Januari 2016 

3. Mariam Ely, 

S.HI/198008162011012004 

Penata Muda Tk. 

I (III/b) 

Panitera 

Pengganti 

Mutasi dari 

PA Masohi 

Januari 2016 

4. Hadija Tuhepaly, 

S.HI/198408072011012024 

Penata Muda Tk. 

I (III/b) 

Panitera 

Pengganti 

Mutasi dari 

PA Masohi 

Januari 2016 

5. La Iki, SH, 

MH/198811102012121002 

Penata Muda 

(III/a) 

Panitera 

Pengganti 

Mutasi dari 

PA Masohi 

Januari 2016 

 

 

Data Mutasi Keluar Hakim / Pegawai Tahun 2016 

 

 

No NAMA/NIP Pangkat/Gol Jabatan Keterangan 

1 Yanuar Fandi Bahtiar, 

S.Kom/198901102015031002 

Penata Muda 

(III/a) 

Staf/ 

Pemelihara 

IT 

Mutasi ke PTA 

Ambon 

November 

2016 

 

2) Mutasi Kepangkatan  

Sebagaimana lazimnya bahwa kenaikan pangkat dibagi dalam 2 (dua) 

periode, yakni periode April dan Oktober. Pada periode April 2016 Kenaikan 

pangkat para pegawai berjumlah 1 (satu) orang, sedangkan pada periode Oktober 

terdapat 1 (satu) pegawai yang naik pangkat, dengan rincian : 

a. Kenaikan pangkat regular 1 (satu) orang; 

b. Kenaikan pangkat pilihan tidak ada; 

c. Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah 1(satu) orang.  
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3) Promosi  

- Selama tahun 2016, ada 6 (enam) pegawai yang dipromosikan, yaitu: 

No. Nama/NIP Pangkat/Gol. 
Jabatan 

Lama  

Jabatan 

Baru 

1. 
Drs. Abd Rahman Sopalatu/ 

195807041994011001 

Penata Tk. I 

(III/d) 

Panitera 

Muda 

Permohonan 

Panitera 

Muda 

Gugatan 

2. 
Sabtu Matdoan, S.Ag/ 

196011151992021001 

Penata Tk. I 

(III/d) 

Panitera 

Muda 

Gugatan 

Panitera 

Muda 

Hukum 

3. 
Hj. Jupia Ulath, SH/ 

196411101988032003 

Penata (III/c) Panitera 

Muda 

Hukum 

Panitera 

Muda 

Permohonan 

4. 
Sabtu Tarabubun, S.HI/ 

197406042002121004 

Penata Muda 

Tk. I (III/b) 
Jurusita  

Panitera 

Pengganti 

2. 
Wanardi Syarif, S.HI/ 

198603272009121006 

Penata Muda 

Tk. I (III/b) 

Juru Sita 

Pengganti 
Panitera 

Pengganti 

3. La Ode Abd. Rusmin, SH/ 

198103272011011009 

Penata Muda 

Tk. I (III/b) 

Juru Sita 

Pengganti 

Panitera 

Pengganti 

 

4) Pensiun   

Selama tahun 2016, tidak ada pegawai Pengadilan Agama Tual yang telah memenuhi 

persyaratan usia pensiun sebagaimana diatur di dalam peraturan yang berlaku, baik pensiun 

dini maupun pensiun secara penuh. 
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B. Keadaan Perkara 

1. Rekapitulasi Keadaan Perkara 

a) Sisa Perkara 

Sisa perkara tahun 2015 sebanyak  8 perkara :  

- Cerai Talak   :  2 Perkara 

- Cerai Gugat   :  6 Perkara 

b) Jumlah Perkara Yang Diterima  

Jumlah perkara yang diterima tahun 2016 sebanyak 420  perkara yang terdiri dari :  

- Cerai Talak   :  18  perkara  

- Cerai Gugat   :  38  perkara 

- Itsbat Nikah  :  357 perkara 

- Penetapan Ahli Waris :     1 perkara 

- Wali Adhol  :     4 Perkara 

- Harta Bersama  :     1 Perkara 

- Pengangkatan Anak :     1 Perkara 

c) Jumlah Perkara Yang Diputus 

Jumlah perkara yang diputus sebanyak 422 perkara yaitu sisa perkara 2015 

sebanyak 8  perkara dan  perkara 2016  sebanyak 414 perkara dengan rincian 

sebagai berikut :   

- Perkara cerai talak : 16 perkara (12 perkara dikabulkan, 3 perkara dicabut, 1 

perkara ditolak); 

- Perkara cerai gugat  : 43 perkara ( 22 perkara dikabulkan, 13 perkara dicabut, 

2 perkara dicoret dari buku register, 3 perkara digugurkan, 3 Perkara tidak 

diterima ); 

- Harta Bersama :  1   perkara (Perkara tidak diterima); 

- Itsbat Nikah : 357 perkara ( 324 perkara dikabulkan, 8 perkara dicabut, 

21 perkara digugurkan, 1 perkara ditolak); 

- Wali Adhol : 3 perkara ( 2 perkara dikabulkan, 1 perkara dicabut ); 

- Penetapan Ahli Waris : 1 perkara (dikabulkan). 

- Pengangkatan anak  : 1 perkara (dikabulkan) 

 

d) Sisa Perkara Tahun 2016 
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Sisa perkara sampai bulan Desember 2016 sebanyak 6 perkara ( 4 perkara cerai 

talak, 1 perkara cerai gugat, 1 perkara wali adhol). Agar lebih jelasnya dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini:  

 

Rekapitulasi Keadaan Perkara 

Pengadilan Agama Tual Tahun 2016 

 

NO. JENIS PERKARA NOMOR PERKARA 
TANGGAL 

PENERIMAAN 

TANGGAL 

PUTUS 
KETERANGAN 

1 2 3 5 8 14 

SISA PERKARA TAHUN 2015 

1 Cerai Talak 37/Pdt.G/2015/PA. Tl 26/06/2015 21/01/2016 Tolak 

2 Cerai Gugat 45/Pdt.G/2015/PA. Tl 06/10/2015 16/03/2016 Kabul 

3 Cerai Gugat 48/Pdt.G/2015/PA. Tl 15/10/2015 16/03/2016 Dicoret dari Register 

4 Cerai Gugat 49/Pdt.G/2015/PA. Tl 29/10/2015 03/02/2016 Verstek 

5 Cerai Talak 50/Pdt.G/2015/PA. Tl 04/11/2015 11/02/2016 Kabul 

6 Cerai Gugat 51/Pdt.G/2015/PA. Tl 09/11/2015 17/03/2016 Kabul 

7 Cerai Gugat 52/Pdt.G/2015/PA. Tl 23/11/2015 03/02/2016 Verstek 

8 Cerai Gugat 53/Pdt.G/2015/PA. Tl 25/11/2015 11/02/2016 Cabut 

PERKARA TAHUN 2016 

Perkara Gugatan 

1 Cerai Gugat 0001/Pdt.G/2016/PA Tl 05/01/2016 11/02/2016 Verstek 

2 Cerai Gugat 0002/Pdt.G/2016/PA Tl 08/01/2016 17/02/2016 Tidak Diterima 

3 Cerai Gugat 0003/Pdt.G/2016/PA Tl 12/01/2016 24/02/2016 Gugur 

4 Cerai Gugat 0004/Pdt.G/2016/PA Tl 27/01/2016 17/03/2016 Kabul 

5 Cerai Talak 0005/Pdt.G/2016/PA Tl 01/02/2016 12/04/2016 Cabut 

6 Cerai Gugat 0006/Pdt.G/2016/PA Tl 04/02/2016 25/02/2016 Tidak Diterima 

7 Isbat Nikah Cont. 0007/Pdt.G/2016/PA Tl 09/02/2016 02/03/2016 Kabul 

8 Cerai Gugat 0008/Pdt.G/2016/PA Tl 10/02/2016 18/02/2016 Cabut 

9 Cerai Gugat 0009/Pdt.G/2016/PA Tl 15/02/2016 22/03/2016 Kabul 

10 Cerai Talak 0010/Pdt.G/2016/PA Tl 15/02/2016 20/04/2016 Kabul 

11 Cerai Talak 0011/Pdt.G/2016/PA Tl 22/02/2016 07/04/2016 Kabul 

12 Cerai Talak 0012/Pdt.G/2016/PA Tl 24/02/2016 27/04/2016 Kabul 

13 Cerai Gugat 0013/Pdt.G/2016/PA Tl 25/02/2016 24/03/2016 Kabul 

14 Cerai Gugat 0014/Pdt.G/2016/PA Tl 01/03/2016 14/04/2016 Kabul 

15 Cerai Gugat 0015/Pdt.G/2016/PA Tl 16/03/2016 26/04/2016 Kabul 

16 Cerai Talak 0016/Pdt.G/2016/PA Tl 16/03/2016 18/05/2016 Kabul 

17 Cerai Gugat 0017/Pdt.G/2016/PA Tl 16/03/2016 28/07/2016 Gugur 

18 Cerai Talak 0018/Pdt.G/2016/PA Tl 15/04/2016 28/07/2016 Kabul 

19 Cerai Talak 0019/Pdt.G/2016/PA Tl 27/04/2016 19/09/2016 Verstek 

20 Cerai Gugat 0020/Pdt.G/2016/PA Tl 11/05/2016 13/06/2016 Gugur 
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21 Cerai Talak 0021/Pdt.G/2016/PA Tl 13/05/2016 08/09/2016 Kabul 

22 Harta Bersama 0022/Pdt.G/2016/PA Tl 16/05/2016 31/05/2016 Tidak Diterima 

23 Cerai Gugat 0023/Pdt.G/2016/PA Tl 30/05/2016 20/06/2016 Verstek 

24 Cerai Gugat 0024/Pdt.G/2016/PA Tl 01/06/2016 14/06/2016 Cabut 

25 Cerai Gugat 0025/Pdt.G/2016/PA Tl 03/06/2016 08/09/2016 Dicoret dari Register 

26 Cerai Gugat 0026/Pdt.G/2016/PA Tl 07/06/2016 24/08/2016 Cabut 

27 Isbat Nikah Cont. 0027/Pdt.G/2016/PA Tl 19/07/2016 11/08/2016 Kabul 

28 Cerai Talak 0028/Pdt.G/2016/PA Tl 20/07/2016 21/09/2016 Kabul 

29 Cerai Gugat 0029/Pdt.G/2016/PA Tl 21/07/2016  06/12/2016 Verstek  

30 Cerai Talak 0030/Pdt.G/2016/PA Tl 27/07/2016 01/12/2016 Verstek 

31 Cerai Talak 0031/Pdt.G/2016/PA Tl 01/08/2016  14/12/2016  Verstek 

32 Isbat Nikah Cont. 0032/Pdt.G/2016/PA Tl 02/08/2016 07/09/2016 Kabul 

33 Cerai Gugat 0033/Pdt.G/2016/PA Tl 02/08/2016 26/09/2016 Verstek 

34 Cerai Gugat 0034/Pdt.G/2016/PA Tl 08/08/2016 05/09/2016 Cabut 

35 Cerai Gugat 0035/Pdt.G/2016/PA Tl 08/08/2016 28/09/2016 Cabut 

36 Cerai Talak 0036/Pdt.G/2016/PA Tl 25/08/2016 09/09/2016 Cabut 

37 Cerai Gugat 0037/Pdt.G/2016/PA Tl 25/08/2016 09/09/2016 Cabut 

38 Cerai Talak 0038/Pdt.G/2016/PA Tl 25/08/2016 09/09/2016 Cabut 

39 Cerai Gugat 0039/Pdt.G/2016/PA Tl 25/08/2016 09/09/2016 Cabut 

40 Cerai Gugat 0040/Pdt.G/2016/PA Tl 25/08/2016 09/09/2016 Cabut 

41 Cerai Gugat 0041/Pdt.G/2016/PA Tl 25/08/2016 09/09/2016 Tidak Diterima 

42 Cerai Gugat 0042/Pdt.G/2016/PA Tl 25/08/2016 09/09/2016 Cabut 

43 Cerai Gugat 0043/Pdt.G/2016/PA Tl 25/08/2016 09/09/2016 Kabul 

44 Cerai Gugat 0044/Pdt.G/2016/PA Tl 25/08/2016 09/09/2016 Kabul 

45 Cerai Gugat 0045/Pdt.G/2016/PA Tl 25/08/2016 09/09/2016 Cabut 

46 Cerai Gugat 0046/Pdt.G/2016/PA Tl 25/08/2016 09/09/2016 Kabul 

47 Cerai Talak 0047/Pdt.G/2016/PA Tl 25/08/2016 09/09/2016 Kabul 

48 Cerai Gugat 0048/Pdt.G/2016/PA Tl 05/09/2016     

49 Isbat Nikah Cont. 0049/Pdt.G/2016/PA Tl 07/09/2016 04/10/2016 Cabut 

50 Cerai Gugat 0050/Pdt.G/2016/PA Tl 08/09/2016 27/09/2016 Cabut 

51 Cerai Gugat 0051/Pdt.G/2016/PA Tl 13/09/2016 17/11/2016 Verstek 

52 Cerai Gugat 0052/Pdt.G/2016/PA Tl 13/09/2016 17/11/2016 Verstek 

53 Cerai Gugat 0053/Pdt.G/2016/PA Tl 13/09/2016 28/11/2016 Kabul 

54 Cerai Talak 0054/Pdt.G/2016/PA Tl 11/10/2016     

55 Cerai Gugat 0055/Pdt.G/2016/PA Tl 17/10/2016 15/11/2016 Cabut 

56 Cerai Gugat 0056/Pdt.G/2016/PA Tl 18/10/2016  01/12/2016  Verstek 

57 Cerai Gugat 0057/Pdt.G/2016/PA Tl 24/10/2016 23/11/2016 Kabul 

58 Cerai Talak 0058/Pdt.G/2016/PA Tl 27/10/2016     

59 Cerai Gugat 0059/Pdt.G/2016/PA Tl 01/11/2016 07/12/2016  Verstek  

60 Cerai Talak 0060/Pdt.G/2016/PA Tl 01/11/2016     

61 Cerai Talak 0061/Pdt.G/2016/PA Tl 14/11/2016     

Perkara Permohonan 
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1 Itsbat Nikah 0001/Pdt.P/2016/PA Tl 08/01/2016 11/02/2016 Kabul 

2 

Pengangkatan 
Anak 

0002/Pdt.P/2016/PA Tl 11/01/2016 28/01/2016 Kabul 

3 Itsbat Nikah 0003/Pdt.P/2016/PA Tl 15/01/2016 10/02/2016 Kabul 

4 Itsbat Nikah 0004/Pdt.P/2016/PA Tl 01/02/2016 24/02/2016 Kabul 

5 Itsbat Nikah 0005/Pdt.P/2016/PA Tl 01/02/2016 25/02/2016 Kabul 

6 Itsbat Nikah 0006/Pdt.P/2016/PA Tl 02/02/2016 24/02/2016 Kabul 

7 Itsbat Nikah 0007/Pdt.P/2016/PA Tl 24/02/2016 22/03/2016 Kabul 

8 

Penetapan Ahli 
Waris 

0008/Pdt.P/2016/PA Tl 10/03/2016 30/03/2016 Kabul 

9 Itsbat Nikah 0009/Pdt.P/2016/PA Tl 05/04/2016 02/05/2016 Kabul 

10 Itsbat Nikah 0010/Pdt.P/2016/PA Tl 05/04/2016 02/05/2016 Kabul 

11 Itsbat Nikah 0011/Pdt.P/2016/PA Tl 05/04/2016 28/04/2016 Kabul 

12 Itsbat Nikah 0012/Pdt.P/2016/PA Tl 05/04/2016 28/04/2016 Kabul 

13 Itsbat Nikah 0013/Pdt.P/2016/PA Tl 05/04/2016 28/04/2016 Kabul 

14 Itsbat Nikah 0014/Pdt.P/2016/PA Tl 05/04/2016 28/04/2016 Kabul 

15 Itsbat Nikah 0015/Pdt.P/2016/PA Tl 05/04/2016 28/04/2016 Kabul 

16 Itsbat Nikah 0016/Pdt.P/2016/PA Tl 05/04/2016 28/04/2016 Kabul 

17 Itsbat Nikah 0017/Pdt.P/2016/PA Tl 05/04/2016 28/04/2016 Gugur 

18 Itsbat Nikah 0018/Pdt.P/2016/PA Tl 05/04/2016 28/04/2016 Kabul 

19 Itsbat Nikah 0019/Pdt.P/2016/PA Tl 05/04/2016 28/04/2016 Kabul 

20 Itsbat Nikah 0020/Pdt.P/2016/PA Tl 05/04/2016 28/04/2016 Kabul 

21 Itsbat Nikah 0021/Pdt.P/2016/PA Tl 05/04/2016 28/04/2016 Kabul 

22 Itsbat Nikah 0022/Pdt.P/2016/PA Tl 05/04/2016 28/04/2016 Kabul 

23 Itsbat Nikah 0023/Pdt.P/2016/PA Tl 05/04/2016 28/04/2016 Kabul 

24 Itsbat Nikah 0024/Pdt.P/2016/PA Tl 05/04/2016 28/04/2016 Kabul 

25 Itsbat Nikah 0025/Pdt.P/2016/PA Tl 05/04/2016 28/04/2016 Kabul 

26 Itsbat Nikah 0026/Pdt.P/2016/PA Tl 05/04/2016 29/04/2016 Kabul 

27 Itsbat Nikah 0027/Pdt.P/2016/PA Tl 05/04/2016 29/04/2016 Kabul 

28 Itsbat Nikah 0028/Pdt.P/2016/PA Tl 05/04/2016 29/04/2016 Kabul 

29 Itsbat Nikah 0029/Pdt.P/2016/PA Tl 05/04/2016 29/04/2016 Kabul 

30 Itsbat Nikah 0030/Pdt.P/2016/PA Tl 05/04/2016 29/04/2016 Kabul 

31 Itsbat Nikah 0031/Pdt.P/2016/PA Tl 05/04/2016 29/04/2016 Kabul 

32 Itsbat Nikah 0032/Pdt.P/2016/PA Tl 05/04/2016 29/04/2016 Kabul 

33 Itsbat Nikah 0033/Pdt.P/2016/PA Tl 05/04/2016 29/04/2016 Kabul 

34 Itsbat Nikah 0034/Pdt.P/2016/PA Tl 05/04/2016 29/04/2016 Kabul 

35 Itsbat Nikah 0035/Pdt.P/2016/PA Tl 05/04/2016 29/04/2016 Kabul 

36 Itsbat Nikah 0036/Pdt.P/2016/PA Tl 05/04/2016 29/04/2016 Kabul 

37 Itsbat Nikah 0037/Pdt.P/2016/PA Tl 05/04/2016 29/04/2016 Kabul 

38 Itsbat Nikah 0038/Pdt.P/2016/PA Tl 05/04/2016 29/04/2016 Kabul 

39 Itsbat Nikah 0039/Pdt.P/2016/PA Tl 05/04/2016 29/04/2016 Kabul 

40 Itsbat Nikah 0040/Pdt.P/2016/PA Tl 05/04/2016 29/04/2016 Kabul 

41 Itsbat Nikah 0041/Pdt.P/2016/PA Tl 05/04/2016 29/04/2016 Gugur 

42 Itsbat Nikah 0042/Pdt.P/2016/PA Tl 05/04/2016 28/04/2016 Kabul 
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43 Itsbat Nikah 0043/Pdt.P/2016/PA Tl 05/04/2016 28/04/2016 Kabul 

44 Itsbat Nikah 0044/Pdt.P/2016/PA Tl 05/04/2016 28/04/2016 Kabul 

45 Itsbat Nikah 0045/Pdt.P/2016/PA Tl 05/04/2016 28/04/2016 Kabul 

46 Itsbat Nikah 0046/Pdt.P/2016/PA Tl 05/04/2016 28/04/2016 Kabul 

47 Itsbat Nikah 0047/Pdt.P/2016/PA Tl 05/04/2016 28/04/2016 Kabul 

48 Itsbat Nikah 0048/Pdt.P/2016/PA Tl 05/04/2016 28/04/2016 Gugur 

49 Itsbat Nikah 0049/Pdt.P/2016/PA Tl 05/04/2016 29/04/2016 Kabul 

50 Itsbat Nikah 0050/Pdt.P/2016/PA Tl 05/04/2016 29/04/2016 Kabul 

51 Itsbat Nikah 0051/Pdt.P/2016/PA Tl 05/04/2016 29/04/2016 Kabul 

52 Itsbat Nikah 0052/Pdt.P/2016/PA Tl 05/04/2016 29/04/2016 Kabul 

53 Itsbat Nikah 0053/Pdt.P/2016/PA Tl 05/04/2016 29/04/2016 Kabul 

54 Itsbat Nikah 0054/Pdt.P/2016/PA Tl 05/04/2016 29/04/2016 Kabul 

55 Itsbat Nikah 0055/Pdt.P/2016/PA Tl 05/04/2016 29/04/2016 Kabul 

56 Itsbat Nikah 0056/Pdt.P/2016/PA Tl 09/05/2016 15/06/2016 Gugur 

57 Itsbat Nikah 0057/Pdt.P/2016/PA Tl 09/05/2016 08/06/2016 Kabul 

58 Itsbat Nikah 0058/Pdt.P/2016/PA Tl 09/05/2016 01/06/2016 Kabul 

59 Itsbat Nikah 0059/Pdt.P/2016/PA Tl 09/05/2016 01/06/2016 Kabul 

60 Itsbat Nikah 0060/Pdt.P/2016/PA Tl 09/05/2016 01/06/2016 Kabul 

61 Itsbat Nikah 0061/Pdt.P/2016/PA Tl 09/05/2016 01/06/2016 Kabul 

62 Itsbat Nikah 0062/Pdt.P/2016/PA Tl 09/05/2016 01/06/2016 Kabul 

63 Itsbat Nikah 0063/Pdt.P/2016/PA Tl 09/05/2016 01/06/2016 Kabul 

64 Itsbat Nikah 0064/Pdt.P/2016/PA Tl 09/05/2016 01/06/2016 Gugur 

65 Itsbat Nikah 0065/Pdt.P/2016/PA Tl 09/05/2016 01/06/2016 Gugur 

66 Itsbat Nikah 0066/Pdt.P/2016/PA Tl 09/05/2016 01/06/2016 Kabul 

67 Itsbat Nikah 0067/Pdt.P/2016/PA Tl 09/05/2016 01/06/2016 Kabul 

68 Itsbat Nikah 0068/Pdt.P/2016/PA Tl 09/05/2016 01/06/2016 Kabul 

69 Itsbat Nikah 0069/Pdt.P/2016/PA Tl 09/05/2016 01/06/2016 Kabul 

70 Itsbat Nikah 0070/Pdt.P/2016/PA Tl 09/05/2016 01/06/2016 Kabul 

71 Itsbat Nikah 0071/Pdt.P/2016/PA Tl 09/05/2016 01/06/2016 Kabul 

72 Itsbat Nikah 0072/Pdt.P/2016/PA Tl 09/05/2016 01/06/2016 Gugur 

73 Itsbat Nikah 0073/Pdt.P/2016/PA Tl 09/05/2016 01/06/2016 Kabul 

74 Itsbat Nikah 0074/Pdt.P/2016/PA Tl 09/05/2016 01/06/2016 Kabul 

75 Itsbat Nikah 0075/Pdt.P/2016/PA Tl 09/05/2016 01/06/2016 Gugur 

76 Itsbat Nikah 0076/Pdt.P/2016/PA Tl 09/05/2016 01/06/2016 Gugur 

77 Itsbat Nikah 0077/Pdt.P/2016/PA Tl 09/05/2016 01/06/2016 Kabul 

78 Itsbat Nikah 0078/Pdt.P/2016/PA Tl 09/05/2016 02/06/2016 Gugur 

79 Itsbat Nikah 0079/Pdt.P/2016/PA Tl 09/05/2016 02/06/2016 Kabul 

80 Itsbat Nikah 0080/Pdt.P/2016/PA Tl 09/05/2016 02/06/2016 Gugur 

81 Itsbat Nikah 0081/Pdt.P/2016/PA Tl 09/05/2016 02/06/2016 Kabul 

82 Itsbat Nikah 0082/Pdt.P/2016/PA Tl 09/05/2016 02/06/2016 Gugur 

83 Itsbat Nikah 0083/Pdt.P/2016/PA Tl 09/05/2016 02/06/2016 Kabul 

84 Itsbat Nikah 0084/Pdt.P/2016/PA Tl 09/05/2016 02/06/2016 Kabul 
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85 Itsbat Nikah 0085/Pdt.P/2016/PA Tl 09/05/2016 02/06/2016 Kabul 

86 Itsbat Nikah 0086/Pdt.P/2016/PA Tl 09/05/2016 02/06/2016 Kabul 

87 Itsbat Nikah 0087/Pdt.P/2016/PA Tl 09/05/2016 02/06/2016 Kabul 

88 Itsbat Nikah 0088/Pdt.P/2016/PA Tl 09/05/2016 02/06/2016 Kabul 

89 Itsbat Nikah 0089/Pdt.P/2016/PA Tl 09/05/2016 02/06/2016 Kabul 

90 Itsbat Nikah 0090/Pdt.P/2016/PA Tl 09/05/2016 02/06/2016 Kabul 

91 Itsbat Nikah 0091/Pdt.P/2016/PA Tl 09/05/2016 02/06/2016 Gugur 

92 Itsbat Nikah 0092/Pdt.P/2016/PA Tl 09/05/2016 02/06/2016 Gugur 

93 Itsbat Nikah 0093/Pdt.P/2016/PA Tl 09/05/2016 02/06/2016 Gugur 

94 Itsbat Nikah 0094/Pdt.P/2016/PA Tl 09/05/2016 02/06/2016 Kabul 

95 Itsbat Nikah 0095/Pdt.P/2016/PA Tl 09/05/2016 02/06/2016 Kabul 

96 Itsbat Nikah 0096/Pdt.P/2016/PA Tl 09/05/2016 02/06/2016 Kabul 

97 Itsbat Nikah 0097/Pdt.P/2016/PA Tl 09/05/2016 02/06/2016 Kabul 

98 Itsbat Nikah 0098/Pdt.P/2016/PA Tl 09/05/2016 02/06/2016 Kabul 

99 Wali Adhol 0099/Pdt.P/2016/PA Tl 24/05/2016 01/06/2016 Kabul 

100 Itsbat Nikah 0100/Pdt.P/2016/PA Tl 06/06/2016 14/07/2016 Kabul 

101 Itsbat Nikah 0101/Pdt.P/2016/PA Tl 22/06/2016 21/07/2016 Kabul 

102 Wali Adhol  0102/Pdt.P/2016/PA Tl 14/07/2016 09/08/2016 Cabut 

103 Itsbat Nikah 0103/Pdt.P/2016/PA Tl 15/07/2016 08/08/2016 Kabul 

104 Itsbat Nikah 0104/Pdt.P/2016/PA Tl 27/07/2016 14/09/2016 Kabul 

105 Itsbat Nikah 0105/Pdt.P/2016/PA Tl 27/07/2016 24/08/2016 Kabul 

106 Itsbat Nikah 0106/Pdt.P/2016/PA Tl 27/07/2016 25/08/2016 Kabul 

107 Itsbat Nikah 0107/Pdt.P/2016/PA Tl 27/07/2016 25/08/2016 Kabul 

108 Itsbat Nikah 0108/Pdt.P/2016/PA Tl 10/08/2016 07/09/2016 Kabul 

109 Itsbat Nikah 0109/Pdt.P/2016/PA Tl 10/08/2016 07/09/2016 Kabul 

110 Itsbat Nikah 0110/Pdt.P/2016/PA Tl 16/08/2016 19/09/2016 Kabul 

111 Itsbat Nikah 0111/Pdt.P/2016/PA Tl 18/08/2016 08/09/2016 Kabul 

112 Itsbat Nikah 0112/Pdt.P/2016/PA Tl 18/08/2016 08/09/2016 Kabul 

113 Itsbat Nikah 0113/Pdt.P/2016/PA Tl 18/08/2016 08/09/2016 Kabul 

114 Itsbat Nikah 0114/Pdt.P/2016/PA Tl 18/08/2016 08/09/2016 Kabul 

115 Itsbat Nikah 0115/Pdt.P/2016/PA Tl 18/08/2016 08/09/2016 Kabul 

116 Itsbat Nikah 0116/Pdt.P/2016/PA Tl 18/08/2016 08/09/2016 Tolak 

117 Itsbat Nikah 0117/Pdt.P/2016/PA Tl 18/08/2016 08/09/2016 Kabul 

118 Itsbat Nikah 0118/Pdt.P/2016/PA Tl 18/08/2016 08/09/2016 Kabul 

119 Itsbat Nikah 0119/Pdt.P/2016/PA Tl 18/08/2016 08/09/2016 Kabul 

120 Itsbat Nikah 0120/Pdt.P/2016/PA Tl 18/08/2016 08/09/2016 Kabul 

121 Itsbat Nikah 0121/Pdt.P/2016/PA Tl 18/08/2016 08/09/2016 Kabul 

122 Itsbat Nikah 0122/Pdt.P/2016/PA Tl 18/08/2016 08/09/2016 Kabul 

123 Itsbat Nikah 0123/Pdt.P/2016/PA Tl 18/08/2016 08/09/2016 Kabul 

124 Itsbat Nikah 0124/Pdt.P/2016/PA Tl 18/08/2016 08/09/2016 Kabul 

125 Itsbat Nikah 0125/Pdt.P/2016/PA Tl 18/08/2016 19/09/2016 Kabul 

126 Wali Adhol 0126/Pdt.P/2016/PA Tl 07/09/2016 03/10/2016 Kabul 
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127 Itsbat Nikah 0127/Pdt.P/2016/PA Tl 19/09/2016 19/10/2016 Kabul 

128 Itsbat Nikah 0128/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

129 Itsbat Nikah 0129/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

130 Itsbat Nikah 0130/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

131 Itsbat Nikah 0131/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

132 Itsbat Nikah 0132/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

133 Itsbat Nikah 0133/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

134 Itsbat Nikah 0134/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

135 Itsbat Nikah 0135/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

136 Itsbat Nikah 0136/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

137 Itsbat Nikah 0137/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

138 Itsbat Nikah 0138/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

139 Itsbat Nikah 0139/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

140 Itsbat Nikah 0140/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

141 Itsbat Nikah 0141/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

142 Itsbat Nikah 0142/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

143 Itsbat Nikah 0143/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

144 Itsbat Nikah 0144/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

145 Itsbat Nikah 0145/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

146 Itsbat Nikah 0146/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

147 Itsbat Nikah 0147/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

148 Itsbat Nikah 0148/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

149 Itsbat Nikah 0149/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

150 Itsbat Nikah 0150/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

151 Itsbat Nikah 0151/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

152 Itsbat Nikah 0152/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

153 Itsbat Nikah 0153/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

154 Itsbat Nikah 0154/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

155 Itsbat Nikah 0155/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

156 Itsbat Nikah 0156/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

157 Itsbat Nikah 0157/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

158 Itsbat Nikah 0158/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

159 Itsbat Nikah 0159/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

160 Itsbat Nikah 0160/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

161 Itsbat Nikah 0161/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

162 Itsbat Nikah 0162/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

163 Itsbat Nikah 0163/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

164 Itsbat Nikah 0164/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Gugur 

165 Itsbat Nikah 0165/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

166 Itsbat Nikah 0166/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

167 Itsbat Nikah 0167/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

168 Itsbat Nikah 0168/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 
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169 Itsbat Nikah 0169/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

170 Itsbat Nikah 0170/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

171 Itsbat Nikah 0171/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

172 Itsbat Nikah 0172/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

173 Itsbat Nikah 0173/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

174 Itsbat Nikah 0174/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

175 Itsbat Nikah 0175/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

176 Itsbat Nikah 0176/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

177 Itsbat Nikah 0177/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

178 Itsbat Nikah 0178/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

179 Itsbat Nikah 0179/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

180 Itsbat Nikah 0180/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

181 Itsbat Nikah 0181/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

182 Itsbat Nikah 0182/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

183 Itsbat Nikah 0183/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

184 Itsbat Nikah 0184/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

185 Itsbat Nikah 0185/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

186 Itsbat Nikah 0186/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

187 Itsbat Nikah 0187/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

188 Itsbat Nikah 0188/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

189 Itsbat Nikah 0189/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

190 Itsbat Nikah 0190/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

191 Itsbat Nikah 0191/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

192 Itsbat Nikah 0192/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

193 Itsbat Nikah 0193/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

194 Itsbat Nikah 0194/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

195 Itsbat Nikah 0195/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

196 Itsbat Nikah 0196/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

197 Itsbat Nikah 0187/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

198 Itsbat Nikah 0198/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

199 Itsbat Nikah 0199/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

200 Itsbat Nikah 0200/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

201 Itsbat Nikah 0201/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

202 Itsbat Nikah 0202/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

203 Itsbat Nikah 0203/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

204 Itsbat Nikah 0204/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

205 Itsbat Nikah 0205/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

206 Itsbat Nikah 0206/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

207 Itsbat Nikah 0207/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

208 Itsbat Nikah 0208/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

209 Itsbat Nikah 0209/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

210 Itsbat Nikah 0210/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 
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211 Itsbat Nikah 0211/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

212 Itsbat Nikah 0212/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

213 Itsbat Nikah 0213/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

214 Itsbat Nikah 0214/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

215 Itsbat Nikah 0215/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

216 Itsbat Nikah 0216/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

217 Itsbat Nikah 0217/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

218 Itsbat Nikah 0218/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

219 Itsbat Nikah 0219/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

220 Itsbat Nikah 0220/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

221 Itsbat Nikah 0221/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

222 Itsbat Nikah 0222/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

223 Itsbat Nikah 0223/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

224 Itsbat Nikah 0224/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

225 Itsbat Nikah 0225/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

226 Itsbat Nikah 0226/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

227 Itsbat Nikah 0227/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

228 Itsbat Nikah 0228/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

229 Itsbat Nikah 0229/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

230 Itsbat Nikah 0230/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

231 Itsbat Nikah 0231/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

232 Itsbat Nikah 0232/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

233 Itsbat Nikah 0233/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

234 Itsbat Nikah 0234/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

235 Itsbat Nikah 0235/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

236 Itsbat Nikah 0236/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

237 Itsbat Nikah 0237/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

238 Itsbat Nikah 0238/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

239 Itsbat Nikah 0239/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

240 Itsbat Nikah 0240/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

241 Itsbat Nikah 0240/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

242 Itsbat Nikah 0242/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

243 Itsbat Nikah 0243/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

244 Itsbat Nikah 0244/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

245 Itsbat Nikah 0245/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Cabut 

246 Itsbat Nikah 0246/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Cabut 

247 Itsbat Nikah 0247/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

248 Itsbat Nikah 0248/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Cabut 

249 Itsbat Nikah 0249/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

250 Itsbat Nikah 0250/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Cabut 

251 Itsbat Nikah 0251/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Cabut 

252 Itsbat Nikah 0252/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 



171 

 

253 Itsbat Nikah 0253/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

254 Itsbat Nikah 0254/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Cabut 

255 Itsbat Nikah 0255/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Cabut 

256 Itsbat Nikah 0256/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Gugur 

257 Itsbat Nikah 0257/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

258 Itsbat Nikah 0258/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

259 Itsbat Nikah 0259/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

260 Itsbat Nikah 0260/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

261 Itsbat Nikah 0261/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

262 Itsbat Nikah 0262/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

263 Itsbat Nikah 0263/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

264 Itsbat Nikah 0264/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

265 Itsbat Nikah 0265/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

266 Itsbat Nikah 0266/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

267 Itsbat Nikah 0267/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

268 Itsbat Nikah 0268/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

269 Itsbat Nikah 0269/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Gugur 

270 Itsbat Nikah 0270/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

271 Itsbat Nikah 0271/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

272 Itsbat Nikah 0272/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

273 Itsbat Nikah 0273/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

274 Itsbat Nikah 0274/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

275 Itsbat Nikah 0275/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

276 Itsbat Nikah 0276/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

277 Itsbat Nikah 0277/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

278 Itsbat Nikah 0278/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

279 Itsbat Nikah 0279/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

280 Itsbat Nikah 0280/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

281 Itsbat Nikah 0281/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

282 Itsbat Nikah 0282/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

283 Itsbat Nikah 0283/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

284 Itsbat Nikah 0284/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

285 Itsbat Nikah 0285/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

286 Itsbat Nikah 0286/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

287 Itsbat Nikah 0287/Pdt.P/2016/PA Tl 20/09/2016 12/10/2016 Kabul 

288 Itsbat Nikah 0288/Pdt.P/2016/PA Tl 03/10/2016 26/10/2016 Kabul 

289 Itsbat Nikah 0289/Pdt.P/2016/PA Tl 07/10/2016 09/11/2016 Kabul 

290 Itsbat Nikah 0290/Pdt.P/2016/PA Tl 07/10/2016 09/11/2016 Kabul 

291 Itsbat Nikah 0291/Pdt.P/2016/PA Tl 07/10/2016 09/11/2016 Kabul 

292 Itsbat Nikah 0292/Pdt.P/2016/PA Tl 07/10/2016 09/11/2016 Kabul 

293 Itsbat Nikah 0293/Pdt.P/2016/PA Tl 07/10/2016 09/11/2016 Kabul 

294 Itsbat Nikah 0294/Pdt.P/2016/PA Tl 07/10/2016 10/11/2016 Kabul 
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295 Itsbat Nikah 0295/Pdt.P/2016/PA Tl 07/10/2016 10/11/2016 Gugur 

296 Itsbat Nikah 0296/Pdt.P/2016/PA Tl 07/10/2016 10/11/2016 Kabul 

297 Itsbat Nikah 0297/Pdt.P/2016/PA Tl 07/10/2016 10/11/2016 Kabul 

298 Itsbat Nikah 0298/Pdt.P/2016/PA Tl 07/10/2016 10/11/2016 Kabul 

299 Itsbat Nikah 0299/Pdt.P/2016/PA Tl 01/11/2016 22/11/2016 Kabul 

300 Itsbat Nikah 0300/Pdt.P/2016/PA Tl 01/11/2016 22/11/2016 Kabul 

301 Itsbat Nikah 0301/Pdt.P/2016/PA Tl 01/11/2016 22/11/2016 Kabul 

302 Itsbat Nikah 0302/Pdt.P/2016/PA Tl 01/11/2016 22/11/2016 Kabul 

303 Itsbat Nikah 0303/Pdt.P/2016/PA Tl 01/11/2016 22/11/2016 Kabul 

304 Itsbat Nikah 0304/Pdt.P/2016/PA Tl 01/11/2016 22/11/2016 Kabul 

305 Itsbat Nikah 0305/Pdt.P/2016/PA Tl 01/11/2016 22/11/2016 Kabul 

306 Itsbat Nikah 0306/Pdt.P/2016/PA Tl 01/11/2016 22/11/2016 Kabul 

307 Itsbat Nikah 0307/Pdt.P/2016/PA Tl 01/11/2016 22/11/2016 Kabul 

308 Itsbat Nikah 0308/Pdt.P/2016/PA Tl 01/11/2016 22/11/2016 Kabul 

309 Itsbat Nikah 0309/Pdt.P/2016/PA Tl 01/11/2016 22/11/2016 Gugur 

310 Itsbat Nikah 0310/Pdt.P/2016/PA Tl 01/11/2016 22/11/2016 Kabul 

311 Itsbat Nikah 0311/Pdt.P/2016/PA Tl 01/11/2016 22/11/2016 Kabul 

312 Itsbat Nikah 0312/Pdt.P/2016/PA Tl 01/11/2016 22/11/2016 Kabul 

313 Itsbat Nikah 0313/Pdt.P/2016/PA Tl 01/11/2016 22/11/2016 Kabul 

314 Itsbat Nikah 0314/Pdt.P/2016/PA Tl 01/11/2016 22/11/2016 Kabul 

315 Itsbat Nikah 0315/Pdt.P/2016/PA Tl 01/11/2016 22/11/2016 Kabul 

316 Itsbat Nikah 0316/Pdt.P/2016/PA Tl 01/11/2016 22/11/2016 Kabul 

317 Itsbat Nikah 0317/Pdt.P/2016/PA Tl 01/11/2016 22/11/2016 Kabul 

318 Itsbat Nikah 0318/Pdt.P/2016/PA Tl 01/11/2016 22/11/2016 Kabul 

319 Itsbat Nikah 0319/Pdt.P/2016/PA Tl 01/11/2016 22/11/2016 Kabul 

320 Itsbat Nikah 0320/Pdt.P/2016/PA Tl 01/11/2016 22/11/2016 Kabul 

321 Itsbat Nikah 0321/Pdt.P/2016/PA Tl 01/11/2016 22/11/2016 Kabul 

322 Itsbat Nikah 0322/Pdt.P/2016/PA Tl 01/11/2016 22/11/2016 Kabul 

323 Itsbat Nikah 0323/Pdt.P/2016/PA Tl 01/11/2016 22/11/2016 Kabul 

324 Itsbat Nikah 0324/Pdt.P/2016/PA Tl 01/11/2016 22/11/2016 Kabul 

325 Itsbat Nikah 0325/Pdt.P/2016/PA Tl 01/11/2016 22/11/2016 Kabul 

326 Itsbat Nikah 0326/Pdt.P/2016/PA Tl 01/11/2016 22/11/2016 Kabul 

327 Itsbat Nikah 0327/Pdt.P/2016/PA Tl 01/11/2016 22/11/2016 Kabul 

328 Itsbat Nikah 0328/Pdt.P/2016/PA Tl 01/11/2016 22/11/2016 Kabul 

329 Itsbat Nikah 0329/Pdt.P/2016/PA Tl 01/11/2016 22/11/2016 Kabul 

330 Itsbat Nikah 0330/Pdt.P/2016/PA Tl 01/11/2016 22/11/2016 Kabul 

331 Itsbat Nikah 0331/Pdt.P/2016/PA Tl 01/11/2016 22/11/2016 Kabul 

332 Itsbat Nikah 0332/Pdt.P/2016/PA Tl 01/11/2016 22/11/2016 Kabul 

333 Itsbat Nikah 0333/Pdt.P/2016/PA Tl 01/11/2016 22/11/2016 Kabul 

334 Itsbat Nikah 0334/Pdt.P/2016/PA Tl 01/11/2016 22/11/2016 Kabul 

335 Itsbat Nikah 0335/Pdt.P/2016/PA Tl 01/11/2016 22/11/2016 Kabul 

336 Itsbat Nikah 0336/Pdt.P/2016/PA Tl 01/11/2016 22/11/2016 Kabul 
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337 Itsbat Nikah 0337/Pdt.P/2016/PA Tl 01/11/2016 22/11/2016 Kabul 

338 Itsbat Nikah 0338/Pdt.P/2016/PA Tl 01/11/2016 22/11/2016 Kabul 

339 Itsbat Nikah 0339/Pdt.P/2016/PA Tl 01/11/2016 22/11/2016 Kabul 

340 Itsbat Nikah 0340/Pdt.P/2016/PA Tl 01/11/2016 22/11/2016 Kabul 

341 Itsbat Nikah 0341/Pdt.P/2016/PA Tl 01/11/2016 22/11/2016 Kabul 

342 Itsbat Nikah 0342/Pdt.P/2016/PA Tl 01/11/2016 22/11/2016 Kabul 

343 Itsbat Nikah 0343/Pdt.P/2016/PA Tl 01/11/2016 22/11/2016 Kabul 

344 Itsbat Nikah 0344/Pdt.P/2016/PA Tl 01/11/2016 22/11/2016 Kabul 

345 Itsbat Nikah 0345/Pdt.P/2016/PA Tl 01/11/2016 22/11/2016 Kabul 

346 Itsbat Nikah 0346/Pdt.P/2016/PA Tl 01/11/2016 22/11/2016 Kabul 

347 Itsbat Nikah 0347/Pdt.P/2016/PA Tl 01/11/2016 22/11/2016 Kabul 

348 Itsbat Nikah 0348/Pdt.P/2016/PA Tl 01/11/2016 22/11/2016 Kabul 

349 Itsbat Nikah 0349/Pdt.P/2016/PA Tl 01/11/2016 22/11/2016 Kabul 

350 Itsbat Nikah 0350/Pdt.P/2016/PA Tl 01/11/2016 22/11/2016 Kabul 

351 Itsbat Nikah 0351/Pdt.P/2016/PA Tl 01/11/2016 22/11/2016 Kabul 

352 Itsbat Nikah 0352/Pdt.P/2016/PA Tl 01/11/2016 22/11/2016 Kabul 

353 Itsbat Nikah 0353/Pdt.P/2016/PA Tl 01/11/2016 22/11/2016 Kabul 

354 Itsbat Nikah 0354/Pdt.P/2016/PA Tl 01/11/2016 22/11/2016 Kabul 

355 Itsbat Nikah 0355/Pdt.P/2016/PA Tl 01/11/2016 22/11/2016 Kabul 

356 Itsbat Nikah 0356/Pdt.P/2016/PA Tl 01/11/2016 22/11/2016 Kabul 

357 Itsbat Nikah 0357/Pdt.P/2016/PA Tl 01/11/2016 22/11/2016 Gugur 

358 Itsbat Nikah 0358/Pdt.P/2016/PA Tl 08/11/2016 07/12/2016   Kabul 

359 Wali Adhol 0359/Pdt.P/2016/PA Tl 29/11/2016     

 

 

2. Laporan Perkara Tentang Penyebab Terjadinya Perceraian Tahun 2016 

Faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian pada Pengadilan Agama 

dapat diklasifikasikan sebagai berikut :  

a) Poligami tidak sehat :  - perkara 

b) Krisis akhlak  :  - perkara 

c) Cemburu  :  - perkara 

d) Cacat biologis :  - perkara 

e) Kekejaman Jasmani :   2   perkara 

f) Tidak ada tanggung jawab :  11 perkara 

g) Gangguan pihak ketiga  :  2 perkara 

h) Tidak ada keharmonisan  :  13 perkara  

i) Kawin paksa :  - perkara   

 

 

Dari uraian tersebut di atas,  untuk lebih jelasnya terurai dalam tabel  berikut :  



174 

 

  

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian 

Pada Pengadilan Agama Tual  

Tahun 2016 
 

No Bulan 

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1. JANUARI - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2. PEBRUARI - - - - - - - - - - - - - 4 - - - 

3. MARET - - - - - 3 - - - - - - 1 1 - - - 

4. APRIL - - - - - 6 - - - - - - 1 2 - - - 

5. MEI - - - - - - - - - - - - - 1 - - - 

6. JUNI - - - - - 1 - - - - - - - - - - - 

7. JULI - - - - - 1 - - - - - - - 1 - - - 

8. AGUSTUS - - - - - - - - - - - - - - - - - 

9. SEPTEMBER - - - - - 2 - - - - - - - 2 - - - 

 10. OKTOBER - - - - - - - - - - - - - - - - - 

11. NOPEMBER - - - - - - - - - - - - - - - - - 

12. DESEMBER - - - - - 3 - 2 - - - - - 2 - - - 

 JUMLAH - - - - - 16 - 2 - - - - 2 13 - 33 - 

 

 Akta cerai yang diterbitkan selama tahun 2016 sebanyak : 

a.  33 akta cerai yang diterbitkan dan 24 akta cerai sudah diambil Pemohon; 

b. 8 akta cerai belum diambil Pemohon yakni perkara 0057/Pdt.G/2016/PA.Tl 

0046/Pdt.G/2016/PA.Tl, 0044/Pdt.G/2016/PA.Tl, 0043/Pdt.G/2016/PA.Tl, 

0021/Pdt.G/2016/PA.Tl, 0010/Pdt.G/2016/PA.Tl, 31/Pdt.G/2014/PA.Tl dan 

14/Pdt.G/2015/Pa/Tl ; 

c. 7 akta cerai telah diambil Termohon; 

d. Akta cerai yang belum diambil Termohon/Tergugat dengan rincian sebagai 

berikut : 

- 1 perkara tahun 2013 yaitu perkara nomor: 33/Pdt.G/2013./PA.TL  

- 19  perkara tahun 2014 yang belum diambil yaitu perkara nomor:  

1. 4 /Pdt.G/2014/PA.TL; 

2. 6 /Pdt.G/2014/PA.TL; 

3. 7 /Pdt.G/2014/PA.TL; 

4. 9 /Pdt.G/2014/PA.TL; 
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5. 13 /Pdt.G/2014/PA.TL; 

6. 14 /Pdt.G/2014/PA.TL; 

7. 15 /Pdt.G/2014/PA.TL; 

8. 16 /Pdt.G/2014/PA.TL; 

9. 21 /Pdt.G/2014/PA.TL; 

10. 24 /Pdt.G/2014/PA.TL; 

11. 27 /Pdt.G/2014/PA.TL; 

12. 28 /Pdt.G/2014/PA.TL; 

13. 31 /Pdt.G/2014/PA.TL; 

14. 36 /Pdt.G/2014/PA.TL; 

15. 38 /Pdt.G/2014/PA.TL; 

16. 41 /Pdt.G/2014/PA.TL; 

17. 42 /Pdt.G/2014/PA.TL; 

18. 62 /Pdt.G/2014/PA.TL; 

19. 65 /Pdt.G/2014/PA.TL; 

 

- 23 perkara tahun 2015 yaitu perkara nomor:  

1. 1 /Pdt.G/2015/PA.TL; 

2. 2/Pdt.G/2015/PA.TL; 

3. 7 /Pdt.G/2015/PA.TL; 

4. 13/Pdt.G/2015/PA.TL; 

5. 14/Pdt.G/2015/PA.TL; 

6. 21/Pdt.G/2015/PA.TL; 

7. 24/Pdt.G/2015/PA.TL; 

8. 25/Pdt.G/2015/PA.TL; 

9. 26/Pdt.G/2015/PA.TL; 

10. 31/Pdt.G/2015/PA.TL; 

11. 32/Pdt.G/2015/PA.TL; 

12. 33/Pdt.G/2015/PA.TL; 

13. 34/Pdt.G/2015/PA.TL; 

14. 36/Pdt.G/2015/PA.TL; 

15. 42/Pdt.G/2015/PA.TL; 

16. 43/Pdt.G/2015/PA.TL; 

17. 44/Pdt.G/2015/PA.TL; 
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18. 45/Pdt.G/2015/PA.TL; 

19. 46/Pdt.G/2015/PA.TL; 

20. 47/Pdt.G/2015/PA.TL; 

21. 49/Pdt.G/2015/PA.TL; 

22. 51/Pdt.G/2015/PA.TL; 

23. 52/Pdt.G/2015/PA.TL; 

 

- 21  perkara tahun 2016 yaitu perkara nomor:  

1. 1 /Pdt.G/2016/PA.TL; 

2. 4/Pdt.G/2016/PA.TL; 

3. 9 /Pdt.G/2016/PA.TL; 

4. 12/Pdt.G/2016/PA.TL; 

5. 13/Pdt.G/2016/PA.TL; 

6. 15/Pdt.G/2016/PA.TL; 

7. 19/Pdt.G/2016/PA.TL; 

8. 21/Pdt.G/2016/PA.TL; 

9. 23/Pdt.G/2016/PA.TL; 

10. 29/Pdt.G/2016/PA.TL; 

11. 30/Pdt.G/2016/PA.TL; 

12. 33/Pdt.G/2016/PA.TL; 

13. 43/Pdt.G/2016/PA.TL; 

14. 44/Pdt.G/2016/PA.TL; 

15. 46/Pdt.G/2016/PA.TL; 

16. 47/Pdt.G/2016/PA.TL; 

17. 51/Pdt.G/2016/PA.TL; 

18. 52/Pdt.G/2016/PA.TL; 

19. 53/Pdt.G/2016/PA.TL; 

20. 56/Pdt.G/2016/PA.TL; 

21. 59/Pdt.G/2016/PA.TL; 

 

 

 Perkara Tabayyun  

Permohonan bantuan panggilan/pemberitahuan kepada pihak lain di luar wilayah 

hukum Pengadilan Agama Tual dengan rincian sebagai berikut:  

- Perkara tabayun Masuk sebagai berikut ; 
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1. 0012/Pdt.G/2016/PA Tl dari PA Tual ke PA Ternate 

2. 0026/Pdt.G/2016/PA Tl dari PA Tual ke PA Cimahi 

3. 0102/Pdt.P/2016/PA Tl dari PA Tual ke PA Ambon 

- Perkara tabayun keluar sebagai berikut : 

1. 0127/Pdt.G/2016/PA. Ab dari PA Ambon Ke PA Tual 

2. 0163/Pdt.G/2016/PA. Ab dari PA Ambon Ke PA Tual 

3. 0220/Pdt.G/2016/PA. Ab dari PA Ambon Ke PA Tual 

4. 0155/Pdt.G/2016/PA. Pw dari PA Pasarwajo Ke PA Tual 

5. 0183/Pdt.G/2016/PA. Pw dari PA Pasarwajo Ke PA Tual 

6. 0083/Pdt.G/2016/PA. Mmk dari PA Mimika Ke PA Tual 

7. 0199/Pdt.G/2016/PA. Nbr dari PA Nabire Ke PA Tual 

8. 1916/ Pdt.G/2016/PA. Tsm dari PA Tasikmalaya Ke PA Tual 

9. 138/Pdt.G/2016/PA Tgk,  dari PA Trenggalek ke PA Tual 

10. 14/Pdt.G/2016/PA Ff, dari PA Fak-Fak ke PA Tual 

11. 0073/Pdt.G/2016/PA. Ff dari PA Fak-Fak Ke PA Tual 

12. 0912/Pdt.G/2016/PA. Wtp dari PA Watampone Ke PA Tual 

13. 149/Pdt.G/2016/PA Jpr, dari PA Jayapura ke PA Tual 

14. 632/Pdt.G/2016/PA Plh, dari PA Pelaihari ke PA Tual 

15. 1677/Pdt.G/2016/PA Srg, dari PA Serang ke PA Tual 

 Perkara Prodeo 

Anggran prodeo sebesar Rp. 8.750.000,- dan telah Terdapat 54 Perkara prodeo sampai 

dengan bulan Desember  2016, dari keseluruhan 54 perkara tersebut telah berhasil 

diselesaikan, yang rinciannya sebagai berikut ; 

NO NOMOR PERKARA TANGGAL REGISTER 
KLASIFIKASI 

PERKARA 
STATUS PERKARA 

1 308/Pdt.P/2016/PA Tl 01 Nov. 2016 Itsbat Nikah Minutasi 

2 307/Pdt.P/2016/PA Tl 01 Nov. 2016 Itsbat Nikah Minutasi 

3 306/Pdt.P/2016/PA Tl 01 Nov. 2016 Itsbat Nikah Minutasi 

4 305/Pdt.P/2016/PA Tl 01 Nov. 2016 Itsbat Nikah Minutasi 

5 304/Pdt.P/2016/PA Tl 01 Nov. 2016 Itsbat Nikah Minutasi 

6 303/Pdt.P/2016/PA Tl 01 Nov. 2016 Itsbat Nikah Minutasi 

7 302/Pdt.P/2016/PA Tl 01 Nov. 2016 Itsbat Nikah Minutasi 

8 301/Pdt.P/2016/PA Tl 01 Nov. 2016 Itsbat Nikah Minutasi 

9 300/Pdt.P/2016/PA Tl 01 Nov. 2016 Itsbat Nikah Minutasi 

10 299/Pdt.P/2016/PA Tl 01 Nov. 2016 Itsbat Nikah Minutasi 
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11 282/Pdt.P/2016/PA Tl 20 Sep. 2016 Itsbat Nikah Minutasi 

12 281/Pdt.P/2016/PA Tl 20 Sep. 2016 Itsbat Nikah Minutasi 

13 280/Pdt.P/2016/PA Tl 20 Sep. 2016 Itsbat Nikah Minutasi 

14 279/Pdt.P/2016/PA Tl 20 Sep. 2016 Itsbat Nikah Minutasi 

15 186/Pdt.P/2016/PA Tl 20 Sep. 2016 Itsbat Nikah Minutasi 

16 167/Pdt.P/2016/PA Tl 20 Sep. 2016 Itsbat Nikah Minutasi 

17 138/Pdt.P/2016/PA Tl 20 Sep. 2016 Itsbat Nikah Minutasi 

18 137/Pdt.P/2016/PA Tl 20 Sep. 2016 Itsbat Nikah Minutasi 

19 136/Pdt.P/2016/PA Tl 20 Sep. 2016 Itsbat Nikah Minutasi 

20 120/Pdt.P/2016/PA Tl 18 Agu. 2016 Itsbat Nikah Minutasi 

21 119/Pdt.P/2016/PA Tl 18 Agu. 2016 Itsbat Nikah Minutasi 

22 118/Pdt.P/2016/PA Tl 18 Agu. 2016 Itsbat Nikah Minutasi 

23 117/Pdt.P/2016/PA Tl 18 Agu. 2016 Itsbat Nikah Minutasi 

24 116/Pdt.P/2016/PA Tl 18 Agu. 2016 Itsbat Nikah Minutasi 

25 115/Pdt.P/2016/PA Tl 18 Agu. 2016 Itsbat Nikah Minutasi 

26 114/Pdt.P/2016/PA Tl 18 Agu. 2016 Itsbat Nikah Minutasi 

27 113/Pdt.P/2016/PA Tl 18 Agu. 2016 Itsbat Nikah Minutasi 

28 112/Pdt.P/2016/PA Tl 18 Agu. 2016 Itsbat Nikah Minutasi 

29 111/Pdt.P/2016/PA Tl 18 Agu. 2016 Itsbat Nikah Minutasi 

30 109/Pdt.P/2016/PA Tl 10 Agu. 2016 Itsbat Nikah Minutasi 

31 108/Pdt.P/2016/PA Tl 10 Agu. 2016 Itsbat Nikah Minutasi 

32 107/Pdt.P/2016/PA Tl 27 Jul. 2016 Itsbat Nikah Minutasi 

33 106/Pdt.P/2016/PA Tl 27 Jul. 2016 Itsbat Nikah Minutasi 

34 100/Pdt.P/2016/PA Tl 06 Jun. 2016 Itsbat Nikah Minutasi 

35 67/Pdt.P/2016/PA.Tl 09 Mei. 2016 Itsbat Nikah Minutasi 

36 66/Pdt.P/2016/PA.Tl 09 Mei. 2016 Itsbat Nikah Minutasi 

37 65/Pdt.P/2016/PA.Tl 09 Mei. 2016 Itsbat Nikah Minutasi 

38 64/Pdt.P/2016/PA.Tl 09 Mei. 2016 Itsbat Nikah Minutasi 

39 63/Pdt.P/2016/PA.Tl 09 Mei. 2016 Itsbat Nikah Minutasi 

40 62/Pdt.P/2016/PA.Tl 09 Mei. 2016 Itsbat Nikah Minutasi 

41 61/Pdt.P/2016/PA.Tl 09 Mei. 2016 Itsbat Nikah Minutasi 

42 60/Pdt.P/2016/PA.Tl 09 Mei. 2016 Itsbat Nikah Minutasi 

43 59/Pdt.P/2016/PA.Tl 09 Mei. 2016 Itsbat Nikah Minutasi 

44 58/Pdt.P/2016/PA.Tl 09 Mei. 2016 Itsbat Nikah Minutasi 

45 20/Pdt.P/2016/PA.Tl 05 Apr. 2016 Itsbat Nikah Minutasi 

46 19/Pdt.P/2016/PA.Tl 05 Apr. 2016 Itsbat Nikah Minutasi 

47 18/Pdt.P/2016/PA.Tl 05 Apr. 2016 Itsbat Nikah Minutasi 

48 17/Pdt.P/2016/PA.Tl 05 Apr. 2016 Itsbat Nikah Minutasi 

49 16/Pdt.P/2016/PA.Tl 05 Apr. 2016 Itsbat Nikah Minutasi 

50 15/Pdt.P/2016/PA.Tl 05 Apr. 2016 Itsbat Nikah Minutasi 
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51 14/Pdt.P/2016/PA.Tl 05 Apr. 2016 Itsbat Nikah Minutasi 

52 13/Pdt.P/2016/PA.Tl 05 Apr. 2016 Itsbat Nikah Minutasi 

53 12/Pdt.P/2016/PA.Tl 05 Apr. 2016 Itsbat Nikah Minutasi 

54 11/Pdt.P/2016/PA.Tl 05 Apr. 2016 Itsbat Nikah Minutasi 

 

 

 

 

 Perkara Sidang Keliling 

Total anggaran sidang keliling sebesar Rp.150.600.000,- dan telah dilakukan Sidang 

Keliling dengan rincian sebagai berikut 

NO 

TEMPAT 

SIDANG 

KELILING 

JUMLAH 

PERKARA 

DITERIMA 

JUMLAH 

PERKARA 

DIPUTUS 

ANGGARAN 

 

1 

Sidang Keliling 

Tahap I di Kec. 

Tayando Tam Kota 

Tual pada tanggal 

27 s/d 29 April 

2016 

45 perkara Isbat 

Nikah 
45 

 

Rp. 31.600.000

 ,- 

 

2 

Sidang keliling 

tahap II di 

Kecamatan Kei 

Besar Utara Timur, 

Kabupaten Maluku 

Tenggara, tanggal 1 

s/d 3 Juni 2016 

41 perkara Isbat 

Nikah 
41 

Rp. 31.600.000

 ,- 

3 

Sidang Keliling 

Tahap III di Kec. 

PP. Aru, 

Kabupaten Kep. 

Aru pada tanggal 6 

s/d 9 September 

2016 

26 perkara Isbat 

Nikah 
26 Rp. 33.620.000,- 
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4 

SidangKeliling 

Tahap IV di Kec. 

Kei Kecil Timur, 

Kab. Maluku 

Tenggara pada 

tanggal 12 s/d 14 

Oktober 2016 

160 perkara Isbat 

Nikah 
160 Rp. 20.025.000,- 

5 

Sidang Keliling 

Tahap V di 

Kecamatan Pulau-

Pulau Kur pada 

tanggal 21 s/d 25 

November 2016 

59 perkara Isbat 

Nikah 
59 

Total Anggaran 

Rp. 33.755.000,- 

 

 

 

3. Tingkat Penyelesaian Perkara   

Jangka waktu penyelesaian perkara yang diterima/diputus pada tahun 2016 

oleh Pengadilan Agama Tual sebanyak 414 perkara ditambah sisa 2015 sebanyak 8 

(delapan) perkara sehingga menjadi 422 perkara. Untuk jelasnya dapat dilihat tabel 

sebagai berikut :   

No Uraian Dalam waktu 
Banyaknya 

Perkara 
Keterangan 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

Diselesaikan perkara 

tersebut. 

 

Diselesaikan perkara 

tersebut. 

 

Diselesaikan perkara 

tersebut. 

 

1 bln. sd 2 bln. 

 

 

3 bln. sd 5 bln. 

 

 

Lebih dari 6 bulan 

 

417 perkara 

 

 

5 perkara 

 

 

- 

 

- 

 

 

Berhubung status Termohon / 

Tergugat ghaib. 

 

- 

 

      

  

a.  Minutasi 

Seluruh perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Tual sudah 

diminutasi sebanyak  422 perkara dan sudah dikirim amar putusan perkara 

kepada KUA di tempat menikah para pihak dan KUA domisili para pihak serta 

telah diterbitkan 29 buah Akta Cerai.   
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b. Banding 

Dalam tahun 2016 ini perkara yang diputus Pengadilan Agama Tual, tidak 

terdapat perkara yang dimohonkan banding.  

c. Kasasi 

Dalam tahun 2016 perkara yang diputus Pengadilan Agama Tual , tidak ada 

satupun perkara yang dikasasi. 

d. Sisa perkara yang belum diputus tahun 2016 

Perkara yang diterima pada Pengadilan Agama Tual tahun 2016 sebanyak 420 

perkara, ditambah sisa 2015 sebanyak 8 perkara sehingga menjadi 428 

perkara. Yang diputus sebanyak 422 perkara, sehingga sisa yang belum 

diputus sebanyak 6 perkara.  

e. Perkara prodeo dan sidang keliling  

Pada tahun 2016, perkara prodeo diterima sebanyak 54 perkara yang 

keseluruhan terdiri dari perkara isbat nikah yang dibiayai oleh DIPA 

Pengadilan Agama Tual tahun anggaran 2016. Sedangkan sidang keliling 

telah dilaksanakan sebanyak 5 kali kegiatan yaitu :  

1. Sidang Keliling Tahap I di Kec. Tayando Tam Kota Tual pada tanggal 27 

s/d 29 April 2016 

2. Sidang keliling tahap II di Kecamatan Kei Besar Utara Timur, Kabupaten 

Maluku Tenggara, tanggal 1 s/d 3 Juni 2016 

3. Sidang Keliling Tahap III di Kec. PP. Aru, Kabupaten Kep. Aru pada 

tanggal 6 s/d 9 September 2016 

4. SidangKeliling Tahap IV di Kec. Kei Kecil Timur, Kab. Maluku Tenggara 

pada tanggal 12 s/d 14 Oktober 2016 

5. Sidang Keliling Tahap V di Kecamatan Pulau-Pulau Kur pada tanggal 21 

s/d 25 November 2016 
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4. Laporan Keadaan Keuangan Perkara 

Panjar Biaya Perkara Pengadilan Agama Tual Tahun 2016 tercatat Rp.101.206.000,-

(Seratus Satu Juta Dua Ratus Enam Ribu Rupiah), dengan rincian terurai pada tabel di 

bawah ini :  

Rekapitulasi Laporan Keuangan Perkara 

Tanggal 1 Januari s.d. Tanggal 7 Desember 2016 

NO URAIAN 
JUMLAH 

PENERIMAAN PENGELUARAN 

1 Sisa Tahun 2013  Rp.           2.317.000,-       

2 Penerimaan Tahun 2014  Rp.         101.206.000,-     

3 Biaya Panggilan 

 

Rp.         54.720.000,-  

4 Biaya Penterjemah 

 

Rp.         -   

5 Biaya Sita 

 

Rp.         - 

6 Biaya pemeriksaan setempat 

 

Rp.         - 

7 Biaya Sumpah 

 

Rp.         - 

8 Biaya Pemberitahuan 

 

Rp.           3.870.000,-   

9 Biaya Pemberkasan 

 

- 

9 Biaya Pengiriman Perkara 

 

- 

10 Biaya Meterai 

 

Rp.              2.508.000   

11 Biaya Pendaftaran 

 

Rp.             10.710.000   

12 Biaya Redaksi 

 

Rp.               1. 810.000 

13 ATK / dll 

 

Rp.             20.650.000   

14 

Pengembalian Sisa Panjar Pihak 

Berperkara 

 

Rp.         7.319.000   

 15 Jumlah Pengeluaran 

 

Rp.         101.587.000 

16 Saldo 

 

Rp.           1.936.000 

 

JUMLAH Rp.      61.601.000 Rp.      103.523.000 
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C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana 

1. Sarana Dan Prasarana Gedung 

a. Pengadaan 

Tahun Anggaran 2016 tidak ada kegiatan pengadaan sarana dan prasarana gedung 

Pengadilan Agama Tual. 

b. Pemeliharaan. 

Tahun Anggaran 2016 dari DIPA Nomor: SP DIPA–005.01.2.307761./2016, 

tanggal 07 Desember 2015, dan Dipa Revisi 2 tanggal 4 November 2016  biaya 

Pemeliharaan Gedung dan Bangunan berjumlah Rp.85.000.000,- dengan perincian 

Rp.30.000.000,-(Tiga Puluh Juta Rupiah) dihabiskan untuk perawatan gedung 

kantor, sedangkan perawatan rumah Negara sebesar Rp.30.000.000,-(Tiga Puluh 

Juta Rupiah) dan terdapat sisa anggaran pemeliharaan sebesar Rp. 25.000.000,- 

(Dua Puluh Lima Juta Rupiah) yang merupakan penambahan anggaran dari revisi 

2, yang akan di jelaskan lebih detail pada bagian keuangan. 

c. Penghapusan 

Dalam Tahun Anggaran 2016 tidak ada kegiatan penghapusan. 

2. Sarana Dan Prasarana Inventaris Kantor 

a. Pengadaan 

Pada Tahun Anggaran 2016 Pengadilan Agama Tual melakukan kegiatan 

pengadaan Sarana Dan Prasarana Fasilitas Gedung berjumlah Rp.229.000.000,- 

(Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :  

1. Pendukung sarana dan prasarana percepatan penyelesaian perkara sebesar 

Rp. 114.000.000,- (Seratus Empat Belas Juta Rupiah) yang meliputi : 

- Pengadaan PC sebanyak 3 Unit 

- Pengadaan Laptop 2 Unit  

- Pengadaan Printer 3 Unit 

- Pengadaan Router 1 Unit 

- Pengadaan Scanner 1 unit 

2. Pendukung sarana dan prasarana kesekretariatan sebesar Rp. 10.000.000,- 

(Sepuluh Juta Rupiah) : 
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- Pengadaan Fingerscan 1 unit 

3. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran  sebesar Rp. 105.000.000,- (Seratus 

Lima Juta Rupiah) : 

- Pengadaan AC Split 5 unit 

- Pengadaan Maubelair 3 Unit 

b. Pemeliharaan 

Sedangkan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana Inventaris Kantor sebesar 

Rp.12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah), yang meliputi pemeliharaan PC 

sebesar Rp. 6.300.000,- (Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), dan pemeliharaan 

Laptop/Natebook sebesar Rp. 5.700.000,- (Lima Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah). 

c. Penghapusan 

Dalam tahun ini proses penghapusan dalam tahap pengumpulan data dan 

penetapan harga limit. 

3. Kendaraan Dinas Roda Empat 

a. Pengadaan 

Dalam tahun 2016 tidak ada kegiatan pengadaan kendaraan dinas roda empat. 

b. Pemeliharaan  

Pemeliharaan kendaraan dinas roda empat pada tahun 2016 sebesar 

Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah). 

c. Penghapusan  

Dalam tahun ini tidak ada kegiatan penghapusan. 

4. Kendaraan Dinas Roda Dua 

a. Pengadaan 

Dalam tahun 2016 tidak ada kegiatan pengadaan kendaraan dinas roda dua. 

b. Pemeliharaan 

Nominal biaya pemeliharaan kendaraan dinas roda dua sebesar Rp.12.710.000,- 

(Dua Belas Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu  Rupiah). 

c. Penghapusan 

Dalam tahun ini proses penghapusan dalam tahap pengumpulan data dan 

penetapan harga limit. 

5. Penetapan Status Peggunaan Barang 

Pada tahun 2016 Pengadilan Agama Tual, telah mengadakan pengadaan sarana 

dan prasarana inventaris berupa perangkat  pengolah data dan komunikasi, dan 
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Peralatan dan fasilitas Perkantoran, yang telah diusulkan status penggunaan barang 

berdasarkan surat nomor W24-A3/619/PL.04/X/2016. 

 

 

 

6. Administrasi Persuratan 

 

a. Surat Masuk. 

Jumlah surat masuk sebanyak 659 surat dengan klasifikasi surat sebagai berikut : 

OT = 33 HM = 56 

KP = 158 PP = 8 

HK = 84 PL = 10 

KU = 74 PB = 0 

KS = 1 PS = 2 

 

b. Surat Keluar. 

Jumlah surat masuk sebanyak 659 surat dengan klasifikasi surat sebagai berikut : 

OT = 73 HM = 28 

KP = 332 PP = 22 

HK = 166 PL = 31 

KU = 105 PB = 0 

KS = 2 PS = 3 
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D. Pengelolaan Keuangan    

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainya 

Mahkamah Agung. 

Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan 

Administrasi yang terdiri dari tiga komponen sebagai berikut : 

a) Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan (Belanja Barang Non   Operasional 

Perkantoran  ( 1066.006)  

 Pagu 

Belanja barang Non Operasional serta kegiatan pembinaan dan konsultasi yang 

mempunyai pagu anggaran sebesar Rp. 107.326.000,-  (Seratus tujuh juta tiga ratus dua 

puluh enam ribuh rupiah) yang terdiri dari belanja pelantikan dan pengambilan sumpah, 

belanja perjalanan untuk koordinasi/konsultasi/pembinaan dan sosialisasi, belanja bahan 

perjalanan dinas, dan belanja untuk pertemuan jamuan tamu dan delegasi, dengan rincian 

sebagai berikut : 

 

 Realisasi  

Berdasarkan pagu anggaran belanja barang Non Operasional yang tersebut di atas 

dapat direalisasikan/dilaksanakan sebesar Rp.107.326.000,-  (seratus tujuh juta tiga ratus 

dua puluh enam ribuh rupiah) atau sebesar 100% dengan rincian sebagai berikut:    

No Uraian Pagu Anggaran Ket 

1. 
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan 

Belanja Bahan MAK (521211)  

 

Rp.    4.600.000,- 

 

2. 
Kordinasi/konsultasi/pembinaan/koordinasi 

- Belanja bahan (MAK 521211) 

 

Rp       1.289.000,- 

 

3.   Kordinasi/konsultasi/pembinaan/koordinasi -  (MAK 524111) Rp.    89.640.000,-  

4. Pertemuan/jamuan tamu /delegasi - (MAK 5211211) Rp.    11.797.000,-  

 JUMLAH Rp.  107.326.000,-   

No Uraian 
Realisasi 

Anggaran 
Ket 

1 2 3 4 

1. 
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan 

Belanja Bahan MAK (521211)  

 

Rp.    4.600.000,- 
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b) Lanyanan Perkantoran (1066.994). 

Pembayaran Gaji dan Tunjangan (001) 

 Pagu 

Belanja pegawai yang meliputi pembayaran gaji, dan tunjangan kemahalan hakim  

mempunyai pagu anggaran sebesar Rp. 3.083.647.000,- (Tiga milyar delapan puluh tiga 

juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)  dengan rincian sebagai berikut: 

No Uraian Pagu Anggaran Ket 

1 2 3 4 

1 Bel. Gaji Pokok PNS  (MAK 511111) Rp.            1.131.675.000,-  

2 Bel. Pembulatan Gaji PNS (MAK 511119) Rp.                        28.000,-             

3 Bel. Tunj. Suami/Isteri (MAK 511121) Rp.                 76.804.000,-        

4 Bel. Tunj. Anak (MAK 511122) Rp.                 24.499.000,-               

5 Bel. Tunj. Struktural (MAK 511123) Rp.                 20.410.000,-          

6 Bel. Tunj. Fungsional (MAK 511124) Rp.            1.068.665.000,-                 

7 Bel. Tunj. PPh (MAK 511125) Rp.               164.593.000,-         

8 Bel. Tunj. Beras (MAK 511126) Rp.                76.280.000,-    

9 Bel. Tunj. Uang Makan (MAK 511129) Rp.               286.176.000,-  

10 Bel.  Tunj. Umum (MAK 511151) Rp.                 42.965.000,-      

11 Bel. Tunj. Kemahalan Hakim (MAK 511157) Rp.               156.000.000,-       

12 Bel. Uang Lembur (MAK 512211) Rp.               35.552.000,-       

 JUMLAH Rp.        3.083.647 .000,-   

 

 Realisasi  

Berdasarkan pagu anggaran belanja pegawai yang tersedia tersebut di atas, dapat 

direalisasikan sebesar Rp. 3.382.882.820,- (tiga milyar tiga ratus delapan puluh dua juta 

2. 
Kordinasi/konsultasi/pembinaan/koordinasi 

- Belanja bahan (MAK 521211) 

 

Rp       1.289.000,- 

 

3. 
  Kordinasi/konsultasi/pembinaan/koordinasi 

-  (MAK 524111) 

 

Rp.    89.640.000,- 

 

4. 

 

Pertemuan/jamuan tamu /delegasi  

- (MAK 5211211) 

 

Rp.    11.797.000,- 

 

 JUMLAH Rp.  107.326.000,-   
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delapan ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus dua puluh rupiah) atau sebesar 

109,70% dengan rincian sebagai berikut: 

 

D 

 

 

 

 

 

 

d

a

r

i

 

r

ealiasasi anggaran belanja pegawai tersebut terdapat pagu minus sebesar Rp. 

(299.235.820,-) atau 9,70% dengan rincian sebagai berikut :   

No Uraian 

 

Pagu minus 

  

Persent 

1 2 3 4 

1 Bel. Gaji Pokok PNS  (MAK 511111) Rp.        (335.320.940,-) (29,63%) 

2 Bel. Tunj. Suami/Isteri (MAK 511121) Rp          (20.397.274),-) (26,55%) 

3 Bel. Tunj. Anak (MAK 511122) Rp.            (6.780.783,-) (27,67%) 

4 Bel. Tunj. Struktural (MAK 511123) Rp.            (5.720.000,-) (28,03%) 

5 Bel. Tunj. Beras (MAK 511126) Rp.           (9.972.220,-) (13,07%) 

6 Bel. Tunj. Kemahalan Hakim (MAK 511157) Rp.         ( 19.200.000,-)  (12,30%) 

 JUMLAH Rp.       ( 299.235.820,-) (9,70%) 

 

Dari pagu anggaran minus tersebut telah diusulkan revisi anggaran ke Pengadilan Tinggi 

Agama Ambon pada bulan Agustus 2016. 

 Sisa. 

Walaupun realisasi belanja pegawai terdapat pagu minus, namun ada beberapa 

akun belanja pegawai yang terdapat sisa anggaran sebesar Rp.  98.155.397,- (Sembilan 

No Uraian 
Realisasi 

Anggaran 
Persent 

1 2 3 4 

1 Bel. Gaji Pokok PNS  (MAK 511111) Rp.     (1.466.995.940,-) (129,63%) 

2 Bel. Pembulatan Gaji PNS (MAK 511119)     Rp.                   27.898,- 99,64% 

3 Bel. Tunj. Suami/Isteri (MAK 511121) Rp.         ( 97.201.274,-) (126,55%) 

4 Bel. Tunj. Anak (MAK 511122) Rp.         ( 31.279.783,-) (127,67%) 

5 Bel. Tunj. Struktural (MAK 511123) Rp.          (26.130.000,-) 128,03% 

6 Bel. Tunj. Fungsional (MAK 511124) Rp.       1.047.415.000,- 98,02% 

7 Bel. Tunj. PPh (MAK 511125) Rp.          143.912.705,- 87,43% 

8 Bel. Tunj. Beras (MAK 511126) Rp.       ( 86.252.220,- ) (113,07%) 

9 Bel. Tunj. Uang Makan (MAK 511129) Rp.          253.830.000,- 88,69% 

10 Bel.  Tunj. Umum (MAK 511151) Rp.            19.095.000,- 44,44% 

11 Bel. Tunj. Kemahalan Hakim (MAK 511157) Rp.       (175.200.000,-) (112,30%) 

12 Bel. Uang lembur (MAK 512211) Rp.            35.543.000,- 99,97% 

 JUMLAH Rp.    3.382.882.820,- (109,70% ) 
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Puluh Delapan Juta Seratus Lima Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh 

Rupiah) atau 3,18% dengan rincian sebagai berikut : 

No Uraian 

 

Sisa  

  

Ket 

1 2 3 4 

1 Bel. Pembulatan Gaji PNS (MAK 511119) Rp.                         102,- 0,36% 

2 Bel. Tunj. Fungsional (MAK 511124) Rp              21.250.000,- 1,98% 

3 Bel.  Tunj. PPh  (MAK 511125) Rp.             20.680.295,- 12,57% 

4 Bel. Tunj. Uang Makan (MAK 511129) Rp.             32.346.000, 11,31% 

5 Bel.  Tunj. Umum (MAK 511151) Rp.             23.870.000,- 55,56% 

6 Bel. Uang lembur (MAK 512211) Rp.                      9.000,-  0,93% 

 JUMLAH Rp.            98.155.397,- 3,18% 

 

c) Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (002). 

 Pagu 

Belanja barang Operasional dan pemeliharaan perkantoran mempunyai pagu 

anggaran sebesar Rp. 513.354.000,-  (Lima ratus tiga belas juta tiga ratus lima puluh 

empat ribu rupiah) yang terdiri dari :  

a. Kebutuhan sehari-hari perkantoran sebesar Rp. 513.354.000,- (Lima Ratus Tiga 

Belas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah) yang terdiri dari belanja 

keperluan perkantoran untuk pembayaran gaji pegawai honorer dan belanja 

barang untuk persediaan barang konsumsi. 

b. Langganan daya dan jasa sebesar Rp. 170.060.000,-(Seratus Tujuh Puluh Juta 

Enam Puluh Ribu Rupiah) untuk Langganan Internet, Langganan Surat dinas, 

Langganan Listrik, Langganan Telepon dan langanan Air. 

c. Pemeliharaan Perkantoran sebesar Rp. 159.710.000,- (Seratus Lima Puluh 

Sembilan Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) yang terdiri dari pemeliharaan 

gedung dan bangunan, pemeliharaan rumah dinas, dan pemeliharaan peralatan 

dan mesin. 

d. Pembayaran honor pengelola Dipa sebesar Rp. 49.080.000,- (Empat Puluh 

Sembilan Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah)  

lebih jelas dapat di lihat pada tabel di bawah ini 

No Uraian Pagu Anggaran Ket 
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 Realisasi 

Berdasarkan pagu anggaran belanja barang yang tersebut di atas dapat 

direalisasikan sebesar Rp.  477.059.000,-  (Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima 

Puluh Sembilan Ribu Rupiah ) atau sebesar 92.92% dengan rincian sebagai berikut:    

B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 

1 Belanja keperluan perkantoran 

- (MAK 521111) 
Rp.  115.200.000,- 

 

2 Belanja barang untuk persediaan barang konsumsi 

- (MAK 521811) 
Rp.   19.304.000,- 

 

3 Keperluan perkantoran/Langganan internet 

- (MAK 521111) 
Rp.   64.460.000,- 

 

4 Pengeriman surat dinas pos 

- (MAK 521114) 
Rp.      3.600.000,- 

 

5  Langganan Listrik 

-  (MAK 522111) Rp.    87.000.000,- 
 

6 

 

Langganan Telephon 

- (MAK 522112) Rp.     8.400.000,- 
 

7 Langganan Air 

-  (MAK 522113) 
Rp.     6.600.000,- 

 

8 Pemeliharaan Gedung dan Bangunan /Kantor 

- (MAK 523111) 
Rp.    55.000.000,- 

 

9 Pemeliharaan Gedung dan Bangunan /Rumah Dinas 

- (MAK 523119) 
Rp.    30.000.000,- 

 

10 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

- (MAK 523121) 
Rp.    74.710.000,- 

 

11 Honor Operasional satuan Kerja 

- (MAK 521115) 
Rp.  49.080.000,- 

 

 JUMLAH Rp.  513.354.000,-   

No Uraian Realisasi persen 

1 
Belanja keperluan perkantoran 

- (MAK 521111) 
Rp.  115.200.000,- 100% 

2 
Belanja barang untuk persediaan barang konsumsi 

- (MAK 521811) 
Rp.    19.304.000,- 

 

100% 

3 
Keperluan perkantoran/Langganan internet 

- (MAK 521111) 
Rp.    30.000.000,- 

 

100% 

4 
Pengeriman surat dinas pos 

- (MAK 521114) 
Rp.    74.710.000,- 100% 

5 
 Langganan Listrik 

-  (MAK 522111) Rp.    76.323.000,- 88% 

6 

 

Langganan Telephon 

- (MAK 522112) 
Rp.    7.782.000,- 93% 

7 
Langganan Air 

-  (MAK 522113) 
Rp.     8.400.000,- 100% 

8 
Pemeliharaan Gedung dan Bangunan /Kantor 

- (MAK 523111) 
Rp.    30.000.000,- 

55% 

 

9 
Pemeliharaan Gedung dan Bangunan /Rumah Dinas 

- (MAK 523119) 
Rp.      3.600.000,- 100% 

10 
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

- (MAK 523121) 
Rp.    64.460.000,- 100% 

11 
Honor Operasional satuan Kerja 

- (MAK 521115) 
Rp.   49.080.000,- 100% 

 JUMLAH Rp.  510.354.000,- 99,97% 
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 Sisa 

Dari pelaksanaan/realisasi anggaran belanja barang tersebut di atas, maka terdapat 

sisa anggaran Rp. 36.295.000,-(Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Lima 

Ribu Rupiah) atau sebesar 7.07% dengan rincian sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari tabel sisa realisasi anggaran belanja barang untuk pemeliharaan gedung dan 

bangunan kantor memperlihatkan penyerapan anggaran yang belum maksimal, hal ini 

disebabkan revisi kedua pada tanggal 4 november 2016, dengan penembahan pagu 

anggaran Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) yang tidak dapat kami proses 

disebabkan adk revisi kedua yang diambil dari rkakl dipa online tidak diterima datanya, 

oleh aplikasi SAS dikarenakan masih terdapat pagu belanja pegawai yang minus. 

 

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung. 

 

No Uraian Realisasi persen 

1 Belanja keperluan perkantoran 

- (MAK 521111) 
Rp.              0,- 100% 

2 Belanja barang untuk persediaan barang konsumsi 

- (MAK 521811) 
Rp.              0,- 100% 

3 Keperluan perkantoran/Langganan internet 

- (MAK 521111) 
Rp.              0,- 100% 

4 Pengeriman surat dinas pos 

- (MAK 521114) 
Rp.              0,- 100% 

5  Langganan Listrik 

-  (MAK 522111) Rp.   10.677.000,-   12% 

6 

 

Langganan Telephon 

- (MAK 522112) 
Rp.         618.000,- 7% 

7 Langganan Air 

-  (MAK 522113) 
Rp.              0,- 100% 

8 Pemeliharaan Gedung dan Bangunan /Kantor 

- (MAK 523111) 
Rp.    25.000.000,- 45% 

9 Pemeliharaan Gedung dan Bangunan /Rumah Dinas 

- (MAK 523119) 
Rp              0,- 100% 

10 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

- (MAK 523121) 
Rp.             0,- 100% 

11 Honor Operasional satuan Kerja 

- (MAK 521115) 
Rp.             0,- 100% 

 JUMLAH Rp.    36.295.000,- 7,07% 
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Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung 

merupakan belanja modal dengan nilai pagu Rp. 229.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh 

Sembilan Juta Rupiah) yang terdiri dari beberapa output sebagai berikut : 

a. Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi (1071.996) 

Perangkat pengolah data dan komunikasi, untuk mendukung percepatan 

penyelesaian perkara dan prasarana keseksetariatan dengan pagu anggaran Sebesar 

Rp.124.000.000,- ( Seratus Dua Puluh Empat Juta  Rupiah ) yang direalisasikan seartus 

persen pada bulan Pebruari 2016. 

No Pagu Realisasi Anggaran Persen Sisa 

1 2 3 4  

1  Pengadaan  PC  

 (MAK 532111) 

Rp.   45.000.000,- 
(100%) 

 

Rp .0,- 

2  Pengadaan  Laptop 

 (MAK 532111) 

Rp.   40.000.000,- 
(100%) 

 

Rp. 0,- 

3  Pengadaan  Printer 

 (MAK 532111) 

Rp.   9.000.000,- 
(100%) 

 

Rp. 0,- 

4  Pengadaan  Router 

 (MAK 532111) 

Rp.   10.000.000,- 
(100%) 

 

Rp. 0,- 

5.  Pengadaan  Scanner 

 (MAK 532111) 

Rp .10.000.000,- (100%) Rp. 0,- 

6. Pengadaan Fingerscan (MAK 532111) Rp. 10.000.000,- (100%) Rp. 0,- 

 J u m l a h Rp.    124.000.000,-          (100%) - 

 

 

b. Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran (1071.997)  

Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran sebesar Rp.105.000.000,- (Seratus Lima Juta 

Rupiah ) yang terdiri dari penggadaan AC dan maubelair yang telah di realisasikan 100%  

lebih jelasnya dapat dilihat pada rincian table di bawah ini : 

No Pagu Realisasi Anggaran Persen 
Sisa 

1 2 3 4  

1  Pengadaan  AC 

 (MAK 532111) 

Rp.   30.000.000,-       (100%) 

 

Rp.0 

2.  Pengadaan  AC 

 (MAK 532111) 

Rp .75.000.000,-       (100%) Rp.0 
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 J u m l a h Rp. 105.000.000,-          (100%)  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 

2016 Nomor: SP DIPA–005.01.2.307761./2016, tanggal 07 Desember 2015 Telah 

disahkan Alokasi Anggaran untuk : 

1) Kementerian Negara/Lembaga : (005)  Mahkamah Agung RI; 

2) Unit Organisasi   : (01)  Badan Urusan Administrasi; 

3) Provinsi    : (21)  Maluku 

4) Kode/Nama Satker  : (307761) Pengadilan Agama Tual 

Sebesar   Rp. 3.933.327.000,- (Tiga Milyar Sembilan Ratus Tiga 

Puluh Tiga juta Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu  Rupiah). 

 

Dipa petikan tersebut telah terjadi 2 kali revisi : 

1) Revisi Pertama :  

Adanya perubahan nomenklatur Pengadilan, ditandai dengan pemisahan Panitera 

dan Sekretaris sehingga revisi pertama adalah revisi pejabat perbendaharaan 

misalnya KPA dan sebagainya. 

2)  Revisi ke dua : 

Penambahan pagu anggaran sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima juta 

Rupiah) untuk pemeliharaan gedung kantor.  

 

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan (005.04.08) 

 

Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 

2016 Nomor : SP DIPA–005.04.2.309099/2016, tanggal 07 Desember 2015 telah 

disahkan Alokasi  Pagu Anggaran untuk : 

1. Kementerian Negara/Lembaga : (005) Mahkamah Agung RI 

2. Unit Organisasi      :(04)Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama  

3. Provinsi        : (21)   Maluku 

4. Kode dan Nama Satker       : (309099) Pengadilan Agama Tual 

Sebesar    : Rp. 164.850.000,- (seratus enam puluh empat 

juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) 
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Berdasarkan DIPA di atas telah disahkan Alokasi Anggaran untuk program 

Peningkatan Manajemen Peradilan Agama sebesar Rp.164.850.000,- (Seratus Emam 

Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ) .yang dialokasikan untuk 

tiga output diantarannya : 

a. Tenaga Teknis Peradilan Agama yang Kompoten di Bidang Administrasi  

Peradilan (1053.002) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.500.000,- (Lima Juta 

Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan jumluh capaian 1 orang. 

b. Pembebasan biaya Perkara ( Prodeo ) dengan alokasi anggaran sebesar 

Rp.8.750.000,- (Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) 

diperuntukan bagi masyarakat yang kurang mampu sebanyak 30 perkara dengan 

biaya per perkara Rp.350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan telah 

direalisasikan sebesar Rp.8.736.000,-( Delapan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh 

Enam Ribu Rupiah) dengan jumlah perkara yang dapat diselesaikan sebanyak 56 

Perkara hal ini disebabkan penyelesaikan untuk 1 perkara sebesar Rp. 156.000,- 

(Seratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah). 

c. Pelaksanaan Sidang diluar Gedung Kantor Pengadilan (sidang keliling) dengan 

alokasi anggaran sebesar Rp.150.600.000,-(Seratus Lima Puluh Juta Enam Ratus 

Ribu Rupiah) yang diperuntukan untuk sidang diluar kantor pengadilan pada lima 

lokasi yang berbeda untuk 2 Kabupaten dan 1 Kota : 

1. Kabupaten Aru  

2. Kabupaten Maluku Tenggara (Kec. Kei Besar dan Kec.Kei Kecil) 

3. Kota Tual ( Kecamatan PP Kur dan Kecamatan PP Tayando Tam) 

Dengan jumlah perkara untuk lima lokasi tersebut sebanyak 331 perkara, untuk 

lebih jelasnya dapat dilihar pada tabel pagu berikut ini : 

No Uraian Pagu Anggaran Ket 

1 2 3 4 

1  Belanja Perjalanan Tenaga Teknis Peradilan  

 (MAK 524111) 

Rp             5.500.000,-  

2. Penanganan Perkara Prodeo 

 (MAK 521219)  

Rp             8.750.000,-  

3. Penyelenggaraan Sidang Diluar Gedung 

Pengadilan (MAK 524111)  

Rp.        150.600.000,-  

 JUMLAH RP.        164.850.000,-  
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 Realisasi  

Dari Pagu anggaran tersebut diatas dapat direalisasikan sebesar  Rp. 

164.836.000,- (Seratus Enam Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tiga puluh Enam Ribu 

Rupiah) atau sebesar 99,99% dengan rincian sebagai berikut   : 

 

 

No Uraian Realiasi Anggaran Persen 

1 2 3 4 

1  Belanja Perjalanan Tenaga Teknis Peradilan  

 (MAK 524111) 

Rp.         5.500.000,- 
(100%) 

2. Penanganan Perkara Prodeo 

 (MAK 521219)  

Rp          8.736.000,- 
(99,94%) 

3. Penyelenggaraan Sidang Diluar Gedung 

Pengadilan (MAK 524111)  

Rp.        150.600.000,- (100%) 

 JUMLAH RP.        164.836.000,- (99.99%) 

 

 Sisa  

Dari  hasil pelaksanaan realisasi terdapat sisa anggaran Rp. 14.000,- (empat 

belas ribu rupiah) atau sebesar 0.01% dengan rincian sebagai berikut :  

 

No Uraian Sisa Anggaran Persen 

1 2 3 4 

1 Penanganan Perkara Prodeo 

 (MAK 521219) 

Rp.        14.000,- (0,06%) 

 JUMLAH RP.        14.000,- (0.01%) 
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E. Dukungan Teknologi Informasi 

1. Perangkat Keras  

Peralatan dan mesin perangkat keras sebagai fasilitas pengelola data dan 

penunjang kinerja pada Pengadilan Agama Tual meliputi: 

No. Nama barang Merek/Type Jumlah Barang 

1. Laptop Toshiba Satelite L740 6 Unit 

 Laptop Sony Vaio 2 Unit 

2. Personal Computer Rainer dan BenQ 1 Paket 

 All In One PC Lenovo dan HP 3 Unit 

3. Printer Canon Pixma MP 287 Canon Pixma MP 287 2 Unit 

 Printer Canon Pixma G1000 1 Unit 

 Printer Epson L 120 1 Unit 

4. Printer Canon Pixma iP 2770 Canon Pixma iP 2770 3 Unit 

5. Touch Screen Kios K dan CPU 1 Unit 

6. Internet Jaringan Telepon 

Internet Speedy, Modem 

Huawei, Hub TP Link 

dan Wireless Router TL-

WR841N 

1 Unit 

7. Server RadiaMax, Prosesor 

Intel Xeon E3-1230 V3 

3,3 GHz / RSM 8 GB / 

HDD 1 TB / OS 

Windows 7 Ultimate  

1 Unit 
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Keseluruhan perangkat keras tersebut telah terhubung membentuk suatu 

jaringan kerja melalui kabel LAN serta mendapatkan signal internet pada semua PC 

dan laptop. Kendala  yang masih ditemui adalah : 

 Bandwidth/data transfer sebesar 1 Mbps yang dimiliki belum cukup dalam 

memenuhi kebutuhan akses informasi berbasis internet serta pengelolaan data 

yang berhubungan dengan jaringan internet. Hal ini diperparah apabila semua 

perangkat yang dimiliki pegawai untuk menunjang kinerja pegawai (diluar 

fasilitas kantor) dikoneksikan secara bersamaan. 

 

2. Perangkat Lunak 

Software/perangkat lunak yang telah terintegrasi dan pada saat ini masih 

dimanfaatkan pada satuan kerja Pengadilan Agama Tual sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Keseluruhan aplikasi tersebut telah dimanfaatkan dan dikuasai dengan baik 

oleh para operator masing-masing bagiannya. Aplikasi yang digunakan pada Sub 

Bagian Keuangan dan Umum dalam pengoperasiannya dengan single alone tanpa 

internet dan jaringan local, kan tettapi ada juga yang pengoperasiannya secara online. 

begitupun aplikasi yang dijalankan oleh sub bagian Keperkaraan dan Kepegawaian 

8. UPS 
APC Back-UPS 1100 V 

1 Unit 

No. Sub Bagian Aplikasi 

1 
Keperkaraan SIPP, Info Perkara, SMS Gateway 

2 
Kepegawaian & Ortala 

SIMPEG Online, SAPK, SIKEP, e-LLK, 

SKP Online  

3 
Umum & Keuangan 

SIMAK, Persediaan , SAPK, SPM, GPP, 

PP39 

4 Perencanaan, IT & 

Pelaporan 

RKAKL Online, RKBMN Online, 

Aplikasi Tata Persuratan 
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membutuhkan kelengkapan jaringan lokal dan internet dalam pengoperasiannya, 

utamanya dalam keperkaraan aplikasi yaitu aplikasi Sistem Informasi Penelusuran 

Perkara (SIPP) yang merupakan aplikasi client-server untuk pelayanan para pihak 

yang berperkara serta administrasi perkara harus bisa diakses melalui jaringan signal 

wirreless, tidak hanya melalui jaringan kabel LAN. 

Pengadilan Agama Tual telah mempunyai situs website yang beralamat 

http://www.pa-tual.go.id dalam hal ini turut menjalankan dan mensukseskan 

Reformasi Birokrasi. Website tersebut memuat keseluruhan transparansi peradilan 

mulai dari profil pengadilan, informasi perkara, informasi keuangan, informasi 

kepegawaian, informasi umum, pelayanan informasi dan pengaduan, pengawasan 

hingga berita kegiatan. 

 

F. Regulasi Tahun 2016 

Dalam tahun 2016, Pengadilan Agama Tual telah mengeluarkan beberapa regulasi 

untuk menjadi dasar hukum pelaksanaan proses reformasi birokrasi di dalam beberapa 

bidang, yaitu : 

1. Manajemen Perubahan 

Belum ada. 

2. Perundang-undangan 

Belum ada. 

3. Penataan dan Penguatan Organisasi 

Belum ada. 

4. Penataan Tata Laksana 

Belum ada. 

5. Penataan Sistem Manajemen SDM 

Belum ada. 

6. Penguatan Akuntabilitas 

Belum ada 

7. Penguatan Pengawasan 

Dalam penguatan pengawasan, baik dalam pengawasan disiplin pegawai maupun 

kinerja pegawai, Ketua Pengadilan Agama Tual telah mengeluarkan Surat Keputusan 

untuk menguatkan sistem pengawasan tersebut, yaitu: 

a) Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tual Nomor : W24-A3/26/PS.01/I/2016, 

tertanggal 4 Januari 2016, kemudian diubah dengan Surat Keputusan Ketua 

Pengadilan Agama Tual Nomor : W24-A3/308/PS.01/I/2016 tertanggal 30 Maret 

2016 Tentang Penunjukan Hakim Pengawas dan Pembinaan Bidang  

http://www.pa-tual.go.id/
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b) Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tual Nomor : W24-

A3/424/KP.02.1/V/2016 tertanggal 30 Maret 2016 Tentang Tim Pengawasan 

Pelaksanaan KMA Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 Pengadilan Agama Tual. 

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 

Dalam bidang peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Ketua Pengadilan Agama Tual 

telah mengeluarkan  Surat Keputusan sebagai berikut:  

a) Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tual Tentang Pelaksanaan Sidang 

Diluar Gedung Pengadilan, yang dilaksanakan pada 5 lokasi sebagai berikut :  

1. Kecamatan Tayando Tam Kota Tual, yang dilaksanakan pada tanggal 27 s/d 29 

April 2016, berdasarkan Surat Keputusan  Ketua Pengadilan Agama Tual 

Nomor : W24-A3/371/HK.05/IV/2016, tertanggal 20 April 2016 Tentang 

Pelaksanaan Sidang Keliling Tahap I. 

2. Kecamatan Kei Besar Utara Timur, Kabupaten Maluku Tenggara yang 

dilaksanakan pada tanggal 1 s/d 3 Juni 2016 berdasarkan Surat Keputusan  

Ketua Pengadilan Agama Tual Nomor : W24-A3/414.a/HK.05/V/2016 

tertanggal 10 Mei 2016 Tentang Pelaksanaan Sidang Keliling Tahap II. 

3. Kecamatan Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru yang dilaksanakan pada 

tanggal 6 s/d 9 September 2016 berdasarkan Surat Keputusan  Ketua 

Pengadilan Agama Tual Nomor : W24-A3/567.a/HK.05/IX/2016 tertanggal 5 

September 2016 Tentang Pelaksanaan Sidang Keliling Tahap III. 

4. Kecamatan Kei Kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara pada tanggal 12 s/d 

14 Oktober 2016 berdasarkan Surat Keputusan  Ketua Pengadilan Agama Tual 

Nomor : W24-A3/562.a/HK.05/IX/2016 tertanggal 20 September 2016 

Tentang Pelaksanaan Sidang Keliling Tahap IV. 

5. Kecamatan Pulau-Pulau Kur Kota Tual pada tanggal 21 s/d 25 November 2016 

berdasarkan Surat Keputusan  Ketua Pengadilan Agama Tual Nomor : W24-

A3/639.a/HK.05/XI/2016 tertanggal 1 November 2016 Tentang Pelaksanaan 

Sidang Keliling Tahap V.  

b) Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tual Nomor: W24-A3/6/HK.05/I/2016, 

tertanggal 4 Januari 2016, tentang Penunjukan Hakim Mediator Pengadilan Agama 

Tual.   

c) Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tual Nomor: W24-

A3/13/KP.04.6/I/2016, tertanggal 4 Januari 2016, tentang Penunjukan Petugas 

Pelayanan Pengaduan Pengadilan Agama Tual. 
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d) Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tual Nomor: W24-

A3/14/KP.04.6/I/2016, tertanggal 4 Januari 2016, tentang Penunjukan Petugas 

Humas Pengadilan Agama Tual.  

e) Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tual Nomor: W24-

A3/23/HM.02.3/I/2016, tertanggal 4 Januari 2016, tentang Penunjukan Tim 

Teknologi Informasi Pengadilan Agama Tual.  

f) Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tual Nomor: W24-

A3/24/HM.00/I/2016, tertanggal 4 Januari 2016, tentang Pembentukan Tim 

Pengelola Meja Informasi Pengadilan Agama Tual. 

g) Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tual Nomor: W24-

A3/395/HM.00/IV/2016, tertanggal 26 April 2016, tentang Penunjukan Petugas 

Meja Informasi Pengadilan Agama Tual. 

h) Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tual Nomor: W24-

A3/404/HM.02.3/V/2016, tertanggal 03 Mei 2016, tentang Penunjukan Tim 

Pelaksanaan dan Tanggung Jawab Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) 

pada Pengadilan Agama Tual. 

9. Pelaksanaan Program Kerja  

Berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tual Nomor : W24-

A3/52.a/OT.01.1/I/2016 Tentang  Pengesahan Hasil Rapat Tim Penyusun Program Kerja 

Tahun 2016 Tentang Program Kerja Dan Program Kegiatan Reformasi Birokrasi Tahun 

2016 dan untuk menjalakan program kerja tersebut Ketua Pengadilan Agama Tual telah 

mengeluarkan Surat Keputusan sebagai berikut :  

a) Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tual Nomor : W24-

A3/18/KP.04.6/I/2016 tertanggal 4 Januari Kemudian diubah dengan Surat 

Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tual Nomor : W24-A3/314.a/KP.04.6/I/2016 

tertanggal 1 April 2016 Tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan 

Kepangkatan Pengadilan Agama Tual. 

b) Surat Keputusan  Ketua Pengadilan Agama Tual Nomor :  W24-A3/01/HK.05/I/2016  

Tertanggal 4  Januari Kemudian diubah dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan 

Agama Tual yang pertama Nomor  :  W24-A3/309/HK.05/III/2016  tertangal 30 

Maret 2016 Kemudian disusul dengan perubahan ke dua dengan Surat Keputusan 

Ketua Pengadilan Agama Tual Nomor   :  W24-A3/632/HK.05/X/2016  Tertanggal 

25 Oktober 2016 Tentang Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tual. 
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BAB IV 

PENGAWASAN 

 

A. Internal  

1. Latar Belakang Pengawasan  

Berdasarkan  Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 

KMA/080/SK/VIII/2006, tanggal 24 Agustus 2006, Pengawasan Internal adalah 

pengawasan dalam lingkungan peradilan sendiri yang mencakup 2 (dua) jenis 

pengawasan, yaitu: Pengawasan Melekat dan Pengawasan Fungsional. 

Pengawasan Melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai 

pengendalian yang terus menerus, yang dilakukan oleh atasan langsung terhadap 

bawahannya secara preventif dan represifagar pelaksanaan tugas bawahan 

tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.Sedangkan Pengawasan 

Fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang 

khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam satuan kerja tersendiri 

yang diperuntukkanuntuk itu. 

Sebagaimana fungsi,maksud dan tujuan pengawasan adalah untuk tertib 

dan pengendalian administrasi serta mencegah penyimpangan dalam 

pelaksanaan Tupoksi, maka  Pengadilan Agama Tual selama tahun 2016telah 

berupaya secara maksimal melakukan pengawasan internal. Langkah preventif 

dan administratif telah dilakukan dengan mengeluarkan Surat Keputusan Ketua 

Pengadilan Agama Tual tentang Hakim Pengawas dan Pembinaan Bidang di 

Lingkungan Pengadilan Agama Tual. 
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Surat KeputusanKetua tentang Hakim Pengawas dan Pembinaan Bidang 

di Lingkungan Pengadilan Agama Tual yang pertama diterbitkan yaitu Nomor : 

W24-A3/26/PS. 01/I/2016, tertanggal 4 Januari 2016 yang terdiri sbb: 

 

No. N A M A / NIP  PENGAWAS BIDANG KETERANGAN 
1 2 3 4 

 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

 

 

Syarifa Saimima, S.HI 

NIP.197712222006042002 

 

 

Adam Malik B.,S.HI, S.HI 

NIP.197909072007041002 

 

Wawan Jamal, S.HI 

NIP.198108082009121003 

 

 

 

 

Nengah A. Nurkhalish, 

S.EI 

NIP.198112192011011009 

 

Olis Tuna, S.HI 

NIP.198402182011011009 

 

Koordinator dan Pengawas 

tingkah laku aparatur. 

Kinerja Pelayanan Publik 

 

Administrasi Umum dan 

Keuangan 

 

Administrasi 

Kepegawaian, Organisasi 

dan Tata Laksana. 

Administrasi Perencanaan, 

Teknologi Informasi dan 

Pelaporan 

 

Administrasi persidangan 

dan pelaksanaan putusan. 

 

 

Administrasi Perkara 

 

 

Kemudian di revisi dengan Surat Keputusan  Ketua Pengadilan Agama Tual 

Nomor: W24-A3/308/PS.01/III/2016, tertanggal 30 Maret 2016, yang terdiri sbb: 

No. N A M A / NIP  PENGAWAS BIDANG KETERANGAN 
1 2 3 4 

 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

 

Drs. Abd Razak Payapo 

NIP.196310121993031005 

 

 

Syarifa Saimima, S.HI 

NIP.197712222006042002 

 

 

 

 

Adam Malik B.,S.HI 

 

Koordinator dan Pengawas 

tingkah laku aparatur. 

Kinerja Pelayanan Publik 

 

Administrasi Perencanaan, 

Teknologi Informasi dan 

Pelaporan. 

Pemanfaatan Teknologi 

Informasi (TI). 

 

Administrasi Umum dan 
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4. 

 

 

5. 

 

 

 

6. 

 

 

NIP. 

197909072007041002 

 

Wawan Jamal, S.HI 

NIP.198108082009121003 

 

Nengah A. Nurkhalish, 

S.EI 

NIP.198112192011011009 

 

Olis Tuna, S.HI 

NIP.198402182011011009 

 

Keuangan 

 

Administrasi 

Kepegawaian, Organisasi 

dan Tata Laksana. 

 

Administrasi persidangan 

dan pelaksanaan putusan. 

 

 

Administrasi Perkara 

 

 

2. Hasil Pengawasan  

Selama tahun 2016,Tim Hakim Pengawas dan Pembinaan Bidang 

Pengadilan Agama Tual telah melakukan pengawasan dan pembinaan sebanyak 4 

(empat) kali yaitu periode Triwulan I (Januari-Maret), periode Triwulan II (April-

Juni), periode Triwulan III (Juli-September) dan Periode Triwulan IV (Oktober-

Desember). Hasil pengawasan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 

 Pengawasan dan Pembinaan Triwulan I 2016 (Januari – Maret). 

ADMINISTRASI PERKARA 

 

NO UNSUR-UNSUR YANG DIPERIKSA 
KONDISI/ 

KRITERIA 

TANGGAPAN 

/OBRIK 

NILAI/

HASIL 

1 2 3 4 5 

I. PENERIMAAN PERKARA       

1 

Sistem pelayanan  perkara tingkat pertama, 

banding, kasasi, peninjauan kembali telah 

dilaksanakan dengan menggunakan sistem 

meja . 

Ya Baik 2 

2 

Pembagian tugas Meja I, II, III telah 

dilaksanakan secara konsisten, sesuai 

ketentuan yang berlaku. 

Ya Baik 2 

3 

Penetapan panjar biaya perkara telah 

didasarkan pada Surat Keputusan Ketua 

tentang biaya perkara 

Ya Baik 2 

4 
Pembayaran panjar biaya perkara melalui 

bank. 
Ya Baik 2 

5 
Mekanisme pembiayaan perkara prodeo yang 

dibiayai DIPA  
Ya Baik 2 

II  ADMINISTRASI BIAYA PERKARA (BUKU II 

HAL 18-22) 

   

1 

Buku-buku keuangan perkara   lengkap (buku 

induk, buku jurnal, buku bantu, buku 

keuangan biaya eksekusi, buku HHK); 

Ya Baik 2 
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2 

Buku-buku keuangan perkara  telah dikelola 

secara tertib dan benar sesuai ketentuan Buku 

II; 

Ya Baik 2 

3 
Perbedaan antara saldo kas dengan saldo 

dalam pembukuan; 
Ya Baik 2 

4 

Ketua Pengadilan telah melaksanakan 

pengawasankeuangan perkara secara tertib 

dengan melakukan penutupan buku induk 

keuangan perkara setidak-tidaknya sekali 

dalam tiga bulan; 

Ya Baik 2 

5 
Instrumen keuangan telah berjalan dengan 

tertib; 
Ya Baik 2 

6 
Tambahan panjar biaya perkara terkait adanya 

putusan sela tingkat banding; 
Ya Baik 2 

7 Sisa panjar, pengembaliannya dan yang lebih 

dari 6 bulan sudah disetor ke Kas Negara; 

Tahun 2016 

tidak ada 
Baik 2 

8 Tarif panggilan dalam zona yang sama telah 

sama dengan Pengadilan Negeri. 
Ya Baik 2 

9 
Biaya perkara dipinjamkan untuk keperluan 

lain;. 

tidak 

dipinjamkan 
Baik 2 

10 
Selisih realisasi antara BKIP dengan rekening 

koran pada saat penutupan BKIP. 

tidak ada 

selisih 
Baik 2 

III.  REGISTER PERKARA (BUKU II H. 22) 

   

1 

Buku-buku register perkara  telah dibuat  

lengkap, tertib, bersih, dan rapi yang 

ditempatkan pada tempat yang aman dan 

terpelihara; 

Ya Baik 2 

2 
Penggunaan Buku Register telah sesuai 

ketentuan (Buku II hal. 23-24) 
Ya Baik 2 

3 

Instrumen yang memadai untuk pelaporan 

proses perkara agar petugas buku register 

dapat melakukan pengisian buku register 

secara tertib. (Buku IV h.64-86 dan 103). 

Ya Baik 2 

4 
Data-data dalam buku Register sama dengan 

data-data di dalam berkas perkara 

Masih 

terdapat data 

dalam buku 

register tidak 

sesuai dalam 

berkas 

perkara 

Kurang baik 1 

5 

Buku Register Perkara diberi nomor halaman 

di tutup setiap bulan, di tandatangani oleh 

petugas register dan diketahui oleh Panitera 

dan di cap dinas. 

Ya Baik 2 

IV  PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 

(PNBP) PP 53  TAHUN 2008 

   
1 

Penyerahan turunan/salinan 

putusan/penetapan perlembar Rp.300,- 
Ya Baik 2 

2 
Memperlihatkan surat-surat di kepaniteraan 

sudah dipungut Rp.5.000,- 
Ya Baik 2 

3 
Pencatatan penyitaan sudah dipungut 

Rp.25.000,- dsb 
Ya Baik 2 

4 
Selambatnya 7 hari kasir menyetor biaya 

PNBP kepada bendaharawan penerima. 
Ya Baik 2 
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5 
Pengeluaran biaya proses tidak menggunakan 

mekanisme surat pemintaan pembayaran. 
Ya Baik 2 

6 

Bendaharawan biaya proses telah menyiapkan 

buku-buku seperti tercantum dalam PERMA 

No. 3 tahun 2011 

Ya Baik 2 

V.  LAPORAN PERKARA (BUKU II HAL. 39-41) 

   
1 

Laporan-laporan telah dilaksanakan secara 

tertib sesuai dengan Buku II hal.39-41. 
Ya Baik 2 

2 

Data-data di dalam laporan-laporan tersebut 

sesuai dengan data-data di dalam register yang 

bersangkutan. 

Ya Baik 2 

3 
Laporan keuangan sudah sesuai dengan buku 

induk. 
Ya Baik 2 

4 
Lapaoran yang dimuat diwebsite/info perkara 

harus sesuai dengan data secara manual. 
Ya Baik 2 

VI.  PEMBERKASAN (BUKU II HAL 34-28 

   

1 

Minutasi tidak lebih dari 14 hari sejak putusan 

diucapkan; 
Ya Baik 2 

2 
Berkas Perkara disusun secara berangsur dan 

kronologis; 

Masih ada 

berkas 

perkara tidak 

disusun 

secara 

kronologis 

Kurang baik 1 

3 

Pemberkasan perkara telah dilakukan dengan 

benar (berkas diberi sampul dengan warna 

seragam untuk tiap jenis perkara kemudian 

dijilid dengan cara dijahit dan disegel, diparaf 

dan diberi tanggal oleh Ketua majelis. 

Ya Baik 2 

VII. PENGARSIPAN (BUKU II HAL 42-43) 

   

1 

Panitera muda hukum atau petugas yang 

ditunjuk telah melakukan penelitian isi berkas 

perkara yang telah diminutasi. 

Ya Baik 2 

2 
Berkas perkara telah dibedakan menjadi dua 

jenis: arsip aktif dan arsip tidak aktif. 
Ya Baik 2 

3 

Arsip perkara telah ditata dengan baik  

(dimasukkan dalam box dan dikelompokkan 

menurut jenis perkara maupun tahun perkara, 

dan tiap box diberi daftar isi box). 

Ya Baik 2 

4 
Lemari dan ruang arsip telah ditata dengan 

baik, aman dan bersih; 
Ya Baik 2 

5 
Administrasi pelaksanaan Izin Ikrar Talak 

(Buku II hal 37) 
Ya Baik 2 

6 
Buku Kendali Arsip (Buku Pola Bindalmin 

hal 86) 
Ya Baik 2 

VIII.  PENGGUNAAN INSTRUMEN (BUKU II 

HAL. 43) 
Ya Baik 2 

Instrumen terdiri atas : Ya Baik 2 

1 Daftar pembagian perkara; Ya Baik 2 

2 Penundaan sidang; Ya Baik 2 

3 Panggilan Ya Baik 2 

4 Sita Ya Baik 2 

5 Amar Putusan Ya Baik 2 

6 Redaksi/Materai Ya Baik 2 
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7 Perincian Biaya yang telah putus Ya Baik 2 

8 PBT A1, PBT A2, PBT A3 Ya Baik 2 

9 Pemberitahuan putusan banding Ya Baik 2 

10 pemberitahuan putusan kasasi tidak ada Baik 2 

11 pemberitahuan putusan PK tidak ada Baik 2 

12 KRB 1, KRB 2, dan KRB 3 tidak ada Baik 2 

ADMINISTRASI PERSIDANGAN 

NO UNSUR-UNSUR YANG DIPERIKSA 
KONDISI/K

RITERIA 

TANGGAPAN 

/OBRIK 

NILAI/

HASIL 

I. TAHAP PERSIAPAN PERSIDANGAN (BUKU II 

HAL. 28 

   
1 

PMH dan PHS telah dibuat dengan tertib dan 

benar; 
Ya Baik 2 

2 
Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita 

telah sesuai dengan petunjuk 
Ya Baik 2 

3 

Pemanggilan pihak-pihak telah dijalankan 

dengan benar  (tenggang waktu dan tatac 

aranya). 

Ya Baik 2 

II. PELAKSANAAN PERSIDANGAN (BUKU II 

HAL. 29-31 

   

1 

Persidangan telah dilaksanakan tepat waktu 

dan tidak ada perkara yang lebih dari 6 bulan 

sejak perkara didaftar hingga minutasi; 

Ya Baik 2 

2 

Berita acara sidang  dibuat secara tertib dan 

rapi sesuai format yang baku dan harus sudah 

selesai dan di tandatangani sehari sebelum 

sidang berikutnya; 

Terkadang 

masih ada 

BAS belum 

selesai 

namun 

sidang 

lanjutan, 

sudah 

dilaksanakan 

Kurang baik 1 

3 
Penundaan sidang berdasarkan alasan yang 

kuat. 
Ya Baik 2 

4 
Pelaksanaan sidang dengan majelis hakim 

dilaksanakan dengan tertib. 
Ya Baik 2 

5 
Mediasi dilaksanakan dengan  berpedoman 

pada  SEMA No.1 Th 2008. 
Ya Baik 2 

6 

Pergantian susunan Majelis Hakim harus 

dengan PMH baru yang di tunjuk oleh Ketua 

Pengadilan. 

Ya Baik 2 

III. TAHAP PUTUSAN DAN MINUTASI (BUKU 

II HAL. 32) 

   

1 Saat diucapkan putusan sudah jadi  

ada yang 

berupa 

konsep, dan 

ada yang 

sudah jadi 

kurang baik 1 

2 

Putusan dalam bentuk soft copy dan 

ditempatkan pada album cd dan diberi kode 

nomor perkara; 

sebagian 

sudah ada 

dan sebagain 

tidak ada 

diupayakan 

supaya putusan 

dalam bentuk 

soft copy 

1 

3 Catatan kaki pada putusan; Ya Baik 2 
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4 Pengadilan menyediakan salinan putusan 

untuk para pihak (SEMA No.1 tahun 2011); 
Ya Baik 2 

5 Salinan Putusan disampaikan atas permintaan  

pihak yang bersangkutan; 
Ya Baik 2 

6 Salinan Putusan perkara perceraian telah 

disampaikan kepada KUA. 
Ya Baik 2 

7 

Implementasi SEMA nomor 14 tahun 2008 

tentang Dokumen Elektronik sebagai 

kelengkapan permohonan kasasi dan PK 

(rakernas) 

Ya Baik 2 

MANAJEMEN PERADILAN 

NO UNSUR-UNSUR YANG DIPERIKSA 
KONDISI/K

RITERIA 

TANGGAPAN 

/OBRIK 

NILAI/

HASIL 

I.   PROGRAM KERJA DAN PENCAPAIAN 

TARGET 

   

1 

Program Kerja disusun oleh Ketua, Wakil 

Ketua, para Hakim, pejabat funsional dan  

pejabat struktural dengan berpedoman pada 

Program Kerja PTA Ambon tahun 2014; 

Ya Baik 2 

2 
Program kerja  dikaitkan dengan DIPA tahun 

2016; 
Ya Baik 2 

3 
Program kerja telah disosialisasikan kepada 

seluruh pegawai;. 
Ya Baik 2 

4 
Program kerja  dibuat secara rinci termasuk 

jadwal kegiatan dan pertanggungjawaban; 
Ya Baik 2 

5 
Terdapat indikator kinerja pencapaian target 

dan evaluasi; 
Ya Baik 2 

6 

Rapat-rapat untuk melakukan perencanaan 

dan evaluasi terhadap pelaksanaan program 

kerja telah dilaksanakan. 

Ya Baik 2 

 

  

   II. MEKANISME PEMBINAAN DAN 

PENGAWASAN (BUKU IV HAL. 56-58 

   
1 

Binwas telah dilaksanakan oleh masing-

masing Hawasbid; 
Ya Baik 2 

2 

Binwas dilakukan dengan meneliti Buku-

Buku, Laporan, dan dokumen lainnya serta 

melakukan pembinaan secara langsung; 

Ya Baik 2 

3 
Hasil binwas telah dilaporkan, dievaluasi dan 

ditindak lanjuti oleh pimpinan; 
Ya Baik 2 

4 
Ada rapat kordinasi Binwas yang dipimpin 

oleh Wakil Ketua dan dibuat notulen rapat; 
Ya Baik 2 

5 Court calender telah dilaksanakan; Ya Baik 2 

6 

 Ketua telah mengeksaminir perkara yang 

telah diputus Hakim dan melaporkannya ke 

PTA; 

Ya Baik 2 

7 
Ada pertemuan berkala para Hakim dan 

pejabat kepaniteraan dan kesekretariatan; 
Ya Baik 2 

 

MANAGEMEN PERADILAN DAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK 

No UNSUR-UNSUR YANG DIPERIKSA KONDISI/ TANGGAPAN 
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KRITERIA OBRIK  

1 2 3 4 

1 Program Kerja dan Pencapaian Target (Buku IV 

h. 55-56). 

1) Program Kerja disusun oleh Ketua, Wakil Ketua, 

para Hakim, pejabat funsional dan  pejabat 

struktural dengan berpedoman pada Program 

Kerja PA Tual tahun 2015; 

2) Program kerja  dikaitkan dengan DIPA tahun 

2016; 

3) Program kerja telah disosialisasikan kepada 

seluruh pegawai;.  

4) Program kerja  dibuat secara rinci termasuk 

jadwal kegiatan dan pertanggungjawaban; 

5) Terdapat indikator kinerja pencapaian target dan 

evaluasi. 

6). Rapat-rapat untuk melakukan perencanaan dan 

evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja telah 

dilaksanakan. 

 

 

Ya 

 

 

 

 

Ya 

 

Ya 

 

 

Ya 

 

Ya 

 

Ya 

 

 

Baik 

 

 

 

 

Baik 

 

Baik 

 

 

Baik 

 

Baik 

 

Baik   

2 Mekanisme Pembinaan dan Pengawasan (Buku IV 

h. 56-58) 

1) SK Hawasbid tertanggal 30 Maret 2016, 

Nomor : W24-A3/308/PS.01/III/2016; 

2) Binwas telah dilaksanakan oleh masing-

masing Hawasbid; 

3) Binwas dilakukan dengan meneliti Buku-

Buku, Laporan, dan dokumen lainnya serta 

melakukan pembinaan secara langsung; 

4) Hasil binwas telah dilaporkan, dievaluasi dan 

ditindak lanjuti oleh pimpinan; 

5) Ada rapat koordinasi Binwas yang dipimpin 

oleh Wakil Ketua dan dibuat notulen rapat; 

6) Court calender telah dilaksanakan; 

7) Ketua telah mengeksaminir perkara yang telah 

diputus Hakim dan melaporkannya ke PTA; 

8) Ada pertemuan berkala para Hakim dan 

pejabat kepaniteraan dan kesekretariatan; 

 

 

Ada 

 

 

Ya 

 

Ya 

 

 

 

Ya 

 

Ya 

 

Ya 

 

Ya 

 

Ya 

 

 

 

Baik 

 

 

Baik 

 

Baik 

 

 

 

Baik 

 

Baik 

 

Baik 

 

Baik 

 

Baik 

 

3 Kedisiplinan, Ketaatan, Kebersihan, dan 

Kerapihan (Buku IV h.163) 

1. Tertib Kedisiplinan 

1) Sarana dan kegiatan untuk meningkatkan 

kedisiplinan; 

2) Pelaksanaan WASKAT; 

3) Daftar hadir; 

4) Ada rapat untuk memecahkan masalah; 

5) Pegawai yang berprestasi, dan  bentuk 

penghargaan yang diberikan kepadanya; 

6) Dokumen tentang pelanggaran disiplin. 

 

 

 

 

Ada 

 

Ya 

Ada 

Ya 

 

Ada 

 

 

Ada 

 

 

 

 

Baik 

 

Baik 

Baik 

Baik  

 

Dalam bentuk 

sertifikat/piagam 

 

Baik 
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 2. Tertib Perkantoran 

1) Penataan ruang kerja dan perlengkapan 

sudah tertib; 

2) Pengaturan halaman yang nyaman dan 

parkir secara rapi dan aman; 

3) Absensi dilaksanakan secara tertib; 

3. Budaya Bersih 

1) Ada jum’at bersih; 

2) Ruang kerja, ruang sidang, bahkan kamar 

mandi sudah bersih; 

3) Ruang mediasi dan ruang kaukus harus 

bersih dan rapih. 

4. Budaya Kerja 

1) Hasil kerja berkualitas, ekonomis dan 

memuaskan; 

2) Disiplin kerja sudah ditegakkan; 

3) Kesiapan dan kemampuan mengubah 

pola pikir dan prilaku; 

4) Pelayanan yang cepat, ramah dan 

sopan. 

 

Ya 

 

Ya 

 

 

Ya 

 

Ya 

 

Kurang  

 

Tidak  

 

 

Ya 

 

Ya 

 

Ya 

 

Ya 

 

Baik 

 

Baik 

 

 

Baik  

 

 

Dilaksanakan 

setiap bulan. 

Kamar mandi 

sering ada 

puntung rokok. 

Lantai ruang 

mediasi tidak 

bersih. 

Memuaskan 

 

Dipertahankan 

 

Masih 

diupayakan 

 

Baik 

4 Inventaris Penunjang Kinerja Pelayanan Publik 

(Buku II h.162) 

1) Telah tersedia instrumen yang memudahkan 

masyarakat mengakses ke Pengadilan (seperti 

papan proses penerimaan perkara, perincian 

biaya perkara, loket-loket yang berhubungan 

dengan perkara dan lain-lain); 

2) Kondisi ruangan penerimaan perkara bersih dan 

tersedia korsi tamu hadap yang memadai; 

3) Tata ruang meja I, Meja II, dan Meja III (bersih 

dan lengkap); 

4) Ruang tunggu pihak berperkara dan ruang 

sidang yang dilengkapi pengeras suara. 

 

5) Tempat pemeriksaan  dan penanganan 

pengaduan sudah baik.  

 

6) Akses publik terhadap Pengadilan telah berjalan 

sebagaimana mestinya. 

7) Sudah ditunjuk Humas dan petugas desk 

Information. 

 

 

Ya 

 

 

 

 

 

Ya 

 

Ya 

 

 

Ya 

 

Ya 

 

 

 

Ya 

 

 

Ya  

 

 

Baik 

 

 

 

 

 

Baik 

 

Dipertahankan 

 

 

Memuaskan 

 

Tempat 

pengaduan 

masih satu ruang 

dgn ruang 

kaukus 

 

Baik 

 

 

Sudah  

 

5 Pelayanan dan Tingkat Pengaduan Masyarakat 

(Buku IV h.171) 

1) Pelaksanaan pelayanan public (KMA 

026/KMA/SK/II/2012 yang meliputi Pengaduan, 

persidangan, Biaya Perkara, Posbakum, 

Imformasi, penyelesaian perkara, mediasi, siding 

keliling dan lain-lain);  

2) Pelayanan publik sudah dilaksanakan dengan 

tertib, aman dan lancar (periksa laporan 

masyarakat); 

 

 

Ya 

 

 

 

 

 

Ya 

 

 

 

 

Baik 

 

 

 

 

 

Memuaskan 
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3) Pengaduan masyarakat, kalau ada bagaimana 

cara penanganannya; 

4) Kotak Saran. 

 

Belum ada pengaduan 

 

Ada 

Dipertahankan 

 

Belum dipasang 

 

 

ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 

No UNSUR-UNSUR YANG DIPERIKSA KONDISI/ 

KRITERIA 

TANGGAPAN 

OBRIK 

1 2 3 4 

1 Kelengkapan Kepegawaian 

1) Buku induk pegawai/buku register pegawai 

2) File pegawai 

3) Buku kendali kenaikan pangkat, gaji berkala, 

pensiun 

4) Kartu data pegawai 

5) Statistik pegawai 

6) Buku catatan penilaian DP3 

7) Teliti DP3  setiap pegawai sudah dinilai dengan 

benar 

8) Data pegawai menurut jenis kelamin, pendidikan 

formal/non formal dan umur dll. 

 

Ada 

Ada 

 

Ada 

 

Ada 

Ada 

2016 tidak dipakai 

lagi DP3.  

Ya 

 

Ada 

 

Baik 

Baik 

 

Baik 

 

Baik 

Baik  

Menggunakan 

SKP 

 

Baik 

 

Baik 

2 Daftar Urut Kepangkatan 

1) Pembuatan DUK telah sesuai PP 15 Tahun 1979 

2) Ketepatan waktu sudah sesuai aturan 

3) Urutan sudah sesuai aturan 

4) Apakah ada yang keberatan 

 

Sdh sesuai 

Ya 

Ya 

Tdk ada 

 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

3 NIP 

1) Semua pegawai sudah mempunyai NIP yang 

baru 

2) Yang belum mempunyai NIP sudah diusulkan. 

 

Ya 

 

-  

 

Baik 

 

- 

4 Kenaikan Pangkat 

1) Pegawai yang telah memenuhi syarat naik 

pangkat 

2) Usul kenaikan pangkat telah sesuai aturan 

3) Pegawai yang lebih tinggi pangkatnya dari atasan 

4) Hambatan dalam kenaikan pangkat 

5) Kenaikan pangkat sudah sesuai waktunya 

6) Kenaikan pangkat  dengan system paper list. 

 

Semua memenuhi 

syarat 

 

Ya 

Tdk ada 

Tdk ada 

Ya 

Ya 

 

Baik 

 

Baik 

 

- 

- 

Baik 

Baik 

5 Kenaikan Gaji Berkala 

1) Pegawai yang sudah memenuhi syarat KGB 

2) Pegawai  yang  KGB nya ditunda. 

3) Pembayaran KGB terlambat 

4) Pemberian KGB sudah sesuai aturan 

 

Ya 

Tdk ada 

Tdk ada 

Ya 

 

 

Baik 

- 

- 

Baik 

 

6 Pendidikan dan latihan 

1) Data pegawai yang telah mengikuti diklat 

2) Pegawai yang telah  menduduki jabatan tetapi 

belum mengikuti diklat 

 

Ada 

 

Ada 

 

Baik 

 

Msh banyak yg 

blm mengikuti 

diklat 
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7 Pengisian Jabatan 

1) Jabatan yang belum diisi tidak ada 

2) Usul pengisian jabatan sudah sesuai DUK 

3) Pengisian jabatan melalui TPM/Baperjakat 

4) SK tim Baperjakat 

5) Pejabat sudah 4 tahun  menduduki jabatan  

 

Ada 

Ya 

Ya 

Ada 

Ad 

 

Ketua 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

8 Kinerja 

1) Pakta integritas yang belum dibuat untuk 

pejabat/pegawai. 

2) Pernah ada sosialisasi dari bagian/urusan 

kepegawaian terkait pelaksanaan Sasaran Kerja 

Pegawai  kepada seluruh pegawai (PP 

no.46/2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja 

PNS). 

3) Sasaran Kerja Pegawai (SKP) telah dibuat oleh 

masing-masing pegawai yang diketahui oleh 

atasan langsung. 

4) SKP sesuai format PP no.46/2011 tentang 

Penilaian Prestasi Kerja PNS. 

 

5) Atasan Langsung selaku Pejabat Penilai telah 

membuat form Penilaian SKP. 

6) Untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi 

capaian SKP secara berkala dan prilaku kerja 

PNS yang dinilai, Pejabat Penilai menggunakan 

Buku Catatan Penilaian Prilaku Kerja PNS.  

7) Hukuman disiplin / Jabatan sesuai dengan PP 53 

Tahun 2010 dan KMA dan KY 047-

KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 

khusus bagi hakim, panitera/Jurusita dan 

pegawai. 

 

 

Semuanya sdh dibuat 

 

Ya 

 

 

 

 

Ya 

 

 

 

- 

 

Sudah  

 

Ada  

 

 

 

Tidak ada 

 

 

 

Baik 

 

Dilakukan pd bln 

Maret 

 

 

 

 

Blm semuanya 

dibuat krn hal baru 

 

 

- 

 

Belum dibagi 

 

Baik  

 

 

 

Pertahankan  

9 Pemberhentian PNS 

1) Pegawai yang sudah mengajukan pensiun  

2) Pegawai 3 bulan menjelang pensiun tetapi belum 

menerima SK pensiun 

3) Dalam penyelesaian pensiun tepat waktu.  

4) Pegawai yang sudah memasuki usia pensiun 

tetapi masih aktif gajinya  

 

Tidak ada 

 

Tidak ada 

 

- 

 

Tidak ada 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

10 Remunerasi 

 Pelaksanaan remunerasi terkait dengan 

1) Pada daftar hadir (absensi) 

2) Pemotongan remunerasi sesuai dengan 

ketentuan SK KMA 071/2008, Sekma 

No.SK/035/2008,  KMA No.069/2009 

3) Cuti sakit 

4) Cuti Alasan Penting 

5) Cuti Tahunan 

6) Cuti Besar 

7) Cuti Bersalin 

8) Buku kontrol tentang cuti  

 

 

Ya 

Ya 

 

 

Ada 

Ada 

Ada 

Tidak ada 

Belum ada 

Ya 

 

 

Baik 

Baik 

 

 

Baik 

Baik 

Baik 

- 

- 

Baik 
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11 Kesejahteraan Pegawai 

1) Buku kontrol kenaikan pangkat dan kenaikan gaji 

berkala  pegawai.  

2) Kartu Askes, KartuTaspen, Kartu isteri, Kartu 

Suami, Kartu Pegawai, Kartu Pengenal, dll;  

3) Baju dinas dan uang makan sesuai dengan yang 

tertera di dalam DIPA 

4) Bentuk-bentuk lain mengenai kesejahteraan 

pegawai seperti Koperasi Pegawai dll 

 

Ada 

 

Ada 

 

 

Ya 

 

Ada 

 

 

Baik 

 

Baik 

 

 

Baik 

 

Baik 

 

12 AplikasiKepegawaian 

1) Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian 

(SAPK) dilaksanakan: 

a. Melakukanperemajaan data. 

b. Perbaikan Unit Organisasi. 

2) Data Kepegawaian yang ada pada Website sudah 

diupdate. 

a. Profil  Pimpinan 

b. Data Hakim 

c. Data Pegawai 

d. DUK dan Bezetting Formasi 

3) Data pegawaipada SIMPEG sering di update. 

4) DokumenKepegawaianseringdiupdate/upload 

kedalam e-Dokumen. 

 

Sedang  dilaksanakan 

- 

 

 

Ada 

Ada 

Ada 

Ada 

Ya 

 

Ya  

 

 

Jaringan kurang 

bagus 

 

 

- 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Jaringan kurang 

bagus 

Jaringan kurang 

bagus 

 

 

 

ADMINISTRASI UMUM 

No UNSUR-UNSUR YANG DINILAI 
KONDISI 

KRITERIA 

TANGGAPAN 

OBRIK 

1 2 3 4 

A TATA PERSURATAN 

1. Apakah semua surat masuk dan surat keluar 

telah dicatat dan diagendakan sesuai  dengan 

bentuk, sifat dan jenisnya; 

2. Apakah surat-surat sudah memakai kartu 

kendali dan disposisi serta box penyimpan-an 

kertas disposisi/kartu kendali 

3. Apakah penulisan nomor surat sesuai dengan 

urutan atau tidak; 

4. Apakah telah rapi dalam pen-catan/pembukuan 

surat (buku Agenda Surat Masuk dan Keluar). 

 

Ya 

 

 

Ya 

 

 

Ya 

 

Ya 

 

Sudah 

 

 

Dalam tahap 

perbaikan 

 

Sudah 

 

Sudah 

B KEARSIPAN 

1. Apakah ada lemari arsip untuk surat masuk/ 

keluar dan dokumen lainnya; 

2. Apakah arsip pada lemari arsip tertata rapih, 

sesuai dengan box-box fille nya dan sesuai 

kode klasifikasi surat; 

3. Apakah mudah dalam mencari arsip surat/ 

dokumen. 

 

Ya 

 

Ya 

 

 

Ya 

 

Sudah 

 

Sudah namun 

belum rapi 

 

Masih agak 

susah karena 

belum rapi 
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D 

 

 

 

 

 

 

 

1. Apakah ada laporan tertulis maupun statistik 

tentang per-kembangan perpustakaan setiap 

bulannya yang ditujukan kepada ketua 

Pengadilan Tinggi Agama Ambon; 

 

INVENTARIS BMN 

1. Apakah Barang Inventaris BMN telah 

terinventaris dengan baik, antara lain meliputi 

: 

- Penetapan (SK) Pe-nempatan Rumah Dinas; 

- Penetpan (SK) Pe-nanggung - jawab 

penggunaan Ken-daraan Dinas Roda-4 dan 

Roda-2; 

- Penetapan (SK) Penanggung - jawab 

Pengguna Laptop; 

2. Apakah Barang Inventaris BMN telah 

tercatat/terbukukan sebagai aset kantor seperti : 

1. Inventaris BMN 

- KIB (Tanah, Bangunan dan Kendaraan), 

DBR, dan No/NUP Rumah Dinas; 

- Apakah telah dibuatkan penetapan status 

atas gedung bangunan kantor dan rumah 

dinas. 

2. Barang Persedian 

- Apakah dibuat Buku Persediaan, yang 

meliputi : 

1. Barang masuk dan 

2. Barang keluar. 

- Apakah barang persediaan menggunakan 

aplikasi Barang persediaan; 

- Apakah barang persediaan yang masuk 

didukung dengan data dukung pengadaan 

barang (belanja barang), baik itu barang 

persediaan yang diperoleh dari DIPA. 01 dan 

04. 

- Apakah ada stok persediaan barang yang 

diperoleh dari DIPA 01 dan 04;  

- Apakah sisa/stok barang persediaan di simpan 

dalam lemari atau tempat yang aman; 

- Apakan dibuat laporan barang persediaan 

setiap bulannya dan ditandatangani oleh 

kuasa pengguna barang dan kaur/kasubag 

umum; 

- Apakah laporan barang persediaan dilaporkan 

ke aplikasi komdanas setiap bulannya; 

Tidak 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ya 

Ya 

 

 

Ya  

 

 

 

 

Ya 

 

Ya 

 

 

 

 

 

Ya 

Ya 

 

Ya 

 

 

Ya 

 

 

 

Ya 

 

Ya 

 

Ya 

 

 

 

Ya 

Masih belum 

dibuat 

 

 

 

 

 

 

 

Ada 

 

Ada 

 

Sudah dibuat 

 

 

 

 

 

Sudah   

 

Sudah  

 

 

 

 

Sudah  

Sudah  

 

Ada 

 

 

Ada 

 

 

 

Ada 

 

Ada  

 

Sudah 

 

 

 

Sudah 
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E 

 

 

 

 

Pengadaan Barang (Belanja Modal) 

- Apakah ada SK penetapan ULP/POKJA; 

 Apakah sudah terbentuk ULP/Pokja 

SATKER; 

- Apakah ada SK Pengelola Pengadaan Barang 

dan Jasa yang ditandatangani oleh Ketua 

Pokja; 

- Apakah ada SK Pemerima/Pemeriksa Barang 

yang ditetapkan oleh kuasa pengguna 

Anggaran/Barang; 

- Apakah pengadaan barang dan jasa sudah 

sesuai dengan ketentuan Pepres 70 Tahun 

2012; 

- Apakah Dokumen pengadaan barang dan jasa 

sudah sudah sesuai dengan ketentuan, yang 

ditetapkan; 

- Apakah ada perencanaan pengadaan barang 

dan jasa sebelumnya; 

- Apakah ada survei harga pasar sebelum  di 

buat HPS; 

- Apakah proses pengadaan melalui 

pengumuman di LPSE Promal LPSE 

Mahkamah Agung Emile; LPSE. Mahkamah 

agung.go.id; 

- Apakah pengadaan di bawah 200 Juta 

dilakukan penunjukan langsung; 

- Apakah pengadaan diatas 200 juta dilakukan 

lelang umum; 

- Apakah dokumen pengadaan Barang dan jasa 

melalui rekanan (LS) sesuai dokumennya 

(Kontrak/SPK, Surat penawaran, penawaran 

harga (rekanan), penetapan/penunjukan 

rekanan, BA. serah terima/penyerahan Barang, 

BA. Pemeriksaan Barang, BA. Pembayaran 

dan Kwitansi (LS). 

- Apakah volume barang pengadaan sudah 

sesuai dengan faktur atau kontrak; 

- Apakah pengadaan barang dan jasa sudah 

didaftarkan/dicatat sebagai BMN.  

- Apakah pengadaan barang Pembangunan 

sarana dan prasarana sudah sesuai dengan 

aturan (Pepres 70 Tahun 2012); 

- Apakah pengadaan barang Pembangunan 

sarana dan prasarana ada dokumennya, yang 

meliputi : 

- SK Panitia Pelelangan; 

- SK Panitia Pengelola; 

- Penetapan konsultan perencanaan; 

- Dokumen Konstruksi; 

- Dokumen Pengawasan. 

 

 

 

Ya 

 

 

Ya 

 

 

Ya 

 

 

Ya 

 

 

Ya 

 

 

Ya 

 

Ya 

 

Tidak 

 

 

Ya 

 

 

Ya 

 

Ya 

 

 

 

 

 

 

Ya 

 

Ya 

 

Ya 

 

 

Ya 

 

 

Ya 

 

 

SK Panitia 

Pengadaan 

 

Sudah 

 

 

Sudah 

 

 

Sudah  

 

 

Sudah  

 

 

Ada 

 

Ada 

 

Tidak Pernah 

 

 

Pernah 

 

 

Ada 

 

Ada 

 

 

 

 

 

 

Ada 

 

Sudah  

 

Sudah 

 

 

 

 

 

Kurang Lengkap 
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F Penghapusan BMN 

1. Apakah ada dokumen anrata lain :  

- SK/Surat Penunjukan Tim Opname fisik 

BMN; 

- SK/Surat Penunjukan  Panitia Penghapusan; 

- Surat Penetapan Peng-hapusan dari BUA 

dan KPKNL; 

- Risalah Lelang; 

- Bukti Setoran PNBP Lelang. 

2. Apakah ada BMN yang hilang 

3. Apakah ada BAP atas barang yang hilang; 

4. Apakah ada SK Tim invertigasi barang 

yang hilang; 

5. Apakah ada berta acara pemeriksaan barang 

yang hilang; 

6. Apakah ada tindak lanjut atas barang yang 

hilang dari  BUA MA-RI. 

 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

G Laporan SIMAK- BMN 

 Laporan BMN : 

- Apakah laporan dibuat secara benar dan tepat 

waktu, antara lain : 

1. Bulanan; 

2. Semesteran; 

3. Tahunan 

- Apakah dibuatkan Berita Acara Rekon (BAR) 

di setiap membuat laporan, dengan 

melakukan rekonsiliasi internal antara (Simak 

dengan Persediaan), (Simak-BMN dan 

SAKPA) dan rekonsiliasi eks-ternal dengan 

KPKNL dan Korwil; 

- Apakah ada di buat Catatan Atas Laporan 

BMN; 

- Apakah dibuatkan Berita Acara Rekon (BAR) 

di setiap membuat laporan, dengan 

melakukan rekonsiliasi internal antara (Simak 

dengan Persediaan), (Simak-BMN dan 

SAKPA) dan rekonsiliasi eks-ternal dengan 

KPKNL dan Korwil; 

- Apakah ada di buat Catatan Atas Laporan 

BMN. 

 

 

Ya 

 

 

 

 

 

Ya 

 

 

 

 

Ya 

 

 

Ya  

 

 

 

 

 

Ya  

 

 

Bulan Maret 

belum lengkap 

 

 

 

 

Sudah 

 

 

 

 

Ada   

 

 

Ada  

 

 

 

 

Ada 

H Kelengkapan  Tata Ruang (data pendukung) 

1. Apakah ada Papan Struktur Organisasi 

Lembaga SATKER; 

2. Apakah ada papan masuk keluar Pejabat; 

3. Apakah ada papan pengumuman;  

4. Apakah ada papan pola klasifikasi surat sesuai 

klasifikasi surat MA-RI; 

5. Apakah ada Papan Struktur Organisasi Penata 

Usahaan BMN 

6. Apakah ada papan nama setiap ruangan.  

 

Ya 

 

Ya 

Ya 

Tidak 

 

Tidak 

 

Ya 

 

Ada  

 

Ada  

Ada  

Belum dicetak 

 

Belum ada 

 

Ada  
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I TENAGA KONTRAK 

1.  Apakah ada Tenaga Kontrak, antara lain : 

- SATPAM 

- Bramu Bhakti/Cleaning  

   Servis.  

setiap tahun diadakan peng-angkatan ulang 

dengan melakukan pengumuman pendaftaran. 

2.   Apakah ada SK. K.PTA/K.    H PA 

dan berita acara perjanjian kontrak kerja atas 

pengangkatan Tenaga Kontrak; 

3.  Apakah ada Absensi untuktenaga kontrak 

 

Ya 

 

 

 

 

 

Ya 

 

 

Ada  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulan Januari 

dan Februari 

belum ada 

J TUNTUTAN GANTI RUGI (TGR) 

1. Apakah ada barang inventaris BMN yang 

hilang /di curi;  

2. Apakah ketika terjadi pencurian di laporkan ke 

pihak Kepolisian; 

3. Apakah ada BAP Kepolisi-an atas barang yang 

hilang; 

4. Apaka di bentuk tim  internal invertigasi  

barang hilang/pencurian yang ditetapkan 

dengan SK; 

5. Apakah ada tindak lanjut atas BMN yang 

hilang ke. KPKNL/Korwil sebagai laporan dan 

BUA MA-RI untuk ditindaklanjuti. 

6. Apakah ada bukti penyetoran BNBP atas TGR 

yang bersangkutan. 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

ADMINISTRASI KEUANGAN 

No UNSUR-UNSUR YANG DIPERIKSA 
KONDISI/ 

KRITERIA 

TANGGAPAN 

OBRIK 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Pembukuan Bendahara Pengeluaran. 

 Buku Keuangan yang terdiri atas: 

- Buku Kas Umum;  

- Buku Kas Pembantu; 

- Buku Kas Pembantu Tunai; 

- Buku Kas Bank; 

- Buku Pembantu BPP; 

- Buku Pembantu Uang Persediaan; 

- Buku Pembantu LS Bendahara; 

- Buku Pembantu Pajak; 

- Buku Pembantu Lain-Lain; 

- Buku Pengawasan perMAK; 

- LPJ Bendahara; 

2. Berita Acara Penutupan Kas menggunakan 

Aplikasi Pembukuan Bendahara dan 

ditutup setiap bulan; 

3. Pembukuan Bendahara Pengeluaran telah 

menggunakan aplikasi Pembukuan 

Bendahara; 

 

 

Ada 

Ada 

Ada 

Ada 

Ada 

Ada 

Ada 

Tidak ada 

Ada 

Ada 

Ada 

Ada 

 

 

Ada 

 

 

Ada 

 

 

 

 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Kurang baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

 

 

Baik 

 

 

Kurang baik 
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4. BKU ditutup setiap bulan oleh Bendahara 

dan diketahui KPA dan penutupan 

pertriwulan oleh KPA disertai Berita Acara 

Penutupan;  

5. Nomor urut, tanggal, uraian, angka dan 

perhitungannya, kebersihan dan kerapihan, 

setelah dilakukan uji coba pada bebarapa 

transaksi untuk dikaitkan dengan beberapa 

Buku Bantu, ternyata cocok tanggal 

pembukuan, volume dan angka 

pengeluaran. 

Tidak ada 

 

 

 

 

 

Ada 

 

Baik 

 

 

 

 

 

Kurang  

  

 

 

 

 

2 Manajemen Pengelolaan Keuangan; 

1) Struktur organisasi pengelola keuangan 

2) Pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung 

jawab: 

o Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); 

o Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 

/Penanggug Jawab Kegiatan; 

o Ka. Urusan Keuangan/ Pejabat 

Penanda Tangan SPM; 

o Bendahara Pengeluaran;  

Telah sesuai dengan ketentuan PMK 

No.190/KMA 05/2012; 

- Papan rencana penarikan dan realisasi 

anggaran; 

- Laporan PPK kepada KPA setiap bulan; 

- KPA membuat laporan kepada Ketua 

Pengadilan setiap bulan; 

- Perencanaan dan pengeluaran DIPA sudah 

sesuai (periksa Realisasi Belanja Modal, 

cocokan antara Volume DIPA dan kontrak); 

- Fisik barang dan  pengeluaran lainnya sudah 

sesuai dengan bukti pengeluaran dalam 

DIPA; 

- Penyimpanan uang di brankas sudah sesuai 

aturan (opname brankas, hitung uang dan 

sesuaikan dengan kwitansi, buat berita acara 

penutupan Kas); 

 

Ada 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

Ada 

 

Ada 

Ada 

 

Tidak ada 

 

 

 

Tidak ada 

 

 

Ada 

 

 

 

 

Baik 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

 

Baik 

 

Baik 

Baik 

 

Kurang baik 

 

 

 

Baik 

 

 

Kurang baik 

 

3 Prosedur Pengajuan SPP dan Penerbitan  SPM. 

1) Pejabat penanda tangan SPM telah meneliti 

dokumen sesuai jenis SPM (PMK NO. 

190/PMK.05/2012) UP, GU, LS dan TUP; 

2) Kwitansi pembayaran telah sesuai dengan 

standar umum; 

3) Kwitansi pembayaran langsung Belanja 

Modal yang dilampirkan sebagai arsip; 

4) SPPD sesuai bukti pertanggung jawaban asli 

yaitu:  

- Kwitansi 

- Rincian biaya perjalan dinas memuat 

uraianharga tiket, airport tax, uang harian, 

representasi, biaya penginapan, 

pengeluaran riil 

 

 

Ada 

 

 

Ada 

 

Ada 

 

Ada 

 

 

Ada 

 

Ada 

 

 

 

 

Baik 

 

 

Baik 

 

Baik 

 

Baik  

 

 

Baik 

 

Baik 
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- Daftar pengeluaran riil 

- Surat perintah perjalanan dinas 

- Bukti tiket, boarding pass dan transport 

lain 

- Bukti penginapan/hotel.  

 Sesuai dengan standar biaya umum 

(PMK Nomor 65/PMK.02/2015); 

 

5) Kwitansi/bukti pengeluaran ditanda tangani 

Kabag Umum, PPK dan KPA (cocokan 

dengan BKU); 

6) Semua bukti permintaan SPM dan bukti 

pembayaran SPPD telah diarsipkan beserta 

data pendukungnya setiap bulan dalam satu 

bundel Box File; 

7) Semua arsip sudah tertata dan tersimpan 

dengan baik, sehingga mudah didapat jika 

dibutuhkan; 

8) SPM digunakan untuk biaya penyelesaian 

perkara; 

9) Penggunaan rumah dinas ditetapkan dengan 

SK dan biaya sewa rumah dinas sesuai 

dengan ketentuan dan disetor setiap bulan 

melalui PNBP. 

 

Ada 

Ada 

 

Ada 

 

 

Ada 

 

 

Ada 

 

 

 

Ada 

 

 

 

Ada 

 

 

 

Ada 

 

Ada  

 

Kurang baik 

Baik 

 

Baik 

 

 

Kurang baik 

 

 

Baik 

 

 

 

Baik 

 

 

 

Kurang baik 

 

 

 

baik 

 

4 Laporan Keuangan 

1) Laporan keuangan dengan SAKPA setiap 

bulan (dibuktikan adanya hasil rekonsiliasi ke 

KPPN, laporan keuangan triwulan, 

semesteran dan tahunan); 

2) Ada kecocokan antara Laporan SIMAK 

dengan SAKPA dalam Berita Acara 

Rekonsiliasi (BAR) Internal dan Satker 

dengan KPPN setempat; 

3) Sudah dibuat catatan atas laporan keuangan 

(Calk) telah memenuhi ikhtiar capaian kinerja 

keuangan; 

4) Laporan PNBP setiap bulan sesuai format 

terbaru, tepat waktu, sesuai alamat yang 

dituju, serta dilengkapi dengan bukti setor; 

5).  Laporan PNBP telah menggunakan aplikasi 

PNBP (Buku Kas Umum dan Buku Kas 

Pembantu); 

6).  Berita Acara Penutupan Kas PNBP dan 

rekonsiliasi, sesuai dengan petunjuk; 

5) 7).  LRA (Laporan Realisasi Anggaran) untuk 

per-triwulan minimal sudah mencapai 25% , 

jika belum dicapai, apa alasannya 

 

Ada 

 

 

 

 

 

Ada 

 

 

 

Ada 

 

 

 

Ada 

 

 

Tidak ada 

 

 

Ada  

 

Ada 

 

 

Baik 

 

 

 

 

 

Baik 

 

 

 

Baik 

 

 

 

Baik 

 

 

Aplikasinya tidak 

ada 

 

 

Baik  

 

Belum mencapai 

target 21,09 % 

 

5 Pemenuhan Permintaan KPPN 

1) Rencana penarikan Pagu Anggaran Belanja 

sesuai kebutuhan yang dijadualkan dalam 

AFS (harian, mingguan, dan bulanan); 

2) Rekonsiliasi ke KPPN tepat waktu dan tidak 

 

- 

 

 

 

 

- 
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pernah terlambat, sehingga terhindar dari 

sanksi; 

3) SPP LS Belanja Modal dilengkapi dengan 

data pendukung, yaitu: 

- Resume Kontrak; 

- Faktur; 

- SSP; 

- Foto copy PNBP; 

- Rekening Koran; 

- Jaminan Bank/Lembaga Keuangan lainnya; 

Ada 

 

 

 

Ada  

Ada 

Ada 

Tidak ada 

Ada 

- 

Baik 

 

 

 

Baik  

Baik 

Baik 

- 

Baik 

- 

6. Dokumen Pendukung, yaitu: 

- Kontrak/SPMK; 

- Berita Acara Pembayaran; 

- Kwitansi Pembayaran sesuai dengan 

format (Lampiran III KMA No. 

190/KMA.05/2012); 

- Berita Acara Penyerahan Barang; 

- Berita Acara Pemeriksaan Barang; 

- SK Panitia. 

 

Ada 

- 

Ada 

 

 

 

- 

- 

Ada 

 

Baik 

- 

Baik 

 

 

 

- 

- 

baik 

 

 

 Pengawasan dan Pembinaan Triwulan II (April – Juni). 

ADMINISTRASI PERKARA 
 

NO UNSUR-UNSUR YANG DIPERIKSA 
KONDISI/ 

KRITERIA 

TANGGAPAN/

OBRIK 

NILAI 

/HASIL 

1 2 3 4 5 

I  PENERIMAAN PERKARA       

1 

Sistem pelayanan  perkara tingkat pertama, 

banding, kasasi, peninjauan kembali telah 

dilaksanakan dengan menggunakan sistem 

meja . 

Ya Baik 2 

2 

Pembagian tugas Meja I, II, III telah 

dilaksanakan secara konsisten, sesuai 

ketentuan yang berlaku. 

Ya Baik 2 

3 

Penetapan panjar biaya perkara telah 

didasarkan pada Surat Keputusan Ketua 

tentang biaya perkara 

Ya Baik 2 

4 Pembayaran panjar biaya perkara melalui bank. Ya Baik 2 

5 
Mekanisme pembiayaan perkara prodeo yang 

dibiayai DIPA  
Ya Baik 2 

II  ADMINISTRASI BIAYA PERKARA (BUKU II 

HAL 18-22) 

   

1 

Buku-buku keuangan perkara   lengkap (buku 

induk, buku jurnal, buku bantu, buku keuangan 

biaya eksekusi, buku HHK); 

Ya Baik 2 

2 

Buku-buku keuangan perkara  telah dikelola 

secara tertib dan benar sesuai ketentuan Buku 

II; 

Ya Baik 2 

3 
Perbedaan antara saldo kas dengan saldo dalam 

pembukuan; 
Ya Baik 2 
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4 

Ketua Pengadilan telah melaksanakan 

pengawasankeuangan perkara secara tertib 

dengan melakukan penutupan buku induk 

keuangan perkara setidak-tidaknya sekali 

dalam tiga bulan; 

Ya Baik 2 

5 
Instrumen keuangan telah berjalan dengan 

tertib; 
Ya Baik 2 

6 
Tambahan panjar biaya perkara terkait adanya 

putusan sela tingkat banding; 
Ya Baik 2 

7 Sisa panjar, pengembaliannya dan yang lebih 

dari 6 bulan sudah disetor ke Kas Negara; 

Tahun 2014 

tidak ada 
Baik 2 

8 Tarif panggilan dalam zona yang sama telah 

sama dengan Pengadilan Negeri. 
Ya Baik 2 

9 
Biaya perkara dipinjamkan untuk keperluan 

lain;. 

tidak 

dipinjamkan 
Baik 2 

10 
Selisih realisasi antara BKIP dengan rekening 

koran pada saat penutupan BKIP. 

tidak ada 

selisih 
Baik 2 

III  REGISTER PERKARA (BUKU II H. 22) 

   

1 

Buku-buku register perkara  telah dibuat  

lengkap, tertib, bersih, dan rapi yang 

ditempatkan pada tempat yang aman dan 

terpelihara; 

Ya Baik 2 

2 
Penggunaan Buku Register telah sesuai 

ketentuan (Buku II hal. 23-24) 
Ya Baik 2 

3 

Instrumen yang memadai untuk pelaporan 

proses perkara agar petugas buku register dapat 

melakukan pengisian buku register secara 

tertib. (Buku IV h.64-86 dan 103). 

Ya Baik 2 

4 
Data-data dalam buku Register sama dengan 

data-data di dalam berkas perkara 

Masih terdapat 

data dalam buku 

register tidak 

sesuai dalam 

berkas perkara 

Kurang baik 1 

5 

Buku Register Perkara diberi nomor halaman 

di tutup setiap bulan, di tandatangani oleh 

petugas register dan diketahui oleh Panitera 

dan di cap dinas. 

Ya Baik 2 

IV  PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 

(PNBP) PP Nomor 15  TAHUN 2016 

   
1 

Penyerahan turunan/salinan putusan/penetapan 

perlembar Rp.300,- 
Ya Baik 2 

2 
Memperlihatkan surat-surat di kepaniteraan 

sudah dipungut Rp.5.000,- 
Ya Baik 2 

3 
Pencatatan penyitaan sudah dipungut 

Rp.25.000,- dsb 
Ya Baik 2 

4 
Selambatnya 7 hari kasir menyetor biaya 

PNBP kepada bendaharawan penerima. 
Ya Baik 2 

5 
Pengeluaran biaya proses tidak menggunakan 

mekanisme surat pemintaan pembayaran. 
Ya Baik 2 

6 

Bendaharawan biaya proses telah menyiapkan 

buku-buku seperti tercantum dalam PERMA 

No. 3 tahun 2011 

Ya Baik 2 

V  LAPORAN PERKARA (BUKU II HAL. 39-41) 
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1 
Laporan-laporan telah dilaksanakan secara 

tertib sesuai dengan Buku II hal.39-41. 
Ya Baik 2 

2 

Data-data di dalam laporan-laporan tersebut 

sesuai dengan data-data di dalam register yang 

bersangkutan. 

Ya Baik 2 

3 
Laporan keuangan sudah sesuai dengan buku 

induk. 
Ya Baik 2 

4 
Lapaoran yang dimuat diwebsite/info perkara 

harus sesuai dengan data secara manual. 
Ya Baik 2 

VI  PEMBERKASAN (BUKU II HAL 28-34) 

   

1 

Minutasi tidak lebih dari 14 hari sejak putusan 

diucapkan; 
Ya Baik 2 

2 
Berkas Perkara disusun secara berangsur dan 

kronologis; 

Masih ada 

berkas perkara 

tidak disusun 

secara 

kronologis ( 

Perkara 

Nomor 

7/Pdt.G/2014/

PA.Tl) 

Kurang baik 1 

3 

Pemberkasan perkara telah dilakukan dengan 

benar (berkas diberi sampul dengan warna 

seragam untuk tiap jenis perkara kemudian 

dijilid dengan cara dijahit dan disegel, diparaf 

dan diberi tanggal oleh Ketua majelis. 

Ya Baik 2 

VII PENGARSIPAN (BUKU II HAL 42-43) 

   

1 

Panitera muda hukum atau petugas yang 

ditunjuk telah melakukan penelitian isi berkas 

perkara yang telah diminutasi. 

Ya Baik 2 

2 
Berkas perkara telah dibedakan menjadi dua 

jenis: arsip aktif dan arsip tidak aktif. 
Ya Baik 2 

3 

Arsip perkara telah ditata dengan baik  

(dimasukkan dalam box dan dikelompokkan 

menurut jenis perkara maupun tahun perkara, 

dan tiap box diberi daftar isi box). 

Ya Baik 2 

4 
Lemari dan ruang arsip telah ditata dengan 

baik, aman dan bersih; 
Ya Baik 2 

5 
Administrasi pelaksanaan Izin Ikrar Talak 

(Buku II hal 37) 
Ya Baik 2 

6 
Buku Kendali Arsip (Buku Pola Bindalmin hal 

86) 
Ya Baik 2 

VIII  PENGGUNAAN INSTRUMEN (BUKU II 

HAL. 43) 
Ya Baik 2 

Instrumen terdiri atas : Ya Baik 2 

1 Daftar pembagian perkara; Ya Baik 2 

2 Penundaan sidang; Ya Baik 2 

3 Panggilan Ya Baik 2 

4 Sita Ya Baik 2 

5 Amar Putusan Ya Baik 2 

6 Redaksi/Materai Ya Baik 2 

7 Perincian Biaya yang telah putus Ya Baik 2 

8 PBT A1, PBT A2, PBT A3 Ya Baik 2 

9 Pemberitahuan putusan banding Ya Baik 2 
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10 pemberitahuan putusan kasasi tidak ada Baik 2 

11 pemberitahuan putusan PK tidak ada Baik 2 

12 KRB 1, KRB 2, dan KRB 3 tidak ada Baik 2 

 

 

ADMINISTRASI PERSIDANGAN 

NO UNSUR-UNSUR YANG DIPERIKSA 
KONDISI/K

RITERIA 

TANGGAPAN 

/OBRIK 

NILAI

/HASI

L 

I.TAHAP PERSIAPAN PERSIDANGAN (BUKU II 

HAL. 28       

1 
PMH dan PHS telah dibuat dengan tertib dan 

benar; 
Ya Baik 2 

2 
Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita 

telah sesuai dengan petunjuk 
Ya Baik 2 

3 

Pemanggilan pihak-pihak telah dijalankan 

dengan benar  (tenggang waktu dan tatac 

aranya). 

Ya Baik 2 

II.PELAKSANAAN PERSIDANGAN (BUKU II 

HAL. 29-31 

   

1 

Persidangan telah dilaksanakan tepat waktu 

dan tidak ada perkara yang lebih dari 6 bulan 

sejak perkara didaftar hingga minutasi; 

Ya Baik 2 

2 

Berita acara sidang dibuat sesuai format yang 

baku dan harus sudah selesai dan di 

tandatangani sehari sebelum sidang berikutnya; 

Terkadang 
masih ada  BAS 

belum selesai 

namun sidang 
lanjutan, sudah 

dilaksanakan 

Kurang baik 1 

3 
Berita acara sidang  dibuat secara tertib, benar 

dan rapi 

Amar penetapan 
dalam Berita 

acara sidang 

berbeda dengan 
amar penetapan 

yang ada dalam 

penetapan 
(perkara 

11/Pdt.G/2014) 

Kurang baik 1 

4 
Penundaan sidang berdasarkan alasan yang 

kuat. 
Ya Baik 2 

5 
Pelaksanaan sidang dengan majelis hakim 

dilaksanakan dengan tertib. 
Ya Baik 2 

6 
Mediasi dilaksanakan dengan  sesuai dengan 

SEMA No.1 Th 2008. 
Ya Baik 2 

7 

Pergantian susunan Majelis Hakim harus 

dengan PMH baru yang di tunjuk oleh Ketua 

Pengadilan. 

Ya Baik 2 

III.TAHAP PUTUSAN DAN MINUTASI (BUKU II 

HAL. 32) 

   

1 Saat diucapkan putusan sudah jadi  

Ada yang 

berupa 

konsep, dan 

ada yang 

sudah jadi 

kurang baik 1 

2 

Putusan dalam bentuk soft copy dan 

ditempatkan pada album cd dan diberi kode 

nomor perkara; 

Sebagian 

sudah ada 

dan sebagain 

tidak ada 

Diupayakan 

supaya putusan 

dalam bentuk soft 

copy 

1 
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3 Catatan kaki pada putusan; Ya Baik 2 

4 Pengadilan menyediakan salinan putusan untuk 

para pihak (SEMA No.1 tahun 2011); 
Ya Baik 2 

5 Salinan Putusan disampaikan atas permintaan  

pihak yang bersangkutan; 
Ya Baik 2 

6 Salinan Putusan perkara perceraian telah 

disampaikan kepada KUA. 
Ya Baik 2 

7 

Implementasi SEMA nomor 14 tahun 2008 

tentang Dokumen Elektronik sebagai 

kelengkapan permohonan kasasi dan PK 

(rakernas) 

Ya Baik 2 

MANAJEMEN PERADILAN 

NO UNSUR-UNSUR YANG DIPERIKSA 
KONDISI/K

RITERIA 

TANGGAPAN 

/OBRIK 

NILAI

/HASI

L 

I.   PROGRAM KERJA DAN PENCAPAIAN 

TARGET       

1 

Program Kerja disusun oleh Ketua, Wakil 

Ketua, para Hakim, pejabat funsional dan  

pejabat struktural dengan berpedoman pada 

Program Kerja PTA Ambon tahun 2015; 

Ya Baik 2 

2 
Program kerja  dikaitkan dengan DIPA tahun 

2014; 
Ya Baik 2 

3 
Program kerja telah disosialisasikan kepada 

seluruh pegawai;. 
Ya Baik 2 

4 
Program kerja  dibuat secara rinci termasuk 

jadwal kegiatan dan pertanggungjawaban; 
Ya Baik 2 

5 
Terdapat indikator kinerja pencapaian target 

dan evaluasi; 
Ya Baik 2 

6 

Rapat-rapat untuk melakukan perencanaan dan 

evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja 

telah dilaksanakan. 

Ya Baik 2 

 

  

   II. MEKANISME PEMBINAAN DAN 

PENGAWASAN (BUKU IV HAL. 56-58 

   
1 

Binwas telah dilaksanakan oleh masing-masing 

Hawasbid; 
Ya Baik 2 

2 

Binwas dilakukan dengan meneliti Buku-Buku, 

Laporan, dan dokumen lainnya serta 

melakukan pembinaan secara langsung; 

Ya Baik 2 

3 
Hasil binwas telah dilaporkan, dievaluasi dan 

ditindak lanjuti oleh pimpinan; 
Ya Baik 2 

4 
Ada rapat kordinasi Binwas yang dipimpin 

oleh Wakil Ketua dan dibuat notulen rapat; 
Ya Baik 2 

5 Court calender telah dilaksanakan; Ya Baik 2 

6 
 Ketua telah mengeksaminir perkara yang telah 

diputus Hakim dan melaporkannya ke PTA; 
Ya Baik 2 

7 
Ada pertemuan berkala para Hakim dan 

pejabat kepaniteraan dan kesekretariatan; 
Ya Baik 2 
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MANAGEMEN PERADILAN DAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK 

No UNSUR-UNSUR YANG DIPERIKSA 
KONDISI/ KRITERIA TANGGAPAN 

OBRIK  
1 2 3 4 

1 Program Kerja dan Pencapaian Target (Buku 

IV h. 55-56). 

1) Program Kerja disusun oleh Ketua, Wakil 

Ketua, para Hakim, pejabat funsional dan  

pejabat struktural dengan berpedoman pada 

Program Kerja PA Tual tahun 2015; 

2) Program kerja  dikaitkan dengan DIPA tahun 

2016; 

3) Program kerja telah disosialisasikan kepada 

seluruh pegawai; 

4) Program kerja  dibuat secara rinci termasuk 

jadwal kegiatan dan pertanggungjawaban; 

5) Terdapat indikator kinerja pencapaian target 

dan evaluasi; 

6) Rapat-rapat untuk melakukan perencanaan 

dan evaluasi terhadap pelaksanaan program 

kerja telah dilaksanakan. 

 

 

Ya 

 

 

 

 

Ya 

 

Ya 

 

Ya 

 

 

Ya 

 

Ya 

 

 

Baik 

 

 

 

 

Baik 

 

Baik 

 

Baik 

 

 

Baik 

 

Baik   

2 Mekanisme Pembinaan dan Pengawasan (Buku 

IV h. 56-58) 

1) SK Hawasbid tertanggal 30 Maret 2016, 

Nomor : W24-A3/308/PS.01/III/2016; 

2) Binwas telah dilaksanakan oleh masing-

masing Hawasbid; 

3) Binwas dilakukan dengan meneliti Buku-

Buku, Laporan, dan dokumen lainnya serta 

melakukan pembinaan secara langsung; 

4) Hasil binwas telah dilaporkan, dievaluasi dan 

ditindak lanjuti oleh pimpinan; 

5) Ada rapat koordinasi Binwas yang dipimpin 

oleh Wakil Ketua dan dibuat notulen rapat; 

6) Court calender telah dilaksanakan; 

7) Ketua telah mengeksaminir perkara yang 

telah diputus Hakim dan melaporkannya ke 

PTA; 

8) Ada pertemuan berkala para Hakim dan 

pejabat kepaniteraan dan kesekretariatan; 

 

 

Ada 

 

 

Ya 

 

Ya 

 

 

 

Ya 

 

Ya 

 

Ya 

 

Ya 

 

 

Ya 

 

 

 

Baik 

 

 

Baik 

 

Baik 

 

 

 

Baik 

 

Baik 

 

Baik 

Baik 

 

 

Baik 

 

3 Kedisiplinan, Ketaatan, Kebersihan, dan 

Kerapihan (Buku IV h.163) 

1.Tertib Kedisiplinan 

1) Sarana dan kegiatan untuk meningkatkan 

kedisiplinan; 

2) Pelaksanaan WASKAT; 

3) Daftar hadir; 

4) Ada rapat untuk memecahkan masalah; 

5) Pegawai yang berprestasi, dan  bentuk 

penghargaan yang diberikan kepadanya. 

6) Dokumen tentang pelanggaran disiplin. 

 

 

 

Ada 

 

Ya 

Ada 

Ya 

Ada 

 

Ada 

 

 

 

 

Baik 

 

Baik 

Baik 

Baik  

Dalam bentuk 

sertifikat/piaga

m 

Baik 
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 2.Tertib Perkantoran 

1) Penataan ruang kerja dan perlengkapan sudah 

tertib; 

2) Pengaturan halaman yang nyaman dan parkir 

secara rapi dan aman; 

3) Absensi dilaksanakan secara tertib; 

3.Budaya Bersih 

1) Ada jum’at bersih; 

2) Ruang kerja, ruang sidang, bahkan kamar 

mandi sudah bersih; 

3) Ruang mediasi dan ruang kaukus harus 

bersih dan rapih; 

4.Budaya Kerja 

1) Hasil kerja berkualitas, ekonomis dan 

memuaskan; 

2) Disiplin kerja sudah ditegakkan; 

3) Kesiapan dan kemampuan mengubah pola 

pikir dan prilaku; 

4) Pelayanan yang cepat, ramah dan sopan. 

 

Ya 

 

Ya 

 

Ya 

 

 

Ya 

Kurang  

 

Tidak  

 

 

Ya 

 

Ya 

 

Ya 

 

Ya 

 

Baik 

 

Baik 

 

 

Baik  

 

Dilaksanakan 

setiap bulan 

Kamar mandi 

sering ada 

puntung rokok 

Lantai ruang 

mediasi tidak 

bersih 

 

Memuaskan 

 

Dipertahankan 

 

Masih 

diupayakan 

 

Baik 

 

4 Inventaris Penunjang Kinerja Pelayanan Publik 

(Buku II h.162) 

1) Telah tersedia instrumen yang memudahkan 

masyarakat mengakses ke Pengadilan (seperti 

papan proses penerimaan perkara, perincian 

biaya perkara, loket-loket yang berhubungan 

dengan perkara dan lain-lain); 

2) Kondisi ruangan penerimaan perkara bersih 

dan tersedia korsi tamu hadap yang memadai; 

3) Tata ruang meja I, Meja II, dan Meja III (bersih 

dan lengkap); 

4) Ruang tunggu pihak berperkara dan ruang 

sidang yang dilengkapi pengeras suara; 

5) Tempat pemeriksaan  dan penanganan 

pengaduan sudah baik.  

6) Akses publik terhadap Pengadilan telah 

berjalan sebagaimana mestinya. 

7) Sudah ditunjuk Humas dan petugas desk 

Information. 

 

 

Ya 

 

 

 

 

 

Ya 

 

Ya 

 

Ya 

 

 

Ya 

 

Ya 

 

Ya 

 

 

Baik 

 

 

 

 

 

Baik 

 

 

Dipertahankan 

 

Memuaskan 

 

Tempat 

pengaduan 

masih satu 

ruang dgn 

ruang kaukus 

Baik 

 

Sudah 

5 Pelayanan dan Tingkat Pengaduan Masyarakat 

(Buku IV h.171) 

1) Pelaksanaan pelayanan public (KMA 

026/KMA/SK/II/2012 yang meliputi 

Pengaduan, persidangan, Biaya Perkara, 

Posbakum, Imformasi, penyelesaian perkara, 

mediasi, siding keliling dan lain-lain);  

2) Pelayanan publik sudah dilaksanakan dengan 

tertib, aman dan lancar (periksa laporan 

masyarakat); 

3) Pengaduan masyarakat, kalau ada bagaimana 

 

 

Ya 

 

 

 

 

 

Ya 

 

 

 

 

 

Baik 

 

 

 

 

 

Memuaskan 
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cara penanganannya; 

4) Kotak Saran. 

 

Belum ada pengaduan 

 

Ada 

Dipertahankan 

 

Belum 

dipasang 

 

 

ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 

 

No UNSUR-UNSUR YANG DIPERIKSA KONDISI/ 

KRITERIA 

TANGGAPAN 

OBRIK 

1 2 3 4 

1 Kelengkapan Kepegawaian 

1) Buku induk pegawai/buku register pegawai; 

2) File pegawai; 

3) Buku kendali kenaikan pangkat, gaji berkala, 

pensiun; 

4) Kartu data pegawai; 

5) Statistik pegawai; 

6) Buku catatan penilaian DP3; 

 

7) Teliti DP3  setiap pegawai sudah dinilai dengan 

benar; 

8) Data pegawai menurut jenis kelamin, 

pendidikan formal/non formal dan umur dll. 

 

 

Ada 

Ada 

 

Ada 

 

Ada 

Ada 

2016 tidak dipakai 

lagi DP3.  

Ya 

 

 

Ada 

 

Baik 

 

 

Baik 

 

Baik 

 

Baik 

 

Baik  

 

 

Menggunakan SKP 

2 Daftar Urut Kepangkatan 

1) Pembuatan DUK telah sesuai PP 15 Tahun 

1979; 

2) Ketepatan waktu sudah sesuai aturan; 

3) Urutan sudah sesuai aturan; 

4) Apakah ada yang keberatan 

 

Sdh sesuai 

 

Ya 

Ya 

Tdk ada 

 

Baik 

 

Baik 

Baik 

Baik 

3 NIP 

1) Semua pegawai sudah mempunyai NIP yang 

baru; 

2) Yang belum mempunyai NIP sudah diusulkan. 

 

 

Ya 

 

-  

 

Baik 

 

- 

4 Kenaikan Pangkat 

1) Pegawai yang telah memenuhi syarat naik 

pangkat; 

2) Usul kenaikan pangkat telah sesuai aturan; 

3) Pegawai yang lebih tinggi pangkatnya dari 

atasan; 

4) Hambatan dalam kenaikan pangkat; 

5) Kenaikan pangkat sudah sesuai waktunya; 

6) Kenaikan pangkat  dengan system paper list. 

 

Semua memenuhi 

syarat 

Ya 

 

Tdk ada 

 

Tdk ada 

Ya 

Ya 

 

Baik 

 

Baik 

 

- 

 

- 

Baik 

Baik 

5 Kenaikan Gaji Berkala 

1) Pegawai yang sudah memenuhi syarat KGB; 

2) Pegawai  yang  KGB nya ditunda; 

3) Pembayaran KGB terlambat; 

4) Pemberian KGB sudah sesuai aturan. 

 

Ya 

Tdk ada 

Tdk ada 

Ya 

 

 

Baik 

- 

- 

Baik 
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6 Pendidikan dan latihan 

1) Data pegawai yang telah mengikuti diklat; 

2) Pegawai yang telah  menduduki jabatan tetapi 

belum mengikuti diklat. 

 

Ada 

 

Ada 

 

 

Baik 

 

Msh banyak yg blm 

mengikuti diklat 

7 Pengisian Jabatan 

1) Jabatan yang belum diisi tidak ada; 

2) Usul pengisian jabatan sudah sesuai DUK; 

3) Pengisian jabatan melalui TPM/Baperjakat; 

4) SK tim Baperjakat; 

5) Pejabat sudah 4 tahun  menduduki jabatan  

 

Ada 

Ya 

 

Ya 

Ada 

Ada 

 

 

Ketua 

Baik 

 

Baik 

Baik 

Baik 

 

8 Kinerja 

1) Pakta integritas yang belum dibuat untuk 

pejabat/pegawai; 

2) Pernah ada sosialisasi dari bagian/urusan 

kepegawaian terkait pelaksanaan Sasaran Kerja 

Pegawai  kepada seluruh pegawai (PP 

no.46/2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja 

PNS); 

3) Sasaran Kerja Pegawai (SKP) telah dibuat oleh 

masing-masing pegawai yang diketahui oleh 

atasan langsung; 

4) SKP sesuai format PP no.46/2011 tentang 

Penilaian Prestasi Kerja PNS; 

5) Atasan Langsung selaku Pejabat Penilai telah 

membuat form Penilaian SKP; 

6) Untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi 

capaian SKP secara berkala dan prilaku kerja 

PNS yang dinilai, Pejabat Penilai menggunakan 

Buku Catatan Penilaian Prilaku Kerja PNS; 

7) Hukuman disiplin / Jabatan sesuai dengan PP 53 

Tahun 2010 dan KMA dan KY 047-

KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 

khusus bagi hakim, panitera/Jurusita dan 

pegawai. 

 

Semuanya sdh dibuat 

 

 

Ya 

 

 

 

 

 

Ya 

 

 

- 

 

Sudah  

 

 

Ada  

 

 

 

 

Tidak ada 

 

 

Baik 

 

 

Dilakukan pd bln 

Maret 

 

 

 

 

Blm semuanya 

dibuat krn hal baru 

 

 

- 

 

Belum dibagi 

 

 

Baik  

 

 

 

 

Pertahankan 

9 Pemberhentian PNS 

1) Pegawai yang sudah mengajukan pension; 

2) Pegawai 3 bulan menjelang pensiun tetapi belum 

menerima SK pension; 

3) Dalam penyelesaian pensiun tepat waktu; 

4) Pegawai yang sudah memasuki usia pensiun 

tetapi masih aktif gajinya  

 

Tidak ada 

 

Tidak ada 

- 

 

Tidak ada 

 

 

- 

 

- 

- 

- 
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10 Remunerasi 

 Pelaksanaan remunerasi terkait dengan 

1) Pada daftar hadir (absensi); 

2) Pemotongan remunerasi sesuai dengan 

ketentuan SK KMA 071/2008, Sekma 

No.SK/035/2008,  KMA No.069/2009; 

3) Cuti sakit; 

4) Cuti Alasan Penting; 

5) Cuti Tahunan; 

6) Cuti Besar; 

7) Cuti Bersalin; 

8) Buku kontrol tentang cuti. 

 

 

Ya 

Ya 

 

 

 

Ada 

Ada 

Ada 

Tidak ada 

Belum ada 

Ya 

 

 

Baik 

Baik 

 

 

 

Baik 

Baik 

Baik 

- 

- 

Baik 

11 Kesejahteraan Pegawai 

1) Buku kontrol kenaikan pangkat dan kenaikan 

gaji berkala  pegawai; 

2) Kartu Askes, KartuTaspen, Kartu isteri, Kartu 

Suami, Kartu Pegawai, Kartu Pengenal, dll; 

3) Baju dinas dan uang makan sesuai dengan yang 

tertera di dalam DIPA; 

4) Bentuk-bentuk lain mengenai kesejahteraan 

pegawai seperti Koperasi Pegawai dll. 

 

Ada 

 

Ada 

 

 

Ya 

 

Ada 

 

 

Baik 

 

Baik 

 

 

Baik 

 

Baik 

 

12 Aplikasi Kepegawaian 

1) Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian 

(SAPK) dilaksanakan: 

a. Melakukanperemajaan data. 

b. Perbaikan Unit Organisasi. 

2) Data Kepegawaian yang ada pada Website sudah 

diupdate. 

a. Profil  Pimpinan 

b. Data Hakim 

c. Data Pegawai 

d. DUK dan Bezetting Formasi 

3) Data pegawaipada SIMPEG sering di update. 

4) DokumenKepegawaianseringdiupdate/upload 

kedalam e-Dokumen. 

 

 

 

Sedang  dilaksanakan 

- 

 

 

 

Ada 

Ada 

Ada 

Ada 

Ya  

 

Ya  

 

 

 

 

Jaringan kurang 

bagus 

- 

 

 

 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

 

Jaringan kurang 

bagus 

Jaringan kurang 

bagus 
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ADMINISTRASI UMUM 

 

No  

UNSUR-UNSUR YANG DINILAI 

KONDISI 

KRITERIA 

TANGGAPAN 

OPBRIK 

1 2 3 4 

 

A 

 

TATA PERSURATAN 

1. Apakah semua surat masuk dan surat keluar 

telah dicatat dan diagendakan sesuai  dengan 

bentuk, sifat dan jenisnya; 

2. Apakah surat-surat sudah memakai kartu 

kendali dan disposisi serta box penyimpan-an 

kertas disposisi/kartu kendali 

3. Apakah penulisan nomor surat sesuai dengan 

urutan atau tidak; 

4. Apakah telah rapi dalam pen-catan/pembukuan 

surat (buku Agenda Surat Masuk dan Keluar). 

 

 

 

Ya 

 

 

Ya 

 

Ya 

 

Ya 

 

 

 

Sudah 

 

 

Dalam tahap 

perbaikan 

 

Sudah 

 

Sudah 

 

B 

 

KEARSIPAN 

 

1. Apakah ada lemari arsip untuk surat masuk/ 

keluar dan dokumen lainnya; 

2. Apakah arsip pada lemari arsip tertata rapih, 

sesuai dengan box-box fille nya dan sesuai kode 

klasifikasi surat; 

3. Apakah mudah dalam mencari arsip surat/ 

dokumen. 

 

 

 

Ya 

 

Ya 

 

 

Ya 

 

 

 

Sudah 

 

Sudah namun 

belum rapi 

 

Masih agak susah 

karena belum rapi 
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C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. 

PERPUSTAKAAN 

 

1. Apakah ada SK atau Surat penunjukan 

Pengelola Perpustakaan; 

2. Apakah ada tata tertib ruang perpustakaan; 

3. Apakah ada ruang per-pusatakaan yang ditata 

baik; 

4. Apakah ada alat-alat identifikasi seperti cap 

perpustakaan dan cap inventaris untuk setiap 

koleksi buku; 

5. Apakah Buku dalam lemari perpustakaan tertata 

raih dan sudah sesuai dengan pengelompokan/ 

klasifikasi buku; 

6. Apakah ada pencantuman call number (nomor 

penetapan buku); 

7. Apakah ada buku agenda surat/buku masuk dan 

surat/buku keluar dan buku inventaris buku  

perpustakaan serta buku peminjam; 

8. Apakah semua buku sudah terinventaris sesuai 

dan tercatat dalam simak-BMN; 

9. Apakah dibuat laporan tertulis secara priodik/ 

berkala kepada atasan langsung (Kaur /Kasubag 

Umum); Apakah telah dibuat kartu anggota per-

pustakaan, dan buku agendanya; 

10. Apakah buku yang di pinjaman telah sesuai 

dengan ketentuan batas waktu peminjaman; 

11. Apakah ada laporan tertulis maupun statistik 

tentang per-kembangan perpustakaan setiap 

bulannya yang ditujukan kepada ketua 

Pengadilan Tinggi Agama Ambon. 

INVENTARIS BMN 

1. Apakah Barang Inventaris BMN telah 

terinventaris dengan baik, antara lain meliputi : 

- Penetapan (SK) Pe-nempatan Rumah Dinas; 

- Penetpan (SK) Pe-nanggung - jawab 

penggunaan Ken-daraan Dinas Roda-4 dan 

Roda-2; 

- Penetapan (SK) Penanggung - jawab 

Pengguna Laptop. 

2. Apakah Barang Inventaris BMN telah 

tercatat/terbukukan sebagai aset kantor seperti : 

1. Inventaris BMN 

- KIB (Tanah, Bangunan dan Kendaraan), 

DBR, dan No/NUP Rumah Dinas; 

- Apakah telah dibuatkan penetapan status 

atas gedung bangunan kantor dan rumah 

dinas. 

2. Barang Persediaan 

- Apakah dibuat Buku Persediaan, yang 

meliputi : 

1. Barang masuk dan; 

2. Barang keluar. 

 

 

Ya 

 

Ya  

 

Ya 

 

Tidak 

 

 

Ya 

 

Ya 

 

Ya 

 

 

 

Ya 

 

Ya 

 

 

 

Ya 

 

Tidak 

 

 

 

 

 

Ya 

Ya 

 

 

Ya 

 

 

 

 

 

Ya 

 

Ya 

 

 

 

 

Ya 

Ya 

 

 

Belum ada 

pembaharuan sk 

Ada  

 

Ada 

 

Belum dibuat 

 

 

Sudah baik 

 

Sudah  

 

Ada tapi masih belum 

lengkap  

 

 

Sudah 

 

Masih belum lengkap 

 

 

 

Sudah  

 

Masih belum dibuat 

 

 

 

 

 

Ada 

Ada 

 

 

Sudah dibuat 

 

 

 

 

 

 Sudah   

 

 Sudah  

 

 

 

 

Sudah  

Sudah  

 



 

 

230 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Apakah barang persediaan menggunakan 

aplikasi Barang persediaan; 

- Apakah barang persediaan yang masuk 

didukung dengan data dukung 

pengadaan barang (belanja barang), baik 

itu barang persediaan yang diperoleh 

dari DIPA. 01 dan 04; 

- Apakah ada stok persediaan barang yang 

diperoleh dari DIPA 01 dan 04;  

- Apakah sisa/stok barang persediaan di 

simpan dalam lemari atau tempat yang 

aman; 

- Apakan dibuat laporan barang 

persediaan setiap bulannya dan 

ditandatangani oleh kuasa pengguna 

barang dan kaur/kasubag umum; 

- Apakah laporan barang persediaan 

dilaporkan ke aplikasi komdanas setiap 

bulannya. 

Ya 

 

Ya 

 

 

 

 

Ya 

 

Ya 

 

 

Ya 

 

 

 

Ya 

 

 

Ada 

 

Ada 

 

 

 

 

Ada 

 

Ada  

 

 

Sudah 

 

 

 

Sudah 
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E Pengadaan Barang (Belanja Modal) 

- Apakah ada SK penetapan ULP/POKJA; 

 Apakah sudah terbentuk ULP/Pokja 

SATKER; 

- Apakah ada SK Pengelola Pengadaan Barang 

dan Jasa yang ditandatangani oleh Ketua 

Pokja; 

- Apakah ada SK Pemerima/Pemeriksa Barang 

yang ditetapkan oleh kuasa pengguna 

Anggaran/Barang; 

- Apakah pengadaan barang dan jasa sudah 

sesuai dengan ketentuan Pepres 70 Tahun 

2012; 

- Apakah Dokumen pengadaan barang dan jasa 

sudah sudah sesuai dengan ketentuan, yang 

ditetapkan; 

- Apakah ada perencanaan pengadaan barang 

dan jasa sebelumnya; 

- Apakah ada survei harga pasar sebelum  di 

buat HPS; 

- Apakah proses pengadaan melalui 

pengumuman di LPSE Promal LPSE 

Mahkamah Agung Emile; LPSE. Mahkamah 

agung.go.id; 

- Apakah pengadaan di bawah 200 Juta 

dilakukan penunjukan langsung; 

- Apakah pengadaan diatas 200 juta dilakukan 

lelang umum; 

- Apakah dokumen pengadaan Barang dan jasa 

melalui rekanan (LS) sesuai dokumennya 

(Kontrak/SPK, Surat penawaran, penawaran 

harga (rekanan), penetapan/penunjukan 

rekanan, BA. serah terima/penyerahan Barang, 

BA. Pemeriksaan Barang, BA. Pembayaran 

dan Kwitansi (LS). 

- Apakah volume barang pengadaan sudah 

sesuai dengan faktur atau kontrak; 

- Apakah pengadaan barang dan jasa sudah 

didaftarkan/dicatat sebagai BMN.  

- Apakah pengadaan barang Pembangunan 

sarana dan prasarana sudah sesuai dengan 

aturan (Pepres 70 Tahun 2012); 

- Apakah pengadaan barang Pembangunan 

sarana dan prasarana ada dokumennya, yang 

meliputi : 

- SK Panitia Pelelangan; 

- SK Panitia Pengelola; 

- Penetapan konsultan perencanaan; 

- Dokumen Konstruksi; 

- Dokumen Pengawasan. 

 

Ya 

 

 

Ya 

 

Ya 

 

 

Ya 

 

 

Ya 

 

 

Ya 

 

 

Ya 

 

Tidak 

 

Ya 

 

 

 

Ya 

 

Ya 

 

Ya 

 

 

 

 

 

Ya 

 

Ya 

 

Ya 

 

 

Ya 

 

 

 

 

SK Panitia Pengadaan 

 

 

Sudah 

 

Sudah 

 

 

Sudah  

 

 

Sudah  

 

 

Ada 

 

 

Ada 

 

Tidak Pernah 

 

Pernah 

 

 

 

Ada 

 

Ada 

 

Ada 

 

 

 

 

 

Tidak Sesuai DIPA 

 

Sudah 

 

Belum 

 

 

Kurang Lengkap 
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F Penghapusan BMN 

1. Apakah ada dokumen antara lain :  

- SK/Surat Penunjukan Tim Opname fisik 

BMN; 

- SK/Surat Penunjukan  Panitia Penghapusan; 

- Surat Penetapan Peng-hapusan dari BUA 

dan KPKNL; 

- Risalah Lelang; 

- Bukti Setoran PNBP Lelang. 

2. Apakah ada BMN yang hilang 

3. Apakah ada BAP atas barang yang hilang; 

4. Apakah ada SK Tim invertigasi barang 

yang hilang; 

5. Apakah ada berta acara pemeriksaan barang 

yang hilang; 

6. Apakah ada tindak lanjut atas barang yang 

hilang dari  BUA MA-RI. 

 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

G Laporan SIMAK- BMN 

 Laporan BMN : 

- Apakah laporan dibuat secara benar dan tepat 

waktu, antara lain : 

1. Bulanan; 

2. Semesteran; 

3. Tahunan. 

- Apakah dibuatkan Berita Acara Rekon (BAR) 

di setiap membuat laporan, dengan 

melakukan rekonsiliasi internal antara (Simak 

dengan Persediaan), (Simak-BMN dan 

SAKPA) dan rekonsiliasi eks-ternal dengan 

KPKNL dan Korwil; 

- Apakah ada di buat Catatan Atas Laporan 

BMN. 

 

 

 

Ya 

 

 

 

 

Ya 

 

 

 

 

Ya 

 

 

 

Bulan Maret belum 

lengkap 

 

 

 

Sudah 

 

 

 

 

Ada   

H Kelengkapan  Tata Ruang (data pendukung) 

1. Apakah ada Papan Struktur Organisasi 

Lembaga SATKER; 

2. Apakah ada papan masuk keluar Pejabat; 

3. Apakah ada papan pengumuman;  

4. Apakah ada papan pola klasifikasi surat sesuai 

klasifikasi surat MA-RI; 

5. Apakah ada Papan Struktur Organisasi Penata 

Usahaan BMN; 

6. Apakah ada papan nama setiap ruangan.  

 

 

Ya 

Ya 

Ya 

Tidak 

 

Tidak 

 

Ya 

 

 

Ada  

Ada  

Ada  

Belum dicetak 

 

Belum ada 

 

Ada  

I TENAGA KONTRAK 

1.  Apakah ada Tenaga Kontrak, antara lain : 

- SATPAM 

- Pramu Bhakti/Cleaning Servis.  

Setiap tahun diadakan peng-angkatan ulang 

dengan melakukan pengumuman pendaftaran. 

2.   Apakah ada SK. K. PTA/K.    H PAdan berita 

acara perjanjian kontrak kerja atas pengangkatan 

Tenaga Kontrak; 

3.  Apakah ada Absensi untuktenaga kontrak 

 

 

Ya 

 

 

 

Ya 

 

 

Ada  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulan Januari dan 

Februari belum ada 
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J TUNTUTAN GANTI RUGI (TGR) 

1. Apakah ada barang inventaris BMN yang 

hilang /di curi;  

2. Apakah ketika terjadi pencurian di laporkan ke 

pihak Kepolisian; 

3. Apakah ada BAP Kepolisi-an atas barang yang 

hilang; 

4. Apaka di bentuk tim  internal invertigasi  

barang hilang/pencurian yang ditetapkan 

dengan SK; 

5. Apakah ada tindak lanjut atas BMN yang hilang 

ke. KPKNL/Korwil sebagai laporan dan BUA 

MA-RI untuk ditindaklanjuti; 

6. Apakah ada bukti penyetoran BNBP atas TGR 

yang bersangkutan. 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

ADMINISTRASI KEUANGAN 

No UNSUR-UNSUR YANG DIPERIKSA 
KONDISI/ 

KRITERIA 

TANGGAPAN 

OBRIK 

1 Pembukuan Bendahara Pengeluaran. 

1. Buku Keuangan yang terdiri atas: 

- Buku Kas Umum;  

- Buku Kas Pembantu; 

- Buku Kas Pembantu Tunai; 

- Buku Kas Bank; 

- Buku Pembantu BPP; 

- Buku Pembantu Uang Persediaan; 

- Buku Pembantu LS Bendahara; 

- Buku Pembantu Pajak; 

- Buku Pembantu Lain-Lain; 

- Buku Pengawasan perMAK; 

- LPJ Bendahara; 

2. Berita Acara Penutupan Kas menggunakan 

Aplikasi Pembukuan Bendahara dan 

ditutup setiap bulan; 

3. Pembukuan Bendahara Pengeluaran telah 

menggunakan aplikasi Pembukuan 

Bendahara; 

4. BKU ditutup setiap bulan oleh Bendahara 

dan diketahui KPA dan penutupan 

pertriwulan oleh KPA disertai Berita Acara 

Penutupan;  

6. Nomor urut, tanggal, uraian, angka dan 

perhitungannya, kebersihan dan kerapihan, 

setelah dilakukan uji coba pada bebarapa 

transaksi untuk dikaitkan dengan beberapa 

Buku Bantu, ternyata cocok tanggal 

pembukuan, volume dan angka 

pengeluaran. 

 

 

Ada 

Ada 

Ada 

Ada 

Ada 

Ada 

Ada 

Tidak ada 

Ada 

Ada 

Ada 

Ada 

 

Ada 

 

 

 

Ada 

 

 

Tidak ada 

 

 

 

Ada 

 

 

 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Kurang baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

 

Baik 

 

 

 

Kurang baik 

 

 

Baik 

  

 

 

Kurang 

 

 

2 Manajemen Pengelolaan Keuangan; 

1. Struktur organisasi pengelola keuangan; 

2. Pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung 

 

Ada 

 

- 

 

Baik 

 

- 
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jawab: 

o Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); 

o Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 

/Penanggug Jawab Kegiatan; 

o Ka.Urusan Keuangan/Pejabat Penanda 

Tangan SPM; 

o Bendahara Pengeluaran;  

Telah sesuai dengan ketentuan PMK 

No.190/KMA 05/2012; 

3. Papan rencana penarikan dan realisasi 

anggaran; 

4. Laporan PPK kepada KPA setiap bulan; 

5. KPA membuat laporan kepada Ketua 

Pengadilan setiap bulan; 

6. Perencanaan dan pengeluaran DIPA sudah 

sesuai (periksa Realisasi Belanja Modal, 

cocokan antara Volume DIPA dan 

kontrak); 

7. Fisik barang dan  pengeluaran lainnya 

sudah sesuai dengan bukti pengeluaran 

dalam DIPA; 

8. Penyimpanan uang di brankas sudah 

sesuai aturan (opname brankas, hitung 

uang dan sesuaikan dengan kwitansi, buat 

berita acara penutupan Kas); 

 

- 

 

- 

 

 

Ada 

 

 

Ada 

 

Ada 

 

Tidak ada 

 

Tidak ada 

 

 

 

 

Ada 

 

 

Ada 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

Baik 

 

 

Baik 

 

Baik 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

Kurang baik 

 

 

Baik 

 

 

 

3 Prosedur Pengajuan SPP dan Penerbitan  SPM. 

1) Pejabat penanda tangan SPM telah meneliti 

dokumen sesuai jenis SPM (PMK NO. 

190/PMK.05/2012) UP, GU, LS dan TUP; 

2) Kwitansi pembayaran telah sesuai dengan 

standar umum; 

3) Kwitansi pembayaran langsung Belanja 

Modal yang dilampirkan sebagai arsip; 

4) SPPD sesuai bukti pertanggung jawaban asli 

yaitu:  

- Kwitansi 

- Rincian biaya perjalan dinas memuat 

uraianharga tiket, airport tax, uang harian, 

representasi, biaya penginapan, 

pengeluaran riil 

- Daftar pengeluaran riil 

- Surat perintah perjalanan dinas 

- Bukti tiket, boarding pass dan transport 

lain 

- Bukti penginapan/hotel.  

 Sesuai dengan standar biaya umum 

(PMK nomor 190/PMK.05/2012); 

 

5) Kwitansi/bukti pengeluaran ditanda tangani 

Kabag Umum, PPK dan KPA (cocokan 

dengan BKU); 

 

 

 

Ada 

 

Ada 

 

Ada 

 

 

 

Ada 

 

Ada 

 

 

Ada 

Ada 

 

Ada 

 

 

Ada 

 

 

Ada 

 

 

 

 

 

 

Baik 

 

 

Baik 

 

Baik 

 

 

 

 

Baik  

Baik 

 

 

 

Baik 

Kurang baik 

 

Baik 

 

 

Baik 

 

 

 

Kurang baik 
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 6) Semua bukti permintaan SPM dan bukti 

pembayaran SPPD telah diarsipkan beserta 

data pendukungnya setiap bulan dalam satu 

bundel Box File; 

7) Semua arsip sudah tertata dan tersimpan 

dengan baik, sehingga mudah didapat jika 

dibutuhkan; 

8) SPM digunakan untuk biaya penyelesaian 

perkara; 

9) Penggunaan rumah dinas ditetapkan dengan 

SK dan biaya sewa rumah dinas sesuai 

dengan ketentuan dan disetor setiap bulan 

melalui PNBP. 

Ada 

 

 

 

 

Ada 

 

 

Ada 

 

 

Ada 

 

Baik 

 

 

 

 

Baik 

 

 

Kurang baik 

 

 

baik 

4 Laporan Keuangan 

1) Laporan keuangan dengan SAKPA setiap 

bulan (dibuktikan adanya hasil rekonsiliasi ke 

KPPN, laporan keuangan triwulan, 

semesteran dan tahunan); 

2) Ada kecocokan antara Laporan SIMAK 

dengan SAKPA dalam Berita Acara 

Rekonsiliasi (BAR) Internal dan Satker 

dengan KPPN setempat; 

3) Sudah dibuat catatan atas laporan keuangan 

(Calk) telah memenuhi ikhtiar capaian kinerja 

keuangan; 

4).  Laporan PNBP setiap bulan sesuai format 

terbaru, tepat waktu, sesuai alamat yang 

dituju, serta dilengkapi dengan bukti setor; 

5).  Laporan PNBP telah menggunakan aplikasi 

PNBP (Buku Kas Umum dan Buku Kas 

Pembantu); 

6).  Berita Acara Penutupan Kas PNBP dan 

rekonsiliasi, sesuai dengan petunjuk; 

7).  LRA (Laporan Realisasi Anggaran) untuk 

per-triwulan minimal sudah mencapai 25% , 

jika belum dicapai, apa alasannya. 

 

Ada 

 

 

 

 

Ada 

 

 

 

 

Ada 

 

 

Ada 

 

 

Tidak ada 

 

 

Ada 

 

Ada 

 

 

Baik 

 

 

 

 

Baik 

 

 

 

 

Baik 

 

 

Baik 

 

 

Aplikasinya tidak 

ada 

 

 

Baik  

 

Belum mencapai 

target 21,09 % 

 

5 Pemenuhan Permintaan KPPN 

1) Rencana penarikan Pagu Anggaran Belanja 

sesuai kebutuhan yang dijadualkan dalam 

AFS (harian, mingguan, dan bulanan); 

2) Rekonsiliasi ke KPPN tepat waktu dan tidak 

pernah terlambat, sehingga terhindar dari 

sanksi; 

3) SPP LS Belanja Modal dilengkapi dengan 

data pendukung, yaitu: 

- Resume Kontrak; 

- Faktur; 

- SSP; 

- Foto copy PNBP; 

- Rekening Koran; 

- Jaminan Bank/Lembaga Keuangan lainnya; 

 

- 

 

 

 

Ada 

 

 

 

Ada 

Ada 

Ada 

Tidak ada 

Ada 

- 

 

- 

 

 

 

Baik 

 

 

 

Baik  

Baik 

Baik 

- 

Baik 

- 

6 Dokumen Pendukung, yaitu: 

- Kontrak/SPMK; 

- Berita Acara Pembayaran; 

 

Ada 

- 

 

Baik 

- 
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- Kwitansi Pembayaran sesuai dengan 

format (Lampiran III KMA no. 

190/KMA.05/2012); 

- Berita Acara Penyerahan Barang; 

- Berita Acara Pemeriksaan Barang; 

- SK Panitia.        

Ada 

 

 

- 

- 

Ada 

Baik 

 

 

- 

- 

baik 

 

 

 Periode Triwulan III (Juli – September) 

ADMINISTRASI PERKARA 

 

NO UNSUR-UNSUR YANG DIPERIKSA 
KONDISI/ 

KRITERIA 

TANGGAPAN 

/OBRIK 

NILAI/ 

HASIL 

1 2 3 4 5 

I.  PENERIMAAN PERKARA       

1 

Sistem pelayanan  perkara tingkat pertama, 

banding, kasasi, peninjauan kembali telah 

dilaksanakan dengan menggunakan sistem meja . 

Ya Baik 2 

2 
Pembagian tugas Meja I, II, III telah dilaksanakan 

secara konsisten, sesuai ketentuan yang berlaku. 
Ya Baik 2 

3 
Penetapan panjar biaya perkara telah didasarkan 

pada Surat Keputusan Ketua tentang biaya perkara 
Ya Baik 2 

4 Pembayaran panjar biaya perkara melalui bank. Ya Baik 2 

5 
Mekanisme pembiayaan perkara prodeo yang 

dibiayai DIPA  
Ya Baik 2 

II.  ADMINISTRASI BIAYA PERKARA (BUKU II 

HAL 18-22) 

   

1 

Buku-buku keuangan perkara   lengkap (buku 

induk, buku jurnal, buku bantu, buku keuangan 

biaya eksekusi, buku HHK); 

Ya Baik 2 

2 
Buku-buku keuangan perkara  telah dikelola secara 

tertib dan benar sesuai ketentuan Buku II; 
Ya Baik 2 

3 
Perbedaan antara saldo kas dengan saldo dalam 

pembukuan; 
Ya Baik 2 

4 

Ketua Pengadilan telah melaksanakan 

pengawasankeuangan perkara secara tertib dengan 

melakukan penutupan buku induk keuangan 

perkara setidak-tidaknya sekali dalam tiga bulan; 

Ya Baik 2 

5 Instrumen keuangan telah berjalan dengan tertib; Ya Baik 2 

6 
Tambahan panjar biaya perkara terkait adanya 

putusan sela tingkat banding; 
Ya Baik 2 

7 Sisa panjar, pengembaliannya dan yang lebih dari 6 

bulan sudah disetor ke Kas Negara; 

Tahun 

2014 

tidak ada 

Baik 2 

8 Tarif panggilan dalam zona yang sama telah sama 

dengan Pengadilan Negeri. 
Ya Baik 2 

9 
Biaya perkara dipinjamkan untuk keperluan lain;. 

tidak 

dipinjam

kan 

Baik 2 
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10 

Selisih realisasi antara BKIP dengan rekening 

koran pada saat penutupan BKIP. 

 

 

tidak ada 

selisih 
Baik 

2 

 

 

III.  REGISTER PERKARA (BUKU II H. 22) 

   

1 

Buku-buku register perkara  telah dibuat  lengkap, 

tertib, bersih, dan rapi yang ditempatkan pada 

tempat yang aman dan terpelihara; 

Ya Baik 2 

2 
Penggunaan Buku Register telah sesuai ketentuan 

(Buku II hal. 23-24) 
Ya Baik 2 

3 

Instrumen yang memadai untuk pelaporan proses 

perkara agar petugas buku register dapat 

melakukan pengisian buku register secara tertib. 

(Buku IV h.64-86 dan 103). 

Ya Baik 2 

4 
Data-data dalam buku Register sama dengan data-

data di dalam berkas perkara 

Masih 

terdapat 

data 

dalam 

buku 

register 

tidak 

sesuai 

dalam 

berkas 

perkara 

Kurang 

baik 
1 

5 

Buku Register Perkara diberi nomor halaman di 

tutup setiap bulan, di tandatangani oleh petugas 

register dan diketahui oleh Panitera dan di cap 

dinas. 

Ya Baik 2 

IV.  PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 

(PNBP) PP Nomor 15  TAHUN 2016 

   
1 

Penyerahan turunan/salinan putusan/penetapan 

perlembar Rp.300,- 
Ya Baik 2 

2 
Memperlihatkan surat-surat di kepaniteraan sudah 

dipungut Rp.5.000,- 
Ya Baik 2 

3 
Pencatatan penyitaan sudah dipungut Rp.25.000,- 

dsb 
Ya Baik 2 

4 
Selambatnya 7 hari kasir menyetor biaya PNBP 

kepada bendaharawan penerima. 
Ya Baik 2 

5 
Pengeluaran biaya proses tidak menggunakan 

mekanisme surat pemintaan pembayaran. 
Ya Baik 2 

6 

Bendaharawan biaya proses telah menyiapkan 

buku-buku seperti tercantum dalam PERMA No. 3 

tahun 2011 

Ya Baik 2 

V.  LAPORAN PERKARA (BUKU II HAL. 39-41) 

   
1 

Laporan-laporan telah dilaksanakan secara tertib 

sesuai dengan Buku II hal.39-41. 
Ya Baik 2 

2 

Data-data di dalam laporan-laporan tersebut sesuai 

dengan data-data di dalam register yang 

bersangkutan. 

Ya Baik 2 

3 
Laporan keuangan sudah sesuai dengan buku 

induk. 
Ya Baik 2 

4 
Lapaoran yang dimuat diwebsite/info perkara harus 

sesuai dengan data secara manual. 
Ya Baik 2 

VI.PEMBERKASAN (BUKU II HAL 34-28 
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1 

Minutasi tidak lebih dari 14 hari sejak putusan 

diucapkan; 
Ya Baik 2 

2 
Berkas Perkara disusun secara berangsur dan 

kronologis; 

 

Baik 2 

3 

Pemberkasan perkara telah dilakukan dengan benar 

(berkas diberi sampul dengan warna seragam untuk 

tiap jenis perkara kemudian dijilid dengan cara 

dijahit dan disegel, diparaf dan diberi tanggal oleh 

Ketua majelis. 

Ya Baik 2 

VII.PENGARSIPAN (BUKU II HAL 42-43) 

   

1 

Panitera muda hukum atau petugas yang ditunjuk 

telah melakukan penelitian isi berkas perkara yang 

telah diminutasi. 

Ya Baik 2 

2 
Berkas perkara telah dibedakan menjadi dua jenis: 

arsip aktif dan arsip tidak aktif. 
Ya Baik 2 

3 

Arsip perkara telah ditata dengan baik  

(dimasukkan dalam box dan dikelompokkan 

menurut jenis perkara maupun tahun perkara, dan 

tiap box diberi daftar isi box). 

Ya Baik 2 

4 
Lemari dan ruang arsip telah ditata dengan baik, 

aman dan bersih; 
Ya Baik 2 

5 
Administrasi pelaksanaan Izin Ikrar Talak (Buku II 

hal 37); 
Ya Baik 2 

6 Buku Kendali Arsip (Buku Pola Bindalmin hal 86). Ya Baik 2 

VIII  PENGGUNAAN INSTRUMEN (BUKU II HAL. 

43) 
Ya Baik 2 

Instrumen terdiri atas : Ya Baik 2 

1 Daftar pembagian perkara; Ya Baik 2 

2 Penundaan sidang; Ya Baik 2 

3 Panggilan Ya Baik 2 

4 Sita Ya Baik 2 

5 Amar Putusan Ya Baik 2 

6 Redaksi/Materai Ya Baik 2 

7 Perincian Biaya yang telah putus Ya Baik 2 

8 PBT A1, PBT A2, PBT A3 

tidak 

berjalan 

dengan 

efektif. 

Kurang 

Baik 
1 

9 Pemberitahuan putusan banding Ya Baik 2 

10 pemberitahuan putusan kasasi tidak ada Baik 2 

11 pemberitahuan putusan PK tidak ada Baik 2 

12 KRB 1, KRB 2, dan KRB 3 tidak ada Baik 2 
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ADMINISTRASI PERSIDANGAN 

NO UNSUR-UNSUR YANG DIPERIKSA 

KONDIS

I/KRITE

RIA 

TANGGAP

AN 

/OBRIK 

NILAI/HA

SIL 

I.TAHAP PERSIAPAN PERSIDANGAN (BUKU II 

HAL. 28       

1 
PMH dan PHS telah dibuat dengan tertib dan 

benar; 
Ya Baik 2 

2 
Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita telah 

sesuai dengan petunjuk 
Ya Baik 2 

3 
Pemanggilan pihak-pihak telah dijalankan dengan 

benar  (tenggang waktu dan tatac aranya). 
Ya Baik 2 

II.PELAKSANAAN PERSIDANGAN (BUKU II HAL. 

29-31 

   

1 

Persidangan telah dilaksanakan tepat waktu dan 

tidak ada perkara yang lebih dari 6 bulan sejak 

perkara didaftar hingga minutasi; 

Ya Baik 2 

2 

Berita acara sidang dibuat sesuai format yang baku 

dan harus sudah selesai dan di tandatangani sehari 

sebelum sidang berikutnya; 

Perkara 

nomor 

39/Pdt.G/

2014, 

mulai 

sidang 

pertama 

sampai 

putus 

belum 

dibuat 

berita 

acara 

sidangny

a 

Kurang 

baik 
1 

3 
Berita acara sidang  dibuat secara tertib, benar dan 

rapi 

Ya 
Baik 2 

4 Penundaan sidang berdasarkan alasan yang kuat. Ya Baik 2 

5 
Pelaksanaan sidang dengan majelis hakim 

dilaksanakan dengan tertib. 
Ya Baik 2 

6 
Mediasi dilaksanakan dengan  sesuai dengan 

SEMA No.1 Th 2008. 
Ya Baik 2 

7 
Pergantian susunan Majelis Hakim harus dengan 

PMH baru yang di tunjuk oleh Ketua Pengadilan. 
Ya Baik 2 

III.TAHAP PUTUSAN DAN MINUTASI (BUKU II 

HAL. 32) 

   

1 Saat diucapkan putusan sudah jadi  

ada yang 

berupa 

konsep, 

dan ada 

yang 

sudah 

jadi 

kurang baik 1 

2 
Putusan dalam bentuk soft copy dan ditempatkan 

pada album cd dan diberi kode nomor perkara; 

sebagian 

sudah 

ada dan 

sebagain 

tidak ada 

diupayakan 

supaya 

putusan 

dalam 

bentuk soft 

copy 

1 

3 Catatan kaki pada putusan; Ya Baik 2 
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4 Pengadilan menyediakan salinan putusan untuk 

para pihak (SEMA No.1 tahun 2011); 
Ya Baik 2 

5 Salinan Putusan disampaikan atas permintaan  

pihak yang bersangkutan; 
Ya Baik 2 

6 Salinan Putusan perkara perceraian telah 

disampaikan kepada KUA. 
Ya Baik 2 

7 
Implementasi SEMA nomor 14 tahun 2008 tentang 

Dokumen Elektronik sebagai kelengkapan 

permohonan kasasi dan PK (rakernas) 

Ya Baik 2 

MANAJEMEN PERADILAN 

NO UNSUR-UNSUR YANG DIPERIKSA 

KONDIS

I/KRITE

RIA 

TANGGAP

AN 

/OBRIK 

NILAI/ 

HASIL 

I.   PROGRAM KERJA DAN PENCAPAIAN TARGET       

1 

Program Kerja disusun oleh Ketua, Wakil Ketua, 

para Hakim, pejabat funsional dan  pejabat 

struktural dengan berpedoman pada Program Kerja 

PA Tual tahun 2015; 

Ya Baik 2 

2 Program kerja  dikaitkan dengan DIPA tahun 2016; Ya Baik 2 

3 
Program kerja telah disosialisasikan kepada seluruh 

pegawai;. 
Ya Baik 2 

4 
Program kerja  dibuat secara rinci termasuk jadwal 

kegiatan dan pertanggungjawaban; 
Ya Baik 2 

5 
Terdapat indikator kinerja pencapaian target dan 

evaluasi; 
Ya Baik 2 

6 

Rapat-rapat untuk melakukan perencanaan dan 

evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja telah 

dilaksanakan. 

Ya Baik 2 

II. MEKANISME PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

(BUKU IV HAL. 56-58 

   
1 

Binwas telah dilaksanakan oleh masing-masing 

Hawasbid; 
Ya Baik 2 

2 

Binwas dilakukan dengan meneliti Buku-Buku, 

Laporan, dan dokumen lainnya serta melakukan 

pembinaan secara langsung; 

Ya Baik 2 

3 
Hasil binwas telah dilaporkan, dievaluasi dan 

ditindak lanjuti oleh pimpinan; 
Ya Baik 2 

4 
Ada rapat kordinasi Binwas yang dipimpin oleh 

Wakil Ketua dan dibuat notulen rapat; 
Ya Baik 2 

5 Court calender telah dilaksanakan; Ya Baik 2 

6 
 Ketua telah mengeksaminir perkara yang telah 

diputus Hakim dan melaporkannya ke PTA; 
Ya Baik 2 

7 
Ada pertemuan berkala para Hakim dan pejabat 

kepaniteraan dan kesekretariatan. 
Ya Baik 2 
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STRUKTUR ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN WEWENANG 

URAIAN Ya (√) / Tdk (X) 

1. apakah struktur organisasi yang ada telah mencerminkan pengendalian 

internal yang baik ? 

√ 

 

2. apakah telah dibuat uraian tugas dan wewenang dari unit kerja yang 

bersangkutan ? 

√ 

3. apakah ada uraian tugas yang tumpang tindih, apabila ada sebutkan 

tugas-tugas yang tumpah tindih ? 

x 

4. apakah uraian tugas yang dibuat telah dikomunikasikan kepada para 

pejabat/staf ? 

√ 

 

5. apakah tugas pokok dan fungsi dilakukan evaluasi secara periodik? √ 

6. apakah fungsi organisasi telah terbagi secara merata pada unit-unit 

yang ada ? 

√ 

 

7. apakah pembagian kerja sesuai dengan kemampuan rentang kendali? √ 

 

8. apakah sudah dibuat papan struktur organisasi beserta personil yang 

ada, serta ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca? 

√ 

 

9. apakah jabatan yang kosong telah diusulkan ? x 
 

PERENCANAAN 

Uraian Ya (√) / Tdk (x) 

1. apakah perencanaan yang telah dibuat sudah berdasarkan ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku ? 

√ 

 

2. apakah perencanaan sudah mengarah kepada misi, tujuan dan sasaran ? √ 

 

3. apakah perencanaan sudah mencakup : 

a. tugas pokok dan fungsi 

b. sarana/prasana 

c. sumber daya manusia dan metode kerja 

 

√ 

√ 

√ 

4. apakah perencanaan yang disusun dapat mendukung pencapaian tujuan 

organisasi ? 

√ 

5. apakah perencanaan sudah memuat : 

a. tujuan atau target yang akan dicapai setiap kegiatan 

b. strategi pencapaian tujuan 

c. sumber daya yang akan digunakan 

d. asumsi-asumsi yang mendasari pembuatan rencana 

 

√ 

√ 

√ 

√ 
 

KOORDINASI 

Uraian Ya (√) / Tdk (x) 

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas, apakah telah dilakukan koordinasi 

sejak perumusan kegiatan ? 

√ 

 

2. Apakah telah ada/ditunjuk pihak yang secara fungsional bertanggung 

jawab dan berwenang atas suatu masalah ?   

√ 

 

3. apakah telah ada pengembangan sarana koordinasi dan komunikasi 

(internal dan eksternal) 

√ 

 
 

SISTEM INFORMASI 

Uraian Ya (√) / Tdk (x) 

1. apakah sistem informasi telah dilaksanakan secara efisien, efektif dan 

ekonomis ? 

√ 

2. apakah sistem informasi yang dilaksanakan dapat mengembangkan 

perangkat lunak bagi perencanaan tugas pokok dan fungsi ? 

√ 

 

3. apakah sistem informasi yang ada dapat menyebarluaskan sistem layanan 

informasi kepada masyarakat berdasarkan pelayanan yang baik ? 

√ 

 

4. apakah sistem informasi yang dilaksanakan menggunakan tenaga ahli ? √ 

 

5. apakah sistem informasi yang ada menghasilkan sistem informasi yang 

tepat, lengkap dan akurat ? 

√ 

 

 



 

 

242 

 

 

EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN 

Uraian Ya (√) / Tdk (x) 

1. apakah sudah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan 

triwulan, semester dan tahunan ? 

√ 

 

2. apakah hasil evaluasi sudah dapat mengidentifikasi : 

a. jenis kegiatan 

b. rencana kegiatan (aspek keuangan dan teknis) 

c. realisasi pencapaian target 

d. perbandingan rencana dan realisasi 

e. sebab penyimpangan 

f. pemecahan masalah 

 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

 

3. apakah hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan sudah dikomunikasikan 

kepada pihak-pihak yang berkepentingan ? 

√ 

 

4. apakah sudah ada tindaklanjut dari hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan ? √ 

 

5. apabila belum dilakukan evaluasi, teliti realisasi perencanaan, 

pencapaian target dan masalah-masalah yang dihadapi serta upaya 

pemecahan masalah 

√ 

 

 

EVALUASI KEGIATAN 

Uraian Ya (√) / Tdk (x) 

1. apakah telah dilakukan penetapan kriteria sebagai penilaian keberhasilan 

pelaksanaan tugas dan apakah kriteria yang ditetapkan memenuhi unsur-

unsur, ukuran yang dipakai, cara pengukuran, penyimpangan yang 

ditolerir, pihak-pihak yang berkepentingan ? 

√ 

 

2. apakah kriteria-kriteria tersebut dipergunakan secara konsisten ? √ 

3. apakah ada rapat khusus untuk mengevaluasi kegiatan ? √ 

4. apakah rapat khusus tersebut diadakan secara rutin ? √ 

5. apakah evaluasi yang dilakukan berdampak positif terhadap pelaksanaan 

kegiatan ? 

√ 

 

PERTANGGUNGJAWABAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Uraian Ya (√) / Tdk (x) 

1. apakah ada laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas ? √ 

2. apakah laporan yang dibuat telah memenuhi syarat laporan yang baik, 

yaitu relevan, jelas dan ringkas, dapat dimengerti, dapat dipercaya, 

konsisten dan relefan ? 

√ 

 

3. apakah ada tugas tambahan diluar tugas pokok dan fungsi masing-

masing ? Apa dasarnya ? 

x 

4. apakah ada pengaruh tugas tambahan terhadap tugas pokok dan fungsi ? x 

 

ORGANISASI KEDINASAN 

Uraian Ya (√) / Tdk (x) 

1. apakah telah ada bagan susunan Pengadilan yang didasarkan pada surat 

edaran MA No.5 tahun 1996 tentang bagan susunan Pengadilan ? 

√ 

2. apakah struktur organisasi dan tata kerja kepaniteraan telah sesuai 

sebagaimana yang diatur dalam surat keputusan Ketua MA-RI. 

√ 

 

3. apakah pejabat struktural yang ada telah sesuai dengan SK Ketua MA-RI 

tersebut di atas ? 

√ 

 

4. apakah penetapan pejabat struktural tersebut sudah mendapat SK dari 

pejabat yang berwenang atau hanya penunjukkan ketua Pengadilan 

√ 

 

5. - apakah pejabat struktural tersebut telah diberi tugas sesuai 

dengan jabatannya masing-masing ? 

- apakah ada job description yang sudah disahkan oleh Ketua ? 

- apakah pelaksanaan tugas masing-masing bagian telah 

√ 

 

√ 

√ 
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dilaksanakan ? 

- apakah telah terwujud koordinasi, sinkronisasi bagi pejabat 

struktural tersebut ? 

 

√ 

 

6. a. sampai dimanakah rasa tanggung jawab dari masing-masing pejabat 

tersebut dalam lingkungan kerjanya ? 

b. apakah masing-masing pejabat memahami sepenuhnya adanya 

keterkaitan antara satu bagian dengan bagian lainnya ? 

√ 

 

√ 

 

7. apakah telah disusun program kerja tahunan yang dikaitkan dengan 

DIPA dan jadwal pelaksanaannya? 

√ 

 

8. a. apakah ada program yang belum dilaksanakan ? 

b. apa kendalanya sehingga tidak terlaksana ? 

x 

x 

9. apakah ada hubungan (koordinasi) dengan instansi diluar Pengadilan 

seperti dengan Muspida, perguruan tinggi dan institusi penegak hukum 

lainnya seperti kejaksaan dan kepolisian ? 

X 

10. a. apakah hubungan antar sesama hakim cukup baik ? 

b. apakah ada hubungan dengan hakim-hakim  di luar lingkungan 

Pengadilan lain ? 

√ 

√ 

 

 

ORGANISASI NON KEDINASAN 

Uraian Ya (√) / Tdk (x) 

1. apakah kegiatan olahraga telah diorganisir ? √ 

2. apakah senam kesegaran jasmani (SKJ) diadakan secara rutin ? x 

3. apakah kegiatan SKJ tersebut diikuti oleh semua pegawai dan hakim? x 

4. apakah ada organisasi non kedinasan : 

a. apakah organisasi non kedinasan telah berjalan dengan baik ? 

b. bila belum berjalan dengan baik apa kendalanya yang perlu 

mendapat perhatian ? 

 

√ 

 

 

5. bagaimana hubungan dengan organisasi non kedinasan di lingkungan 

peradilan lain ? 

√ 

 

6. apakah keadaan kesejahteraan karyawan/pegawai terjamin ? √ 

7. apakah telah dibentuk koperasi di lingkungan pengadilan yang saudara 

pimpin ? 

√ 

 

8. jika koperasi telah terbentuk, apakah sudah berbadan hukum (lampirkan 

badan hukum koperasi dimaksud) 

x 

9. apakah koperasi tersebut telah menjadi anggota PKPN (jika ada 

lampirkan tanda pendaftaran pada PKPN) 

x 

10. jika belum menjadi anggota PKPN apa kendalanya ?  

11. apakah semua kegiatan koperasi tersebut menunjang kesejahteraan 

pegawai ? 

√ 

 

 

PROGRAM KERJA VISI DAN MISI 

Uraian Ya (√) / Tdk (x) 

1. apakah dalam penyusunan program kerja ketua Pengadilan Tingkat 

Bandinng/ketua Pengadilan Tingkat Pertama mengikutsertakanwakil 

ketua dan para hakim, panitera, wakil panitera, wakil sekretaris dan 

pejabat struktural lainnya ? 

√ 

 

2. apakah program kerja mencakup : 

a. pernyataan visi, misi, strategi dan faktor-faktor keberhasilan 

organisasi ? 

b. rumusan tentang tujuan, sasaran dan uraian aktifitas organisasi ? 

c. uraian tentang cara pencapaian tujuan dan sasaran ? 

 

√ 

 

√ 

√ 

3. apakah program kerja meliputi seluruh kegiatan secara rinci disertai 

jadwal, target yang akan dicapai serta sesuai DIPA tahun berjalan? 

√ 

4. apakah telah disusun indikator kinerja atau ukuran keberhasilan program 

serta tujuan yang akan dicapai oleh pengadilan pada tahun berjalan ? 

√ 

 

5. apakah telah dilaksanakan pengukuran kinerja dan indikator-indikator 

yang mengarah kepada pencapaian misi ? 

√ 

 

6. apakah telah dilakukan evaluasi pencapaian target dengan menghitung 

nilai capaian dari pelaksanaan per kegiatan dan menghitungcapaian 

√ 
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kinerja dari pelaksanaan program didasarkan pembobotan dari setiap 

kegiatan yang ada dalam rpogram ? 

7. apakah pejabat dan pegawai telah melaksanakan tugas sesuai 

tanggungjawabnya ? 

√ 

 

8. apakah visi dan misi Mahkamah Agung/Pengadilan telah disosialisasikan 

kepada pegawai ? 

√ 

 

 

KEUANGAN 

Uraian Ya (√) / Tdk (x) 

1. Apakah pembuatan buku keuangan telah sesuai dengan ketentuan : 

a. Buku Kas Umum 

b. Buku Bank 

c. Buku Bantu 

- Buku Pengawasan Kredit 

- Buku Uang Persediaan 

- Buku SPM 

- Buku Penyetoran Pajak (PPH psl 21, 22 dan 23) 

 

√ 

√ 

 

 

√ 

√ 

√ 

√ 

2. Pembuatan/pemeriksaan buku kas umum meliputi : 

a. Halaman depan dan terakhir ditandatangani Kuasa Pengguna 

Anggaran (KPA) dan halaman berikutnya diparaf. 

b. Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Buku Kas Umum (BKU) 

ditandatangani bendahara pengeluaran 

c. Diparaf bagian Kaur Keuangan/Kasubbag Keuangan 

d. Diparaf Pejabat Pembuat Komitmen 

e. BAP diteliti dan ditandatangani atasan langsung KPA 

f. apakah BKU ditutup setiap bulan atau pertiga bulan  

g. BKU diperiksa oleh siapa (KPA atau Pansek) 

h. BKU ditanda tangani oleh siapa (KPA atau Pansek) 

i. apakah telah dilakukan penutupan buku pembantu setiap bulan dan 

ditanda tangani Bendahara Pengeluaran 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

 

 

MANAJEMEN PENGELOLAAN KEUANGAN 

Uraian Ya (√) / Tdk (x) 

1. Apakah telah dibuat struktur organisasi pengelolaan keuangan ? √ 

2. Apakah dibuat SK Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ? √ 

3. Apakah telah  dibuat SK Pejabat Pembuat Komitmen ? √ 

4. Apakah telah dibuat SK bendahara pengeluaran, bendahara pemegang 

uang muka dan bendahara penerima ? 

√ 

5. Apakah dibuat SK pembantu Pengelola Keuangan ? √ 

6. Apakah Hakim Pengawas Bidang telah melakukan pengawasan? √ 

7. apakah Hakim Pengawas Bidang telah membuat laporan pengawasan? √ 

8. Apakah papan Realisasi Anggaran sudah diubat dan diisi? √ 

9. Apakah Proses dan pencairan anggaran dengan Peraturan Dit 

Perbendaharaan no 66/PB/2005 

√ 

 

 

PROSES PENGAJUAN SPP DAN PENERBITAN SPM 

Uraian Ya (√) / Tdk (x) 

1. Apakah SPP dikonsep dan diparaf bendahara serta ditandatangani 

pejabat pembuat komitmen ? 

√ 

2. Apakah SPP telah diteliti penerbit SPM dan ditandatangani pejabat 

penguji SPP ? 

√ 

3. Apakah penerbitan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) telah diajukan 

ke KPPN ? 

√ 
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PENGELOLAAN KEUANGAN/PEMERIKSAN FISIK 

Uraian Ya (√) / Tdk (x) 

1. Apakah rekening koran telah dibuat setiap bulan ? √ 

2. Apakah semua penerimaan dan pengeluaran telah dicatat pada buku 

keuangan secara tertib  dan tepat waktu : 

- Lakukan opname brankas dan membuat Berita Acara Pemeriksaan 

Kas 

- Melakukan penutupan Buku Kas Umum dan meneliti kesesuaiannya 

dengan keadaan uang dalam brankas ? 

- Adakan uji coba dari beberapa item apakah transaksi sudah benar, 

sinkronkan dengan buku Bank, bukti-bukti pengeluaran/pembelian 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

√ 

 

LAPORAN PENGADILAN TINGKAT PERTAMA 

Uraian Ya (√) / Tdk (x) 

1. Apakah sudah dibentuk Unit Pengelola Keuangan? √ 

2. Apakah Kuasa Pengguna Anggaran telah menyampaikan laporan 

realisasi anggaran, neraca dan ADK setiap bulan ke KPPN dan Unit 

Akuntansi Wilayah ? 

√ 

 

3. Apakah sudah dibuat laporan pertanggung jawaban pengeluaran (LPJ) 

bulanan untuk penerimaan dan pengeluaran ? 

√ 

 

4. apakah aplikasi broad casting dibuat untuk rencana penarikan keuangan 

harian,mingguan dan bulanan, apakah ada kendala? 

√ 

 

5. Apakah pernah dikenakan sanksi atas rencana penarikan keuangan 

tersebut angka 4 ? 

x 

6. Apakah ada arship keuangan, periksa Realisasi Belanja Modal, 

kecocokan antara Volume DIPA dengan kontrak/pelaksanaan ? 

√ 

 

7. Apakah pengadaan belanja modal dilakukan dengan benar, cek datanya √ 

 

8. Apakah telah dibuat laporan Keuangan, laporan realisasinya, neraca dan 

catatan atas laporan? 

√ 

 

9. Apakah laporan melalui aplikasi SAKPA perbulan dg bukti hasil 

rekonsiliasi ke KPPN, triwulan,smesteran dan tahunan? 

√ 

 

10. apakah sudah dibat catatan atas laporan (CaLK) telah memenihi ikhtiar 

pencapaian kinerja? 

√ 

 

11. Apakah laporan PNPB perbulan berpedoman pada SE Ka.BUA 

No.08/BUA/KEU/01/2012 tgl. 10 Januari 2012 ? 

√ 

 

12. Apakah Laporan pertriwulan melalui aplikasi telah sesuai dengan PP. 39 

tahun 2006? 

√ 

 

13. apakah ada temuan BPK atas laporan penggunaan anggaran APBN? √ 

 

14. Apakah bukti perjalanan dinas telah sesuai dengan biaya yang diterima? √ 

 

15. apakah bukti pengeluaran/kwitansi telah ditanda tangani oleh Umum, 

PPK dan atau KPA? 

√ 

 

16. Apakah bukti pengeluaran/Kwitansi telah cocok dengan BKU? √ 

 

17. Apakah biaya sewa rumah disetor melalui PNBP, apakah ada bukti 

setornya dan penyetoran sesuai dengan MAK? 

√ 

 

18. Apakah antara laporan SIMAK dan SAKPA dalam BAR telah cocok 

antara internal, satker,KPPN dan dg KORWIL? 

√ 
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 Periode Triwulan IV (Oktober-Desember 2014) 

STRUKTUR ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN WEWENANG 

Uraian Ya (√) / Tdk (x) 

1. apakah struktur organisasi yang ada telah mencerminkan pengendalian 

internal yang baik ? 

√ 

 

2. apakah telah dibuat uraian tugas dan wewenang dari unit kerja yang 

bersangkutan ? 

√ 

3. apakah ada uraian tugas yang tumpang tindih, apabila ada sebutkan 

tugas-tugas yang tumpah tindih ? 

x 

4. apakah uraian tugas yang dibuat telah dikomunikasikan kepada para 

pejabat/staf ? 

√ 

 

5. apakah tugas pokok dan fungsi dilakukan evaluasi secara periodik? √ 

6. apakah fungsi organisasi telah terbagi secara merata pada unit-unit yang 

ada ? 

√ 

 

7. apakah pembagian kerja sesuai dengan kemampuan rentang kendali? √ 

 

8. apakah sudah dibuat papan struktur organisasi beserta personil yang ada, 

serta ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca? 

√ 

 

9. apakah jabatan yang kosong telah diusulkan ? x 
 

PERENCANAAN 

Uraian Ya (√) / Tdk (x) 

1. apakah perencanaan yang telah dibuat sudah berdasarkan ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku ? 

√ 

 

2. apakah perencanaan sudah mengarah kepada misi, tujuan dan sasaran ? √ 

 

3. apakah perencanaan sudah mencakup : 

a. tugas pokok dan fungsi 

b. sarana/prasana 

c. sumber daya manusia dan metode kerja 

 

√ 

√ 

√ 

4. apakah perencanaan yang disusun dapat mendukung pencapaian tujuan 

organisasi ? 

√ 

5. apakah perencanaan sudah memuat : 

a. tujuan atau target yang akan dicapai setiap kegiatan 

b. strategi pencapaian tujuan 

c. sumber daya yang akan digunakan 

d. asumsi-asumsi yang mendasari pembuatan rencana 

 

√ 

√ 

√ 

√ 
 

KOORDINASI 

Uraian Ya (√) / Tdk (x) 

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas, apakah telah dilakukan koordinasi 

sejak perumusan kegiatan ? 

√ 

 

2. Apakah telah ada/ditunjuk pihak yang secara fungsional bertanggung 

jawab dan berwenang atas suatu masalah ?   

√ 

 

3. apakah telah ada pengembangan sarana koordinasi dan komunikasi 

(internal dan eksternal) 

√ 

 
 

SISTEM INFORMASI 

Uraian Ya (√) / Tdk (x) 

1. apakah sistem informasi telah dilaksanakan secara efisien, efektif dan 

ekonomis ? 

√ 

 

2. apakah sistem informasi yang dilaksanakan dapat mengembangkan 

perangkat lunak bagi perencanaan tugas pokok dan fungsi ? 

√ 

 

3. apakah sistem informasi yang ada dapat menyebarluaskan sistem layanan 

informasi kepada masyarakat berdasarkan pelayanan yang baik ? 

√ 

 

4. apakah sistem informasi yang dilaksanakan menggunakan tenaga ahli ? √ 

 

5. apakah sistem informasi yang ada menghasilkan sistem informasi yang 

tepat, lengkap dan akurat ? 

√ 
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EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN 

Uraian Ya (√) / Tdk (x) 

1. apakah sudah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan 

triwulan, semester dan tahunan ? 

√ 

 

2. apakah hasil evaluasi sudah dapat mengidentifikasi : 

a. jenis kegiatan 

b. rencana kegiatan (aspek keuangan dan teknis) 

c. realisasi pencapaian target 

d. perbandingan rencana dan realisasi 

e. sebab penyimpangan 

f. pemecahan masalah 

 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

 

3. apakah hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan sudah dikomunikasikan 

kepada pihak-pihak yang berkepentingan ? 

√ 

 

4. apakah sudah ada tindaklanjut dari hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan ? √ 

 

5. apabila belum dilakukan evaluasi, teliti realisasi perencanaan, 

pencapaian target dan masalah-masalah yang dihadapi serta upaya 

pemecahan masalah 

√ 

 

 

EVALUASI KEGIATAN 

Uraian Ya (√) / Tdk (x) 

1. apakah telah dilakukan penetapan kriteria sebagai penilaian keberhasilan 

pelaksanaan tugas dan apakah kriteria yang ditetapkan memenuhi unsur-

unsur, ukuran yang dipakai, cara pengukuran, penyimpangan yang 

ditolerir, pihak-pihak yang berkepentingan ? 

√ 

 

2. apakah kriteria-kriteria tersebut dipergunakan secara konsisten ? √ 

3. apakah ada rapat khusus untuk mengevaluasi kegiatan ? √ 

4. apakah rapat khusus tersebut diadakan secara rutin ? √ 

5. apakah evaluasi yang dilakukan berdampak positif terhadap pelaksanaan 

kegiatan ? 

√ 

 

PERTANGGUNGJAWABAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Uraian Ya (√) / Tdk (x) 

1. apakah ada laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas ? √ 

2. apakah laporan yang dibuat telah memenuhi syarat laporan yang baik, 

yaitu relevan, jelas dan ringkas, dapat dimengerti, dapat dipercaya, 

konsisten dan relefan ? 

√ 

 

3. apakah ada tugas tambahan diluar tugas pokok dan fungsi masing-

masing ? Apa dasarnya ? 

x 

4. apakah ada pengaruh tugas tambahan terhadap tugas pokok dan fungsi ? x 

 

ORGANISASI KEDINASAN 

Uraian Ya (√) / Tdk (x) 

1. apakah telah ada bagan susunan Pengadilan yang didasarkan pada 

Peraturan Mahkamah Agung No. 7 tahun 2015 tentang bagan susunan 

Pengadilan ? 

√ 

2. apakah struktur organisasi dan tata kerja kepaniteraan telah sesuai 

sebagaimana yang diatur dalam surat keputusan Ketua MA-RI. 

√ 

 

3. apakah pejabat struktural yang ada telah sesuai dengan SK Ketua MA-RI 

tersebut di atas ? 

√ 

 

4. apakah penetapan pejabat struktural tersebut sudah mendapat SK dari 

pejabat yang berwenang atau hanya penunjukkan ketua Pengadilan 

√ 

 

5. - apakah pejabat struktural tersebut telah diberi tugas sesuai 

dengan jabatannya masing-masing ? 

- apakah ada job description yang sudah disahkan oleh Ketua ? 

√ 

 

√ 
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- apakah pelaksanaan tugas masing-masing bagian telah 

dilaksanakan ? 

- apakah telah terwujud koordinasi, sinkronisasi bagi pejabat 

struktural tersebut ? 

√ 

 

√ 

 

6. a. sampai dimanakah rasa tanggung jawab dari masing-masing pejabat 

tersebut dalam lingkungan kerjanya ? 

b. apakah masing-masing pejabat memahami sepenuhnya adanya 

keterkaitan antara satu bagian dengan bagian lainnya ? 

√ 

 

√ 

 

7. apakah telah disusun program kerja tahunan yang dikaitkan dengan 

DIPA dan jadwal pelaksanaannya? 

√ 

 

8. a. apakah ada program yang belum dilaksanakan ? 

b. apa kendalanya sehingga tidak terlaksana ? 

x 

x 

9. apakah ada hubungan (koordinasi) dengan instansi diluar Pengadilan 

seperti dengan Muspida, perguruan tinggi dan institusi penegak hukum 

lainnya seperti kejaksaan dan kepolisian ? 

x 

10. c. apakah hubungan antar sesama hakim cukup baik ? 

d. apakah ada hubungan dengan hakim-hakim  di luar lingkungan 

Pengadilan lain ? 

√ 

√ 

 

 

 

 

ORGANISASI NON KEDINASAN 

Uraian Ya (√) / Tdk (x) 

1. apakah kegiatan olahraga telah diorganisir ? √ 

2. apakah senam kesegaran jasmani (SKJ) diadakan secara rutin ? x 

3. apakah kegiatan SKJ tersebut diikuti oleh semua pegawai dan hakim? x 

4. apakah ada organisasi non kedinasan : 

a. apakah organisasi non kedinasan telah berjalan dengan baik ? 

b. bila belum berjalan dengan baik apa kendalanya yang perlu 

mendapat perhatian ? 

 

√ 

 

 

5. bagaimana hubungan dengan organisasi non kedinasan di lingkungan 

peradilan lain ? 

√ 

 

6. apakah keadaan kesejahteraan karyawan/pegawai terjamin ? √ 

7. apakah telah dibentuk koperasi di lingkungan pengadilan yang saudara 

pimpin ? 

√ 

 

8. jika koperasi telah terbentuk, apakah sudah berbadan hukum (lampirkan 

badan hukum koperasi dimaksud) 

x 

9. apakah koperasi tersebut telah menjadi anggota PKPN (jika ada 

lampirkan tanda pendaftaran pada PKPN) 

x 

10. jika belum menjadi anggota PKPN apa kendalanya ?  

11. apakah semua kegiatan koperasi tersebut menunjang kesejahteraan 

pegawai ? 

√ 

 

 

PROGRAM KERJA VISI DAN MISI 

Uraian Ya (√) / Tdk (x) 

1. apakah dalam penyusunan program kerja ketua Pengadilan Tingkat 

Bandinng/ketua Pengadilan Tingkat Pertama mengikutsertakanwakil 

ketua dan para hakim, panitera, wakil panitera, wakil sekretaris dan 

pejabat struktural lainnya ? 

√ 

 

2. apakah program kerja mencakup : 

a. pernyataan visi, misi, strategi dan faktor-faktor keberhasilan 

organisasi ? 

b. rumusan tentang tujuan, sasaran dan uraian aktifitas organisasi ? 

c. uraian tentang cara pencapaian tujuan dan sasaran ? 

 

√ 

 

√ 

√ 

3. apakah program kerja meliputi seluruh kegiatan secara rinci disertai 

jadwal, target yang akan dicapai serta sesuai DIPA tahun berjalan? 

√ 

4. apakah telah disusun indikator kinerja atau ukuran keberhasilan program √ 
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serta tujuan yang akan dicapai oleh pengadilan pada tahun berjalan ?  

5. apakah telah dilaksanakan pengukuran kinerja dan indikator-indikator 

yang mengarah kepada pencapaian misi ? 

√ 

 

6. apakah telah dilakukan evaluasi pencapaian target dengan menghitung 

nilai capaian dari pelaksanaan per kegiatan dan menghitungcapaian 

kinerja dari pelaksanaan program didasarkan pembobotan dari setiap 

kegiatan yang ada dalam rpogram ? 

√ 

 

7. apakah pejabat dan pegawai telah melaksanakan tugas sesuai 

tanggungjawabnya ? 

√ 

 

8. apakah visi dan misi Mahkamah Agung/Pengadilan telah disosialisasikan 

kepada pegawai ? 

√ 

 

 

 

BIDANG ADMINISTRASI UMUM – KEUANGAN 

 

Uraian Ya (√) / Tdk (x) 

1. Apakah pembuatan buku keuangan telah sesuai dengan ketentuan : 

a. Buku Kas Umum 

b. Buku Bank 

c. Buku Bantu 

- Buku Pengawasan Kredit 

- Buku Uang Persediaan 

- Buku SPM 

- Buku Penyetoran Pajak (PPH psl 21, 22 dan 23 

 

√ 

√ 

 

 

√ 

√ 

√ 

√ 

2. Pembuatan/pemeriksaan buku kas umum meliputi : 

a. Halaman depan dan terakhir ditandatangani Kuasa Pengguna 

Anggaran (KPA) dan halaman berikutnya diparaf. 

b. Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Buku Kas Umum (BKU) 

ditandatangani bendahara pengeluaran 

c. Diparaf bagian Kaur Keuangan/Kasubbag Keuangan 

d. Diparaf Pejabat Pembuat Komitmen 

e. BAP diteliti dan ditandatangani atasan langsung KPA 

f. apakah BKU ditutup setiap bulan atau pertiga bulan  

g. BKU diperiksa oleh siapa (KPA atau Pansek) 

h. BKU ditanda tangani oleh siapa (KPA atau Pansek) 

i. apakah telah dilakukan penutupan buku pembantu setiap bulan dan 

ditanda tangani Bendahara Pengeluaran 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

 

√ 

 

 

MANAJEMEN PENGELOLAAN KEUANGAN 

Uraian Ya (√) / Tdk (x) 

1. Apakah telah dibuat struktur organisasi pengelolaan keuangan ? √ 

2. Apakah dibuat SK Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ? √ 

3. Apakah telah  dibuat SK Pejabat Pembuat Komitmen ? √ 

4. Apakah telah dibuat SK bendahara pengeluaran, bendahara pemegang 

uang muka dan bendahara penerima ? 

√ 

5. Apakah dibuat SK pembantu Pengelola Keuangan ? √ 

6. Apakah Hakim Pengawas Bidang telah melakukan pengawasan? √ 

7. apakah Hakim Pengawas Bidang telah membuat laporan pengawasan? √ 

8. Apakah papan Realisasi Anggaran sudah diubat dan diisi? √ 

9. Apakah Proses dan pencairan anggaran dengan Peraturan Dit 

Perbendaharaan no 66/PB/2005 

√ 
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PROSES PENGAJUAN SPP DAN PENERBITAN SPM 

Uraian Ya (√) / Tdk (x) 

1. Apakah SPP dikonsep dan diparaf bendahara serta ditandatangani 

pejabat pembuat komitmen ? 

√ 

2. Apakah SPP telah diteliti penerbit SPM dan ditandatangani pejabat 

penguji SPP ? 

√ 

3. Apakah penerbitan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) telah 

diajukan ke KPPN ? 

√ 

 

PENGELOLAAN KEUANGAN/PEMERIKSAN FISIK 

Uraian Ya (√) / Tdk (x) 

1. Apakah rekening koran telah dibuat setiap bulan ? √ 

2. Apakah semua penerimaan dan pengeluaran telah dicatat pada buku 

keuangan secara tertib  dan tepat waktu : 

- Lakukan opname brankas dan membuat Berita Acara Pemeriksaan 

Kas 

- Melakukan penutupan Buku Kas Umum dan meneliti 

kesesuaiannya dengan keadaan uang dalam brankas ? 

- Adakan uji coba dari beberapa item apakah transaksi sudah benar, 

sinkronkan dengan buku Bank, bukti-bukti pengeluaran/pembelian 

 

√ 

√ 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

LAPORAN PENGADILAN TINGKAT PERTAMA 

Uraian Ya (√) / Tdk (x) 

1. Apakah sudah dibentuk Unit Pengelola Keuangan? √ 

2. Apakah Kuasa Pengguna Anggaran telah menyampaikan laporan 

realisasi anggaran, neraca dan ADK setiap bulan ke KPPN dan Unit 

Akuntansi Wilayah ? 

√ 

 

3. Apakah sudah dibuat laporan pertanggung jawaban pengeluaran (LPJ) 

bulanan untuk penerimaan dan pengeluaran ? 

√ 

 

4. apakah aplikasi broad casting dibuat untuk rencana penarikan keuangan 

harian,mingguan dan bulanan, apakah ada kendala? 

√ 

 

5. Apakah pernah dikenakan sanksi atas rencana penarikan keuangan 

tersebut angka 4 ? 

x 

6. Apakah ada arship keuangan, periksa Realisasi Belanja Modal, 

kecocokan antara Volume DIPA dengan kontrak/pelaksanaan ? 

√ 

 

7. Apakah pengadaan belanja modal dilakukan dengan benar, cek datanya √ 

 

8. Apakah telah dibuat laporan Keuangan, laporan realisasinya, neraca dan 

catatan atas laporan? 

√ 

 

9. Apakah laporan melalui aplikasi SAKPA perbulan dg bukti hasil 

rekonsiliasi ke KPPN, triwulan,smesteran dan tahunan? 

√ 

 

10. apakah sudah dibat catatan atas laporan (CaLK) telah memenihi ikhtiar 

pencapaian kinerja? 

√ 

 

11. Apakah laporan PNPB perbulan berpedoman pada SE Ka.BUA 

No.08/BUA/KEU/01/2012 tgl. 10 Januari 2012 ? 

√ 

 

12. Apakah Laporan pertriwulan melalui aplikasi telah sesuai dengan PP. 39 

Tahun 2006? 

√ 

 

13. apakah ada temuan BPK atas laporan penggunaan anggaran APBN? √ 

 

14. Apakah bukti perjalanan dinas telah sesuai dengan biaya yang diterima? √ 

 

15. apakah bukti pengeluaran/kwitansi telah ditanda tangani oleh Umum, 

PPK dan atau KPA? 

√ 

 

16. Apakah bukti pengeluaran/Kwitansi telah cocok dengan BKU? √ 
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17. Apakah biaya sewa rumah disetor melalui PNBP, apakah ada bukti 

setornya dan penyetoran sesuai dengan MAK? 

√ 

 

18. Apakah antara laporan SIMAK dan SAKPA dalam BAR telah cocok 

antara internal, satker,KPPN dan dg KORWIL? 

√ 

 

 

 
ADMINISTRASI PERSIDANGAN 

 

NO UNSUR-UNSUR YANG DIPERIKSA 
KONDISI/ 

KRITERIA 

TANGGAPAN 

/OBRIK 
NILAI/HASIL 

1 2 3 4 5 

I  PEMBAGIAN PERKARA DAN PENENTUAN 

MAJELIS HAKIM       

 1 Buku kendali daftar pembagian perkara Ya baik 2 

II  KETEPATAN WAKTU PEMERIKSAAN 

DAN PENYELESAIAN PERKARA 

   
1 

Pemeriksaan perkara dan penyelesaian 

perkara 
Ya baik 2 

III KETEPATAN WAKTU PENYAMPAIAN 

SALINAN PUTUSAN/AKTA CERAI 

   

1 

PANITERA menyampaikan salinan putusan 

selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan BHT 

kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnay 

meliputi tempat kediaman dan tempat perkawian 

Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon 

Ya baik 2 

2. Penyampaian salinan putusan melalui pos atau 

jasa pengiriman lain diambil dari biaya proses 
Ya baik 2 

3 Akta cerai dalam perkara cerai gugat dikeluarkan 

setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap 
Ya baik 2 

4 Akta cerai dalam perkara cerai talak dikeluarkan 

setelah pemohon mengucapkan ikrar talak 
Ya baik 2 

IV TAHAP PUTUSAN DAN MINUTASI (BUKU II 

HAL. 32) 

   

1 

Pada Waktu diucapkan, putusan harus jadi dan 

setelah itu langsung ditandatangani oleh majelis 

hakim dan panitera pengganti  

ada yang 

berupa 

konsep, dan 

ada yang 

sudah jadi 

kurang baik 1 

2 
Putusan dalam bentuk soft copy dan ditempatkan 

pada album cd dan diberi kode nomor perkara; 

sebagian 

sudah ada 

dan sebagain 

tidak ada 

diupayakan 

supaya putusan 

dalam bentuk 

soft copy 

1 

3 Catatan kaki pada putusan; Ya Baik 2 

4 Pengadilan menyediakan salinan putusan untuk 

para pihak (SEMA No.1 tahun 2011); 
Ya Baik 2 

5 Salinan Putusan disampaikan atas permintaan  

pihak yang bersangkutan; 
Ya Baik 2 

6 Salinan Putusan perkara perceraian telah 

disampaikan kepada KUA. 
Ya Baik 2 

7 Implementasi SEMA nomor 14 tahun 2008 

tentang Dokumen Elektronik sebagai kelengkapan 

permohonan kasasi dan PK (rakernas) 

Ya Baik 2 
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B. Evaluasi 

Tim Hakim Pengawas Bidang (HAWASBID) Pengadilan Agama Tual 

telah melakukan 4 (empat) kali kegiatan pengawasan, yaitu periode Triwulan I 

(Januari-Maret), Triwulan II (April-Juni), Triwulan III (Juli-September) dan 

periode Triwulan IV (Oktober-Desember). Dari hasil temuan pengawasan dan 

pembinaan tersebut, telah ditindaklanjuti dan telah diproses sesuai dengan 

prosedur yang diharapkan demi penyempurnaan dan tertibnya administrasi. 

Sedangkan hal-hal yang masih terkait dengan anggaran dan penyesuaian 

dengan kondisi Pengadilan Agama Tual, maka akan ditindaklanjuti dan akan 

direalisasikan khususnya pada tahun anggaran 2017 karena terkait dengan belanja 

modaldan umumnya sebagai program jangka panjang dalam rencana strategis 5 

(lima) tahun Pengadilan Agama Tual. 

Selain melakukan pengecekan terkait dengan pelaksanaan pekerjaan atau 

program yang dilaksanakan, Tim HAWASBID juga melakukan evaluasi terkait 

dengan implementasi program setiap melakukan kegiatan pengawasan. 

Pengawasan dilakukan secara berkelanjutan sehingga dalam setiap pengawasan 

telah dilakukan evaluasi pekerjaan atau program yang menjadi temuan pada 

pengawasan periode sebelumnya. Sehingga pada setiap periode telah dilakukan 

perbaikan-perbaikan dari hasil temuan pada pengawasan bidang sebelumnya. 

Dengan demikian, kegiatan evaluasi pelaksanaan program kerja atau 

kinerja telah dilakukan kegiatan evaluasi yang bersifat langsung bersamaan 

dengan pelaksanaan kegiatan Pengawasan Bidang oleh Hakim Pengawas Bidang 

Pemgadilan Agama Tual.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan 

1.   Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tual tahun 2016 merupakan realisasi dan 

tindak lanjut dari renstra dan program kerja yang telah dicanangkan pada 2015; 

2.   Laporan Tahun 2016 merupakan laporan dari hasil pelaksanaan program kerja 

tahun 2016 yang dilaksanakan secara sistematis, terukur dan akuntabel; 

3.   Program-program terkait dengan teknis administrasi yang belum dicapai dan 

dilaksanakan pada tahun 2016, akan segera ditindaklanjuti pada tahun 2017 yang 

disesuaikan dengan alokasi anggaran; 

4. Pelaporan program-program tahun 2016 dilakukan sesuai dengan yang telah 

dilaksanakan atau yang belum dilaksanakan berdasarkan data realisasi yang ada. 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil laporan dan kesimpulan dalam Laporan Tahunan ini, maka 

direkomendasikan beberapa hal antara lain :  

1.   Laporan tahunan Pengadilan Agama Tual tahun 2016, dapat dijadikan standar 

acuan dalam penyusunan laporan tahunan Pengadilan Tinggi Agama Ambon 

sekaligus sebagai acuan penyusunan Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI 

tahun 2016; 

2.   Sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas pada Pengadilan Agama Tual 

yang belum lengkap dan memenuhi standar, kiranya melalui laporan tahun 2016 

ini dapat dijadikan bahan pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Ambon, dan 

Mahkamah Agung RI, untuk mengambil kebijakan yang komprehensif dalam 

melengkapi sarana dan prasarana yang sebanding dengan kondisi gedung yang 

sudah sangat baik, demi membangun badan peradilan sebagai sebuah institusi 

peradilan yang mandiri dan representatif di masa mendatang;  

3.   Pengadilan Tinggi Agama Ambon kiranya bisa mengintensifkan kegiatan-

kegiatan pelatihan/DDTK khususnya di bidang kesekretariatan Pengadilan Agama 

Tual guna meningkatkan efektivitas kinerja pelaksanaan TUPOKSI.  


